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(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa irirr l)r,rrt i;)l.r rtlrlr 
f 
)rrnr,grtng Hak Cipta

melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana rlirrr,rksurlrl,rl,rn l,,rr,tl(),tyat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaalrsec,rr,l Konrt,r,,l,rlrllpkl,rn,r rk,ngan pidana
penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan/atau pidana denda palinlib,rny,rk ltp,r(x) p(x).000,00 (lima
ratus Juta rupiah),

(1) 5otl,lll ()r,ttt1; y,rrtg dettgan tanpa hak dan/atau tanpa irin l)r.nr igrl,r ,rl,lrr pr,nrr,;,1,rrrg llak Cipta
lllt'l,lkttk,ltl ;x'l,ttt1',gal an hak ekonomi Pencipta seb,rgairlr,rn,r rlrr lr,rk,,rrrl rl,rl,ln r l,,r,,,rl 

(),ry,rl 
( I ) htrruf

't, ltttt ttl ll, ltttt rtl t', tl,tlt/atdu huruf g untuk Penglunaarr s(.c,u,r Korr rr.l rl,rl rltpkl,rrr,r r lr.rrl,i,rrr llllana
1tt'lll,lr,l lt,tlltt;,3l,lttt,t 4 (r'tttll,lt)tahun dan/atau pidarra derrtla p,rllrrg b,rrry,rk ltp I (x)tt (x)().(xx),00
(r,rlrr rrrllt,rr r rrpl,rlr)

(4f 'rrll,tI ( ll,llu{ y,lll}l lttrlttt'lltlhl rttttur st'bAg.rltnana dittraksutl parl,r ay.rl ( l)y,urg rltl,rkrrk.rrr tl,rl,r1t
lrlttltlh [r'lttlt,tl,tl ,ttt, rlllltl,ttt,t tlt'tt11,tn;lltlart,r pcltjara pallng l,urr,t l0(sr,;lrrhrlr) l,rlrrrrr rl,rrr/,rl,rrr
Ilrlattil tlrtttl,t [,rllttg lr,tttyah llp4 (l(X).(XX) 0(X),0()(r'rnp.rl mllliy rupi,rl).
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PENGANTAR PENULIS

Puji syukur Penulis panjatkan kel'radirat Tuhan Yang Maha
lrrr:rs:r, karena dengan kasih-Nya telah rnelimpahkan rahmat dan
lri<l:ryah kepada kami. Buku ini merupakan Cetakan II dari buku
st'lrclunrnya y^ng berjudul, "Hak Kreditor Separatis clalam Meng-
t'ltsektri l3enda Janilnatt Debitor Pailif'. Respon pembaca terhadap
lrulitr Cetakan I tersebut cukup menggembirakan, sehingga buku ini
tlit'r'tak untuk kedua kalinya dengan judul: "IIUKUM KEPAILIMN:
Kedud.ukan dan Hak Kred,itor Sepa.ratis atas Benda Jaminan
Apabila Debitor Pailit" .

Penyesu aran judul pada Cetakan II ini tidak mengubah
srrl>stansi, karena ketentuan yang mengatur hak kreditor separatis

tl:rllm kepailitan ticlak mengalami perubahan, yaitu tetap diatur
tl:rl:rrrr tlU No. 37 Tahun 2004. Buku ini membahas problemattka
lr:rk clidahulukan yang dimiliki kreditur separatis dalam kepailitan.
'l't'r'jucli inkonsistensi pemaknaan dan pengaturan hak kreditor
st'1>:rnrtis dalam UU No. 37 Tabw 2004 Tentang Kepailitan dan
f 'r'r-runclaan Kewajrban Pembayaran lJtang. Di satu sisi hak kreditur
,s('[):rr:rtis diakui dan dijarnin, tetapi di sisi lain hak tersebut dianulir
tlt'ns:rr-r pasal yang berisi penangguhan pelaksanaan hak kreditur
.\('l):lrlttts.
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Demikian pula dalam praktik peradllan, ) lrisprudensi belum
melakukan LLp y^ menata dan membehahi inkonsistensi pemaknaan
hak kreditor separatis tersebut. Di samping itu juga teriadi konflik
penormaan hak kreditor separatis, baik konflik internal di antara
pasal-pasal daLam UU No. 37 Tahun 2004, matpun konflik eksternal
dengan undang-un dang yang mengatur jaminan gadai, hak
tanggungan dan jaminan fidusia. Buku ini mengelaborasi inkonsistensi
dan konflik norma pengaturan hak kreditor separatis dalam
kepailitan, serta memberikan solusi untuk mengatasi problematika
pelaksanaan hak didahulukan dari kreditor separatis dalam kepailitan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. selaku Promotor
dalam penulisan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Jember. Disertasi tersebut membahas Hukum Kepailitan,
yaitu mengenai Renvoi Prosedur dalam Hukum Kepailitan. Penulis
juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Penerbit LaksBang
PRESSindo, Yogyakarta, yang telah berkenan menerbitkan ulang
buku ini sehingga dapat sampai ke tangan pembaca.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari Pembaca
yang bersifat konstmktif bagi kesempurnaan buku ini akan Penulis
terima dengan senang hati. Penulis berharap semoga buku ini
bermanfaat bagi para pembaca balk dari kalangan akademisi, praktisi
dan pata pembuat kebijakan agar terketuk untuk melakukan review
terhadap inkonsostensi pemaknaan dan pengaturan hak didahulukan
dari kreditor separatis dalam mengeksekusi benda jaminan debitor
oailit.

Jember, Akhir April 201.6

Salam Penulis,

Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. (Dr. Candidat)
Prof. Dr. Herowati Poesoko. S.H.. M.H.

PENGANTAR EDITOR

Terdapat dua jenis kreditor dalam hukum jaminan apabila
dilihat dari hak dan kedu du kanny a. p ertama adalah kreditor konkuren,
yaitu kreditor y^ng mempunyai kedudukan yang disamakan di antara
para kreditor, tidak ada yang diistimewakan. Kreditor konkuren adalah
pemegang hak jaminan umum, yaitu jaminan yang tertuju pada benda-
benda umum milik debitor. Kedua, kreditor preferen, yaitu kreditor
yang mempunyai kedudukan diistimewakan dari kreditor konkuren.
Kreditor preferen adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan
khusus, yailru gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan.

Istimewanya kedudukan dan hak kreditor preferen tetap di-
akui meski debitor berada dalam keadaan pailit. Apabila debitor
dinyatakan pailit, maka kedudukan kreditor preferen tetap diiscimewa-
kan dan dipisahkan (separatis) dari kredito r lainnya dalam kepailitan
debitor. Kreditor separatis tet^p dap^t mengeksekusi harta dan benda
milik debitor pailit yang sebelumnya relah dijadikan jaminan hutang
kepada kreditor separatis tersebut. pelaksanaan hak istimewa kreditor
separatis tetap dapat dilaksanakan seperti seolah-olah debitor tidak
berada dalam keadaan pailit.

Dalam Pasal 55 ayat (l) UU No. 37 Tahun 2OO4 Tentang
Kepailitan dan P enund aan Kew ajiban p emba y x an Utang disebutka n :
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"Setiap kreditor yang memegang bak tangungan, hak gadai atau,

bak agunan atas kebendaan lai?mya, dapat mengehsektrcinya baknya
seolab-olab tidak tejadi kepailitan". Ironisnya hak kreditor separatis

tersebut ditangguhkan pelaksanaannya selama selama 90 hari sejak

tanggal. putusan pefiLyat^^n pailit diucapkan (Pasal 56 ayat 1 UU
Kepailitan. Ketentuan pasal56 ayat(7) tersebut bertentangan dengan
Pasal 55 ayat (7), sehingga kreditor separatis tidak dapat melaksana-
kan haknya mengeksekusi benda jaminan debitor pailit.

Pemberian hak istimewa kepada kreditor separatis adalah
untuk memudahkan penyelesaian pembayxan piutang kreditor seba-

gai aklbat debitor pailit. Dengan pailitnya debitor maka kreditor
tetap dapat mengambil pelunasan piutang guna membiayaikegiatan
bisnisnya. Apabila tidak dapat menagih piutangnya maka akan meng-
ganggu kegiatan bisnis kreditor tersebut, yang pada skala makro
dapat me mpengaruhi iklim usaha. Uj ung-u jun gny a adalah akan teriadi
ketidakpastian berusaha sebagai ketidakpastian hukum terkait pelak-
san 

^n 
hak yang dimiliki kreditor separatis dalam mengeksekusi

dan menjual lelang benda jaminan debitor pailit.

Buku ini membahas pelaksanaan hak kreditor separatis atas

benda jaminan debitor pailit. Terjadi inkonsistensi pengaturan internal
al:tara Pasal 55 ayat (L) dengan Pasal, 56 

^y^t 
(1) UU Kepailitan,

serta inkonsistensi eksternal antar^ UU Kepailitan dengan UU yang
mengatur hak jaminan (hipotik, hak tanggungan, gadai dan fidusia).
Lembaga peradilan juga memiliki persepsi yang berbeda terkait
hak kreditor separatis dalam kepailitan, sehingga semakin menimbul-
kan ketidakpastian hukum atas hak kreditor separatis terhadap benda
jaminan debitor pailit. Buku ini perlu dijadikan referensi oleh aka-
demisi dan praktisi hukum terkait upay^ mereformasi pengaturan
hak kreditor separatis dalam kepailitan debitor, sehingga dapat mem-
berif<an kepastian hukum dan menunjang iklim usaha yang lebih
aman dan kondusif.

Jakarta, 05 Juni 2016
Salam Editor,

Dr. Errnanto Fahamsyah, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tember
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PENDAHULUAN

!.1. I:itar Belakang Masalah

Pemberian utang atau kredit oleh kreditor dalam kedudukan-

nya sebagai orang perseorangan maupun badan hukum kepada
debitor, su dah lazim terladi dalam kehidup an masy ar akat. P ada iaman
sekarang ini jarang menemukan seorang pengusaha yang tidak
menggunakan fasilitas utang (pinjaman atau kredit) dalam bentuk
utang jangka pendek, jangka menengah mauPun utang iangka
panjang. Utang sudah mer'upakan faktor yang tidak dapat dipisahkan
dalam dunia ekonomi, bisnis dan perdagang n. Untuk memperoleh
pinjaman dari pan kreditor yang hanya dapat dilakukan apabila
perlindungan hukum bzgi para kreditor dalam hal debitor cidera
janji tidak melunasi utang tersebut pada waktwya dapat meng-
gunakan alternatif lain sebagai sumber pelunasan utang (pinjaman

atau kredit).

Perlindung an bagi kreditor sebagai antisipasi apabila tetny^t^
perusahaan debitor mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya

sehingga tidak mampu membayar utang-utangfiy^, rmaka kreditor
harus memperoleh kepastian bahwa hasil penjualan agunan atau

lvida Dewi Amrih Suci. S.H.. M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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hasil likuidasi atas harta kekayaan(asset) pemsahaan debitor rersebut
dengan rnelalui putusan pailit dari Pengadilan Niaga y^ng nantinyz
dapat digunakan sebagai sumber pelunasan alternatif. Tentunya dari
hasil penjualan agunan atau likuidasi harta kekayaan perusahaan
yang clinyatakan pailit dimungkinkan juga harta kekayaan penjamin
(gtrnnrantc;r 

^t^u 
borp sebagai pihak.ketiga dapat dipergunakan

untuk sumber pelunasan utang perusahaan (debitor). Sumber pe-
lunasan alternatif ini dalam dunia perbankan disebut second. uay
otrt.

Undang-undang kepailitan dibentuk untuk memberikan
perlindungan kepada para kreditor apablla debitor tidak membayar
Lrtang-utangny^, kreclitor diharapkan dapat rnemperoleh akses
terlraclap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit, hal
tersebut karena debitor tidak maltpu lagi membayar utang-utang-
nya. Namun perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang
Kepailitan bagi kepentingan kreditor ticlak boleh sampai rnerugikan
kepentingan debitor yang bersangkuran.

' Undang-undang Kepailitan yang baik haruslah berdasarkan
asas pemberian perlindungan yang seirnbang bagi pihak kreditor
naupun bagi debitor (perusahaan). Perlunya diberikan perlindungan
hukurn bagi kreditor karena kepentingan bagi debitor maupun kre-
ditor tidak berbeda, apabtla ditinjau keduanya sarna-sama mempunyai
stalee holder. Kreditor yang mempunyai piutang yang tidak clapat
ditagih akan membuat kreditor bangkrut. Kebangkruran kreditor
secara lebih lanjut dapat menimbulkan kerugian bagi para stake
bolder. Apabila stake bolder y^ng menderira kerugian rersebut
merupakan investor-investor penting, maka akan sangat berpenga-
ruh bagi kelangsungan dunia perekonomian di Indonesia. perlindu-
ngan bagi kreditor rnaupun debiror yang dinyatakan pailit tersebut
diatur dalarn Undang-Undang Norrlor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembay^ran Utang, sebagai
Hukum Material yang didalamnya terkandung Hukum Formil.

Dalam hukum jaminan telah dinyatakan bahwa kreditor
memplrnyai hak eksekutorial terhadap benda jarninan jika debitor
dinyatakan'wanprestasi. Beberapa ketentuan hukum jaminan yang

lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Bab l: Pendahuluan

lrrcngatur tentang eksekusi benda ianinan adalah sebagaimanayang

tcrc2rnturn dalam Undang-Undang Nomor 4Tahun 1996 tentang Hak
.f.anggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan

Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang FIak Tanggung-

an), sedangkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Vrp'

Tahun 1960 rnengatur tentang gadar pad^ t^nah pertanian. Adapun

jaminan atas benda benda tidak bergerak selain tanah tetap diatur

berdasarkan Pasal 1162 Bl07 yaitu tentang hipotik untuk kapal laut

dengan bobor 20 m3 (dua puluh netef kubik) atau lebih dan hipotik

atas pesawat terbang. Undang-Undang Nomor 42 Tafutn 7999

Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang-tTndang Fidusia)

mengatur jaminan atas benda bergerak dan benda ridak bergerak

tertentu yang dilakukan tanpa menguasai bendanya. Jacli, beberapa

peraturan perundang-undangan tersebut merupakan perlindungan

hukunr terhadap kreditor selaku pemegang iamrnan hak tanggungan,

hak gadai, hak hipotik ataupun hak jaminan fidusia. Sebagai contoh

perlindungan hukum pada hukum jaminan tersebut, kreditor juga

dapat mengeksekusi hak-hak debitor seolah-olah tidak terjadi

kepailitan jika clebitor dinyatakan pailit.

Selaniutnya pada lembaga laminan, selain hak untuk
nrengeksekusi benda jarninan apablla debitor wanprestasi, kreditor

juga rnendapatkan hak istimew^ y^ngdiberikan oleh undang-undang

yang disebut dengan hak separatis. Hak separatis tersebut diberikan

oleh hukurn (undang-undang) kepada kreditor pernegang hak jaminan

(hak tanggungan, hak gadai, hipotik dan fidusia) tidak tertnasuk

dalarn harta pailit. Hal tersebut sebagai perwujudan dari hak krbditor

pemegang hak jaminan untuk didahulukan dari para kreditor lainnya.

Hak separatis tersebut berlaku ketika debitor dinyatakan pailit

berdasarkan suatu putusan Pengadilan. Adanya hak jaminan dan

pengakuan hak separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-

sendi yang penting sekali dalam sistem perkreditan di suatu negara,

khususnya sistem kredit perbankanl. Pasal 55 ayat (1) Undang-

Unclang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan clan Penundaan

1M. Isnaeni, HukumJaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi, Hukum

Ekonomi, Agustus 1995.
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P embty aran Utang (selanjutnya disebut Undang-Uncla ng Kepailita n)
menyebutkan bahwa seorang kreditor pemegang hak jaminan tidak
terpengaruh oleh putusan pernyataan pailit. Ketentuan pasal 55
ayat (7), tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai hak kreditor
separatis sehingga selaras dengan ketentuan dalarn pasal 1134 BW
yang menyatakan: "gadai dan bipotile adalab lebib tinggi dari pada
bale istimewa kecuali dalam. bal-hal dintana oleb tntdangttndang
dit enn t ka n s eba li kny a". Maksudn y a sepanjane undang-undang tidak
mengatur pengecualian hak didahulukan sebagairnana dalam pasal

77J4 ayat (2) BIJf, maka pasal tersebut tetap berlaku.

Hak didahulukan juga diatur dalampasal2l Undang-Undang
Hak Tanggungan yang menyatakan: "apabilapentberi bak tangSytng-
an clinyatakan pailit, pentegang bale tangu.ngan tetap berunnang
nrelalett.kan segala hak yang d.iperotebrxya nrentt,nr,t ketenilun
tntdang-tt,ndang ini". Selanjutnya untuk jaminan fidusia hak
clidahulukan dari kreditor lain diatur dalam pasal 27 

^y^t 
(3) Undang-

Undang Fidusia yang menyatakan: " bak didafuilukan dari petrcritna
fidtlsia tidak bapu,s karenct adanya kepailitan dan. atau, lifuidasi
penrberi fidtrsia". Adanya hak jaminan dan pengakuan hak kreditor
separatis dalam proses kepailitan, merupakan suatu bentuk pemberian
perlindungan bagi kepentingan kreditor dan debitor secara aclil.

Senada dengan sebagaimanayang diatur oleh hukum jaminan
tentang hak yang didahulukan tersebut diatas, ternyata Undang-
Undang Nomor 37 Tal-t,s,n 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang juga mengaturnya. Sebagairnana
dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1); "setiap kreditor yang nrcnagang
bak tangu?tgntl, bak gadai atau bak agtnan atas kebqtdaan lainnya,
dapat nte ngeksekt sin ya b anya seolab -olab tidah tejadi leepailitan, .

Terhadap pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang kreditor
pemegang hak jaminan (Hak Tanggungan dan Fidusia) tidak
terpengaruh oleh putusan pailit oleh pengadilan.

Apabila hanya sepintas membaca ketentuan pasal 55 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun Z0O4 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, seolah-olah pasal tersebut
mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, terapi
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akan menjadi kecewa ketika mernbaca ketentuan Pasal 56 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailiran dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

"Hak ekseletri kreditor sebagaintana dimakstd. clalam pasal
55 a.yat (1) dan bak pibak ketiga u,nhr,k nrentnfitfi bartanya
yang berada dalant, penguasaa.n debitor pailit atau, krr,rator,
ditanguhkan unhtk jangka tuakn paling ktma 9O (Sembilan
pt.r.ltth) bari sejak tanggal pu.tusar? pernyataan pailit
diucapkan".

Dapat dipahami pasal tersebut di atas, hak eksekusi kreditor peme-
gang hak jaminan ditangguhkan untuk jangka wakru 90 (Sembilan
puluh) lrari sejak tanggal putusan petnyataan pailit diucapkan.
Namun, penangguhan terhadap hak eksekusi kreditor pemegang
hak jantinzn ternyata berlajut dalam Pasal 228 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, dalam pasal tersebut dinyatakanbah-
wa penundaan kewajiban pernbayaran utang adalah rnaksimurn 270
(dua ratus tujuh puluh) hari. Dari uraian-uraian pasal tersebut, maka
timbul norna yang inkonsisten terhadap ketentuan hukum dalarn
hukurn jaminan (Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-
Undang Fidusia) naupun antara pasal-pasal dalamhukum kepailitan
sendiri (Undang-Undang Kepailitan dalam pasal 55 ayat (I) dengan
Pasal 56 

^y^t 
(7) yang mengakibatkan kerancuan dalam penerapan

aturan tentang kecludukan dan kewenangan kreditor separatis.

Sebagai studi kasus dapat dilihat pacla putusan pengadilan
Nia ga J akarta pu sar, Nomor: 06 / p ailit/ I999lpN. Nlaga/Jkt. pst, tanggal
12 Februari 7999 dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan sebagai
berikut:

"Putl.tsan Mabkantab Agtr,ng RI, ta?xggal 4 Feunmri 1999,
Nomor: O7/I(N/1999, kreditor sqaratis yang tidak melepas-
kan baknya terlebib dabu.lu. sebagai hreditor separatis,
hlleanlab kreditor sebagaimanta dimaksu,d d,alam pasal 1 ayat
(t) Undang-Undang Nomor 4 Tabun lggS Tentang
K@ailitan".
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Jika ratia decidendi atau pertimb^ngan hukum dalam putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan penafsiran yang

kurang tepat, ntaka dapat berakibat timbulnya ketidakkonsistenan

serta kesesatan penalaran dalam putusan tersebut sehingga sangat

merugikan pihak pernohon pailit atau kreditor' Akibat tidak kon-

sistennya ketentuan pasal-pasal dala,m'Undang-Undang Kepailitan

khususnya yang mengatur tentang hak kreditor separatis menimbul-

kan ketidakseirrfuangan kepentingan kreditor separatis pemegang

hak jaminan sebagairnana telah diatur dalam Pasal2l Undang-Undang

Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Fidusia

serta diatur pula dalam Pasal 55 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan,

terlebil-r lagi jika dtbaca dan dipahami ketentuan pasal' 56 ayat (1)

Undang-Undang Kepailitan.

Atas dasar pernikiran dan pertimbangan tersebut, melalui buku
ini, penulis hendak mengkaji dan menganalisis kedudukan hak

kreditor separatis selaku pemegang hak jaminan sesuai ketentuan

Pasal 21, Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 27 ayat (3)

Uhdang-Undang Fidusia serta Pasal 56 ay^t (7) Undang-Undang

Kepailitan. Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa problema-

tika hukum yang harus dijawab terkait pemaknaan dan pelaksanaan

hak kreditur separatis dalam mengeksekusi benda jarninan milik
debitur pailit. Buku ini membahas beberapa Permasalahan dan isu

hukum, yaitu: Pertama, perbedaan pemaknaan tentang "hak kreditor
separatis" sebagaimanayangdiatur dalam hukum jaminan dan hukurn

kepailitan bila ditinjau dari kedudukan dan kewen^ngafi kreditor
separatis untuk rnelaksanakan haknya manakala debitor dinyatakan
pailit berclasarkan putusan pengadilan. Kedua" Pengaturan mengenai

penangguhan eksekusi atas benda jaminan oleh kreditor separatis

dalam Undang-undang Kepailitan yang bertentangan dengan prinsip
preferensi dalarn hukum jarninan. Ketiga, ratio decidendi dalarn

beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang hak kreclitor

separatis terhadap benda jaminan jika debitor dinyatakan pailit.
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1.2. Metode Penulisan

Penulisan buku ini rnenclasarkan pada hasil penelitian yang
telah clilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian ilmiah
nenurut kaidatr dantahapanya.ng berlaku dalam penelitian hukum.
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalarn pengembangan
ilmu pengetahuan clan tehnologi. Penelitian memiliki tujuan unruk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan kon-
sisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian hukum berbeda dengan
penelitian sosial, karena hukum tidak termasuk kategori ilmu sosial.
Ilmu hukum adalah xti generi9 

^rtiny^ 
hukum merupakan ilmu yang

mempunyai jenis sendiri (stur.nt: sendiri; genust sendiri) dalam arti
bahwa ihnu hukum tidak clapat dikelornpokkan dalam salah saru
cabang dari pohon ilmu (Ilmu Pengetahuan Alam, Ihnu Pengetahuan
Sosial dan Humaniora). Sebagaimana penclapat Hadjon, yang
menyatakam ada 4 (empat) hal yang menggambarkan hakekat ihnu
hukunr sebagai ilmu xt,i generis, disebabkan karena: Karakter Normatif
Ilmu Hukum: Terminologi Ilmu Hukum; Jenis Ilmu Hukum dan
Lapisan Ilnu Hukum.r Hal tersebut sesuai pula clengan apa yang
dikernukakan oleh Meuwissen "tidaklah tepat mengklasifikasikan
ilmu hukun-r ke dalam ihnu sosial maupun hurnaniora".

Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menganut pan-
dangan Meuwissen tentang ilmu hukum.a Meskipun Meuwissen
membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilnu hukum empiris,
Meuwissen menetapkan ilnu hukum dogrnatik sebagai sesuatu yang
bersifat x.t,i generis artinya tidak ada bentuk ilmu lain yang dapat
clibandingkan dengan ilmu hukum.t Lebih lanjut Meuwissen
menyatakan bahwa ilmu hukum dogrnatik yang nempunyai posisi
sentral dalam pendidikan universitas.6 Menurut buku peter Mahmud

'?Philipus M. Hadjon, Tatik Sli Djatmiati, Argumenrasi Hukum, GajahMada
University Press, Yogyakarta 2005, hal. I

r Philipus M. Hadjon, Ilmu Hukum Sebagai Ilmu Sui Generis, Makalah
Pelatihan Hukum, Fakultas Hukurr Universitas Aillangga, 2005.

{ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana prenada Media
Group, Jakarra 2008, Hal. 34

5 Peter Mahmud Marzuki, ibid, Hal. 35
6 lbid., \al. 35
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Marzuki memang tidak dapat disangkal bahwa ihnu hukum bukan
bagian dari ilmu sosial maupun humaniora, melainkan ilmu ter-
sendiri.T Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalarn buku
Peter Mahmud Marzuki, terdapat 3 ftiga) tingkatan ilmu hukum yaitu
dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.s lni berarti bahwa
kedudukan sui generis tersebut berlaku untuk ketiga tingkatan itu.e

Karena itu pula metode penelitiannya pun berbeda dengan metode
penelitian ilmu sosial pada umumnya. Diharapkan dari disiplin dan
kerangka kerja yang demikian diperoleh hasil'analisa hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dengan tingkat akurasi
kebenaran yang maksimal.

l.z.l.TipePenelitian
Tipe penelitian ini tergolong yuridis normatif, dengan pe-

ngertian agar penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan
menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok
permasalahan.l0 Tipe penelitian yang bersifat nornatif dalam bentuk
mengkaji dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan ataupun
hukum positif secara instrinsik berikut menelaah secara konsisten
terhadapa hukum positif ditopang dengan kajian substansif atas materi
guna menjawab isu hukum yang ada.

1.2.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan buku ini ada 4
(enrpat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (stah t,te

approacb), pendekatan konseptual (concephral approacb),
pendekatan historis berlakunya peraturan perundang-undangan
(recbts historische, bistorical approacb) dan pendekatan kasus (case

approa c h) . Pendekatan perundang-upda ngan (st atu te appro ac b) dr-
lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan semua re-

1 lbid., hal. 35
I tuid., hal. 35
e lbid., hal. 35
10 Ni. Singarimbun dan S. Efendi, (Ed)., Metode Penelitian Survey, LP3ES,

Jakana 1984, hal. 4-14
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gulasi yang bersangkutan dengan isu hukurn yang hendak dijawab.
Hal ini dilakukan untuk menggali konsistensi dan kesesuaian diantara
Peraturan Perundang-undangan termasuk antara Undang-Undang
Dasar, 

^nt^ta 
regulasi hukum dengan berbagai Peraturan Perundang-

undangan.ll

Pendekatan konseptual (concepntal approach) adalah pen-
dekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran ter-
hadap pandangan -pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang
dalam ilmu hukum yang bersumber dari pendapat para ahli atupun
perundang-undangan. Pada gilirannya akan ditemukan ide-ide yang
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep'konsep hukum
dan asas-asas hukum yangrelevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan historis berlakunya Peraturan Perundang-undangan
(rechts historiscbe, bistorical approacb) yaitu pendekaran yang
dilakukan dengan menelaah perkembangan peraturan hukum yang
berlaku dikaitkan dengan isu hukum dalam penulisan ini. Penclekatan
kasus (case approacb) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan
menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum, kajian
pokok dalarn pendekatan ini adalah penalaran hukum yang
nrendasarinya (ratio decidendi) atau reasoning dalarn peftimbangan
hukurn (ratio decidendi) Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
sampai pada putusanya atau putusan Pengadilan Niaga yang telah
berkekuatan hukum tetap (htkracht uan gewiisde).

Diharapkan dengan 4 (empat) macarn penclekatan tersebut
akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukun-r clalam
penulisan buku ini menyangkut konsistensi hukum dan asas-asas
netralitas dalam konteks pemaknaan kreditor separatis, yang pada
gilirannya melahirkan preskripsi yang kontributif dalam rangka
nrelakukan revisi atau penyempurnaan dalam menciptakan produk
hukum baru.

rr Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta 2005,
hal. 93
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1.2.3. Sumber Bahan Hukum

Terdapat 2 (dua) sumber bahan hukum yang digunakan da-
lam penulisan buku ini, yaitu sumber bahan hukum primer dan
sumber bahan hukum sekunder. Pertama, sumber bahan hukum
primer adalah bahan hukum yang bersifat atftoritatif artinya me-
miliki otoritas yang terdiri atas Peraturin Perundang-undangan atau
putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang dimasudkan
adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasalah^ny^ng dibahas dalam buku ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdara (B.\f).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentanq perbankan

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentanq Hak Tang-
gungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah.

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan
Fidusia.

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pemb^yaran Utang.

Adapun bahan hukum yang menunjang bagi praktek hukurn
diambil dari beberapa Yurisprudensi MARI dan putusan pengadilan
Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht uan
geuijsde), yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: O2/pWN/t999 tanggal
6 April 7999.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 7I/PWN/7999, Juli. 7999.

3. Putusan Mahkarnah Agung RI Nomor: 14/K/N/2004, tanggal
10 Agustus 2004.

4. Putusan Pengadilan NiagaJakarta pusar Nomor: 29/pailit/7999/
PN-Niaga/Jkt.Pst, tanggal 2 }uni 7999.

Bab l: Pendahuluan

Kedua, sumber bahan hukum sekunder adalah semua publi_
liusi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen
lcsrri, sepefii buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, arlikel dan
nrakalah tentang hukum sefta komentar atau annotasi atas putusan
pengadilan,l2 termasuk pula di dalamnya adalahsunrber bahanhukun
<lalam bentuk publikasi dengan menggunakan media internet yang
berkaitan dengan materi yang dibahas dalam buku ini.

l.2.4.Analisis Bahan

Analisis yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah
metode induktif yakni memahami fakta-fakta atav gejal^ kemudian
diabstraksikan dan dicari prinsip-prinsip ataupun teori-teori yang
berhubungan dengan isu hukumyangada. Berikutnya analisis dengan
metode deduktif berpijak dari peraturunyang bersifat umum untuk
clijadikan pisau analisisnya. Narnun sebelum dianalisis tentunya perlu
dilakukan langkah-langkah sebagai berikur:

1. Mengidentifikasi fakta hukum.

2. Mengeliminir hal-hal yang tidak relevan unruk menetapkan
isu hukum yang hendak dipecahkan.

3. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non
hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi
dengan permasalahan.

4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan y^ng telah dikumpulkan.

5. Menarik suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang
menjawab isu hukum.

6. Langkah yang terakhir yairu memberikan perskriptif
berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam
kesimpulan.

Adapun tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah unruk
menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang dibahas dengan pisau
analisis melalui penggunaan metode, logika hukum, asas-asas hukum,

t2 lbid., hal. 14I-t63
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teori hukum, penafsiran hukum dan argumentasi hukum. Jawaban
atas hasil analisis tersebut kemudian disaiikan dalam bentuk
kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut diberikan rekomendasi
ata.u s tan untuk melakukan revisi atau perubahan atau langkah dan
tindakan lanjutan apabila masih terdapatproblematika terkait dengan
pemaknaan dan pelaksanaan hak kreditor separatis dalam kepailitan.

PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN KEBENDAAN SEBAGAI

PERLINDUNGAN KREDITOR

2.1. Pe4arlrJian Kredit Sebagai perianiia4 Obligatoir

Perianiian kredit merupakan perjaniian yang dibuar secara
khusus baik oleh bank selaku kreditor maupun nasabah (debitor),
rnaksudnya perjanjian kredit merupakan perjanjian obligatoir.r pada
asany^ janji menimbulkan perikaran.2 Eksistensi perlaniian sebagai
salah satu sumber perikatan, sekalipun Buku III B.rV mengatur
tentang "Perikatan", tetapi tidak satu pasal pun yang menguraikan

^p y^ng dinamakan dengan perikatan. Demikian pula code civil
Prancis maupun B.\7 Belanda yang merupakan konkordansi ber-
lakunya B.\7 di Indonesia tidak juga menjelaskan hal rersebur.

I M. Isnaeni, loc cit, hal. 9
2 J. Satrio, Hukum perikatan, perikatan yang Lahir dari perjanjian, Citra

Adirya Rhakti, Bandung 2eO1,,hal.7
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Menurut sejarahnya " uerbintenil' berasal dari perkataan Prancis
"obligation" yang terdapat pada code ciuilPrancis, yang selanjutnya
merupakan pula terjemahan dari perkataan "obligation" yangterdapat
dalam Hukum Romawi Corpu.s hr,ris Ciuilis, dimana penjelasannya
terdapat dalam Institutiones Justianu,s.3

D alam perkemban ganny 
^ 

pengertian perikatan tersebut, telah
mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofman.a
Perikatan adalah suatu hubungan hukum anrara sejumlah terbatas
subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atatbeberapa
orang dari padanya (debitor at^! para debitor) mengikatkan dirinya
untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang
berhak atas sikap yang demikian itu. Menurut Pitlot, perikatan adalah
suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua
orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor)
dan pihak lain berkewajiban (debitor) atas sesuatu prestasi.6 Dari
pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa suatu perikatan,
tergantung dari pada jenis perjanjianyang diadakan oleh para pihak
tersebut.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa meskipun B.\7. tidak
memberikan rumusan, definisi maupun arti istilah "Perikatan", namun
diawali dengan ketentuan Pasal t233 B.'$/ menyebutkan bahwa:
"tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perlanjian baik karena
undang-undang". Ketentuan tersebut dipertegas oleh rumusan
ketentuan Pasal7373 B.rJ7. yang menyatakan bahwa: "suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan
diri terhadap satu orang atau lebih'. Dengan demikian jelaslah bahwa
suatu perjanjian melahirkan perikatan.

3 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung 1987,
'hal.2

{ L.C. Hofman, Het Nederland Verbintenissenrecht, eerste gedeelte u?olters-
Noordhoff, NV Griningen, 7986, hal. 3

5 A. Pido, Het Verbintenissenrecht naar he Nederlands Burgerlijk Vetboek,
H.D Tieenk & Zoon NV harlem, 1.952, hal 2 dalam R Seriawan, Pokok-Pokok
Hukum Perikatan Bandung, Bina Cipta 1987, hal. 2

6 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1987,
hal.2
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Sebagaiman^ yang telah disebutkan dalam Pasal 1233 B.W
yang merumuskan bahwa B.'$7 hendak menyatakan diluar perjaniian
clan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada

perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan
lrukum harta kekayaan, berafti perjanjian juga akan melahirkan hak
clan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-
pihak yang membuat perjanjian. Maksudnya pembuat perjanjian atau

pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan
diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak
berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak
terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan

^t^! 
tanggungan berupa harta kekay^ n y^ng dimiliki dan akan

dimiliki oleh pihak yang membuat perjanji^n 
^t^\ 

yang telah meng-
ikatkan diri tersebut. Sifat sukarela perjanjian harus lahir dari kehendak
dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang
membuat perjanjian.T

Hubungan hukum yanglahir dimaksudkan, adalah hubungan
hukum di bidang hukum harta kekayaan. Rumusan tersebut mem-
berikan arti bahwa dalam setiap perikatan terlibat dua macam hal.
Pertama, menunjuk pada keadaan wajib yang harus dipenuhi oleh
pihak yang berkewajiban. Kedua, berhubungan dengan pemenuhan
kewajiban tersebut, yang dijamin dengan hata kekayaanpihakyang
berkewajiban tersebut. Dalzm persepektif ini, maka setiap hubungan
hukum yang tidak membawa pengaruh terhadap pemenuhan ke-
wajiban yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban
tidaklah masuk dalam pengertian dan ruang lingkup batasan hukum
perikatan. Sebagai contoh, kewajiban orang tua untuk mengurus
anaknya bukanlah kewajiban dalam pengertian perikatan.

Selanjutnya pernyata n "dalam lapangan harta kekayaan",
dimaksudkan untuk membatasi bahwa perlanjian yang dimaksu dkan
disini adalah perjanjian yang berkaitan dengan harta kekayaan
seseorang sebagaimana dijamin dengan ketentuan Pasal 1L31 B.V.
menyatakan sebagai berikut: "segala kebendaan pihak yang berhutang

7 Kartini Muljadi, Gunawan Ylidjaja, Perikatan Yang lahir Dari Perjaniian,
Rajawali Pers; Jakarta, 2003, hal. 2

lvid: I)awi Amrih Srrri S l-{ - M l{ r Prof. Dr- Herowati Poesoko- S.H-. M.H.



HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit

(debitor), baik yang bergerak maupun y^ng tidak bergerak, baik
yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan". Ketentuan Pasal

1131 B.\f ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang
lahir dari undang-undang. Perlindungan yang diberikan oleh undang-
undang bagi semua kreditor dalam kedudukan yang sama. Setiap
kreditor menikmati hak jaminan umum sepefii itu, pemahaman Pasal

1131 B.\7 tercermin asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai
berikut:

^. seorang kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian
dari harta kekayaan debitor;

b. setiap bagian kekayaan debitor dapat dijual guna pelunasan
tagihan kreditor; dan

c. hak taguhan kreditor hanya dijamin dengan hartabenda debitor
saja, tidak dengan "persoon debitor".8

Pada asasnya setiap orang bertanggung jasrab terhadap utangnya,
ranggung jaurab mana berupa menyediakan kekayaanrry^ baik benda
bergerak maupun tetap jika perlu dijual untuk melunasi hutang-
hutangnya (asas Sbctr.ld dan Haftung). Menurut Mariam Darus
Badrulzaman asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan
di dalam Hukum Perikatan, dimana setiap orang yang memberikan
hutang kepada seseorang percaya bahwa debitor akan memenuhi
prestasinya dikemudian hari. Setiap orang wajib memenuhi janjinya
merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuat-
kan sebagai norma hukum.e Sehubungan posisi perjanjian kredit
sebagaiman^yangdimaksud dalam Pasal 1.131 B.V. hanyalah sebagai
jaminan umum yang hak kreditor bentuk prestasinya sebagai
kewajiban debitor dalam menyerahkan pengembalian uang berserta
bunganya kepada kreditor, masih menunggu realisasinya dikemudian
hari sesuai waktu yang disepakati. Seandainya debitor tidak
memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, maka posisi kreditor
menjadi rawan akan kerugian yang diderita. Terlebih lagi perjanjian

8 
3. Satrio, op cit., hal. 4-5

e Mariam Darus Badnrlz m n, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional"
Alumni Bandung 1997, hal. 85

l6 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

kredit hanya sebagai suatu perikatan yang hanya melahirkan hak

perseorang an, y^ngsifat relatif dan kedudukan kreditor sekedar sebagai

kreditor konkuren.

Sarana per lindung an bagi para kreditor juga ditentu kan cliclalarn

pasa|1L32 B.\7. menyebutkan bahwa benda tersebut rnenjadi jaminan

bersama-sama bagi semua orang yang lnenguntungkan padanya;

pendapatan penjualan benda-bencla itu dibagi-bagi menurut kese-

imbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang rnasing-rnasing,

kecuali apabila di antara para pihak yang berpiutang itu ada alasan

yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini rnenrpakan jaminan umurn

yang timbul clari undang-undang yang berlaku ulnum bagi sernua

kreditor, sifat umum dari hak jaminan diartikan ticlak ada perbedaan

atau prioritas bagi kreditor tertentu bedaku as s paritils creditortr,rtt,

dirnana pentbayaran atau pelunasan hutang kepada para kreclitor

clilakukan secara berirnbang. Maksudnya clalam hal seorang debitor

rnenrpunyai beberapa kreditor, nraka keduclukan para kreclitor ini

adalahsama, nanun jrkakekayaan debitor tidak rnalrpu untuk diper-

gunakan nelunasi hutang debitor dengan senlpurna, ruaka para kre-

clitor ini dlbayar berclasarkan asas keseillban gan, yang masing-

masing mernperoleh piutangnya seitnbang dengan piutang kreditor

lain (asas non-pondgeunis).

Adapun yang dirnaksud dengan perkecualian clalatn Pasal

1. t 32 B.W adalah bahwa u'ndan g-undan g meng adakan penyi mpan gan

terhadap asas keseinbangan ini, jika ada perian|tan atau jika undang-

undang menentukan lain. Penyirnpangan terjadi tnelalui perjanjian

jlka ada perjanjian jaminan kebendaan, sedangkan penyimp^ngan

karena undang-unclang dinam akan p4uilege yang hanya nempakan

hak untuk lebih nendahulukan dalarn pelunaq4n/pembayaran
piutang, tetapi priuilege itu bukan merupakan hak kebendaan.

Sehubungan jaminan umum yang tertera clalam Pasal 1131

B.W ada kelemzrhannya, selnisal debitor ciclera ianii dan tidak merne-

nuhi pernbayaran kemb,ali jaminannya, kemudian atas permintaan

para kreditor kepacla yang berwenang untuk menjual lblang harta

benda debitor, ternyata hasil lelang tak mencukupi untuk menbayar

kembali iumlah pinjamannya kepada kreditor, karena banvaknvas
:!

{
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kreditor yang memperebutkan hasil lelang, hal tersebut tentunya
s^ng t merugikan kepada kreditor. Posisi kreditor dalam perjanjian
yang bersifat umum tersebut hanya menduduki sebagai kreditor
konkruen yang tidak memiliki preferensi, sehingga apablla debitor
cidera janji, para kreclitor akan bersaing satu sama lain untuk rnemper-
oleh pemb^yarun dari lelang hasil hana benda debitor. Untuk me-
ngatasi persaingan tersebut, maka dalam B.\7 pun terdapatketentuan
yang memungkinkan adanya kreditor yang mendapathak didahulu-
kan daripada kreditor-kreditor lainnya.

2.2. Peryaniian Jarnilal Kebendaan Sebag ai Peqaniian
Assesoir

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang
debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin ke-
wajlbannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini di berikan
untuk kepentingan kreditor guna menjamin dananya melalui suatu
perikatan khusus yang bersifat assesoir dari perjanjian pokok
(peqanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitor dengan kreditor.lo
Apabila didefinisikan yang dimaksud dengan perjaniian jaminan
khusus, adalah perjanjian yang dibuat oleh kreditor atau bank dengan
debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janjiyangmengikatkan
benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan ruiuan
memberikan pelaksanaan perjanjian pokok.lt Penyebutan jaminan
yang diikat dengan benda tertentu yang diperjanjikan antar^ kreditor
dengan debitor dan ata:u pihak ketiga, dapat dipahami sebagai
konsekuensi logis atas pembagian benda yakni benda bergerak dan
tidak bergerak.

Gerald G. Thainl2 memberikan pengertian perjanjian jaminan
(sec t red tra n sac t ion) ;

r0 Mariam Darus Badrulzaman, op cit., hal. 72

'r Djuhaendah Hasan, op cit., hal. 236
t2 Gerald G Thain, A Basic Outline of The Law of Secured Transaction,

Artikel dalam: Seri dasar Hukum ekonomi 4 - Hukum Jaminan Indonesia, Penerbit
Proyek Elips, Jakarta 1998. Hal. 153

l8 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko. S.H.. M.H. lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Bab ll: Perjanjian Kredit dengan lqnllg4qlqlatan sebagai Perlindungan Kreditor

" As an arrangentent in utbich a party, eitber an indiuidtml or
a btniness organization n'mkes alone, orgiues credit, to another
party utitb the expaction that tbe loan will be repaid utitlt
appropri.ate interest and tbat, if tbe ternt of tbe loan transaction
are not ntet, the secu.red party tbe party to uthont the obligation'
is outed tuill be able to assert rigbts in collateral'

(Perjanjian jaminan adalah suatu kesepakatan dimana suatu
pihak baik sebagai individu/pribadi atau sebagai badan usaha
(organisasi bisnis), memberikan pinjaman atau kredit kepacla

pihak laindengan harapan bahwa pinjaman tersebut akan
clibayar kembali dengan bunga yang sesuai dan jika syar^t-
syarat dalam transaksi pemberian kredit (hutang) tersebut
tidak dipenuhi, maka pihak terjamin (kreditor) pihak yang
kepada siapa kewajiban harus dipenuhi akan dapat menuntut
haknya atas barang jaminan).

Pengertian perjanjian jaminan oleh Thain tersebut masih me-

rupakan perlanjian yang bersifat umum, karena tidak menentukan
benda atau ttarang tertentu sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.

Pada bagian lain Thain mengatakan bahwa: 13

"A seatred transaction is a nmtter in uhicb there is a loan in
uil.ticb tbe Creditor/Seu,red Party is giuen rigbts in collateral
tbat sectr,res tbe loan and tbere rigbts can be enfurced in tbe
euent tbe loan is not repaid according to its term.If tbe loan is
repaid accord,ing to its ternx, thert tbe Sectred Party's ability
to claint, an interest in tbe collateral is extirtgttisbed'

(Perjanjian jaminan adalah suatu kondisi yang mana terdapat
suatu pinjaman dimana Kreditor/Pihak Terjamin memperoleh
hak-hak atas barang jaminan yang akan menjamin hutang
tersebut dan hak-l'rak ini dapat dipaksakan berlakunya apa-
bila hutang tersebut tidak dibayar kembali sesuai dengan
yang cliperjanjikan, jika hutang sudah dlbayar kembali sesuai

perjanjian, maka kemampuan kreditor untuk mengajukan tun-
tutan atas kepentingannya terhadap jaminan menjadi hapus).

'3 Gerald G Thain. ibid.. hal 753
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Penafsiran Thain ap^bila perjar\ianjaminan dibuat rnemberikan
konsepnya bahwa hak atas barangjarninan tetap dirniliki oleh debitor,
sedang kreditor hanya merniliki hak jaminan atas harta kekayaan
clebitor berdasarkan peqanjian jaminan yang dibuat be rsama. Kreclitor
berhak nrenjual banng-barang jaminan rersebur jika debitor mengalami
kegagalan (defau.lt) dalam pembayaran hutang-hutang dan bunganya
kepada kreditor.la Bahkan hak-hak yahg diperoleh kreditor tersebut
dapat dipaksakan.

selanjutnya mengenai pengertian barangjaminan (collateraD
Thain mengatakan:l5

"collateral is something of uafue tbat tbe Debitor bas inchdecl
in tbe transaction in order to secure debt. witbottt tbe
inuoluement of collateral, tbere toould sintpty tbe be a contract
for loan or debt and an obligation to repay it'
(Barang jaminan adalah sesuatu yang mempunyai nilai clari
debitor yang disertakan dalam perjanjian, dalam rangka untuk
menjamin hutangnya. Tanpa disertai barang jaminan, maka
yang akan terjadi semata-nata hanyalah suatu kontrak atas
hutang 

^tau 
atas piutang dan suatu kewajiban untuk

memenuhinya).

Menjaminkan suatu benda berarti nelepaskan sebagian ke-
kuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut
adalah kekuasaan dalam rangka untuk menjamin hurangnya. Seclang-
kan pengertianbarang jaminan menurut Thain, tidak membedakan
antara benda tetap clan benda bergerak, melainkan barang clebitor
yang mempunyai nilai ekonornis. Adapun dalam perjanjian jarninan
sebagaiman a yang dimaksudkan oleh Thain, memberikan persyararan
yang harus ada dalam perlanjian ja'rinan sehingga dapat dipahami
pahwa diclalamnya terkandung unsur-unsur ant^ralain: adanya suatu
hutang; seorang debitor; seorang kreditoryang menjacri pihak terianin;
hartakekayaan menjadi jaminan (barangjaminan) dan suaru perjanjian

ta lbid., hal.
t5 lbid., hal.

yang menjamin bahwa kreditor akan memiliki kepentingan atas

jarninan pada barang jaminan.

Sedangkan persyaratan dalam perianjian jaminan, dimaksud-

kan apabila debitor tidak dapat memenuhi syant-syatat dalam per-

ianjian, maka kreditor akan tetap tedamin, yaitu kreditor akan mem-
punyai hak untuk menguasai barangjaminan dan menetapkan barang
jamian sebagai suatu pemb^y^r^n atas hutang-hutang debitor. Apabila
dicermati, maka kegunaan dari barang-barang iaminan itu adalah:

' 
^. untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk

mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan ter-
sebut bilamana nasabah bercidera janji; yaitu tidak membayar
kembali hutangnya pada waktunya yang telah ditetapkan
perjanjian.

b. memberikan dorongan kepada debitor agar:

1). Betul-betul menjalankan usaha/proyekny^ y^ng dibiayai
dengan kredit bank, karena kalau hal tersebut diabaikannya
resikonya adalah hak milikny^ y^ng dijaminkannya akan
hilang;

2). Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang ter-
cantum dalam perjanjian kredit.to

Dalam praktek perbankan peqaniian iaminan dikonstruksi-
kan sebagat!'erjanjiai yang bersif^t accessoir dari suatu perjanjian
pokok yang berupa per'lanjian kredit. Menurut Undang-Llndang Nomor

7 Tahun 7992, tentang Perbankan y^ng dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang
Perbankan, memberikan rumusan mengenai pengertian kredit. Kreclit

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjarn meminjam antara

Bank dengan pihak lainyangmewajibkan meminjam untuk melunasi
hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, im-
balan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 butir 72). Dari
pengertian kredj! tersebut, maka elemen-elemen kredit adalah:

16 H.A Chalik-Marhainis Abdul Hay, Beberapa Segi Httkum di Bidang
Perhreditan, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN

Veteran, Jakarta 7982, hal. 67

lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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mengembalikan
agi Bank Syariah
disertai imbalan

atav adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.rT
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1. Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang;
2' Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus rerjadi didunia

perbankan;

3. Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan clari
perjanjian kreclit;

n Kreditor

rrrcrnberikan kredit tanpajaninan. Hal itu dilakukan untuk menjamin
kcanranan agar terhindar dari resiko kehilangan dana yang telah
<lisalurkan, yang disebabkan oleh debitor tidak menbayar utangnya.
()lelr karena itu dengan adanya jaminan dalam usaha perbankan
rrrerupakan salah satu vp ya agar pinjam n yang diberikan kepada
<lebitor dibayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah
<liperjanjikan dengan mendapatkan hasil berupa laba dari usaha

tersebut, serta diharapkan sebagai pengaman dan pendukung pe-
nyaluran kredit bank, terlebih lagi secara yr.rridis diharapkan adanya
kepastian hukum akan hutang dilunasi oleh debitor, sebab kepastian
lrukum sebagai salah satu sendi utama dari aturan perundangan di
samping aspek keadilan dan aspek manfaat, yang nremiliki kaitan
erat dengan pelaku ekonomi, bahkan sebagai acuan baginya yang
sering kali menggunakan jasa hukum dalam berbagar transaksinya.

Perjanjian jarninan merupakan perjanjian yang bersifat tambah-
an at^u ikutan (accessoir). Artinya keberadaan perjanjian jaminan
ticlak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jan-inan
yang tirnbul karena adanya perjanjian pokok. Perjanjian jaminan
rnengabdi kepada perjanjian pokok dan memberikan kedudukan
kuat dan 

^mar'bagipara 
kreditor. Perjanjian pokok yang mendahului

lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit,
perjanjian pinjam meminjam atalu perjanjian utang piutang. Berkaitan
dengan slfat accessoirdari pelanjian jaminan, A.S v Nierop nengata-
kan bahwa t^npa ada hak tagih maka tidak ada hak jaminan. Per-

alilran hak jarninan, apablla perjanjian pokoknya beralih, tidak perlu
clipenuhi syarat peralihan pada umumnya seperti yang ditentukan
dalam undang-undang.le Senada dengan Nierop, Pitlo juga mengata-
kan bahwa hak jaminan tidak dapat dipindah tangankan tersendiri
terlepas dari perjanjian pokoknya.2o Jadi suatu perjanjian jaminan
tidak mungkin ada apabila tidak ada perjanjian pokoknya, karena
perlanjian jaminan tidak dapat berdiri sendiri.

re A.S. v Neirop, Hipotikrecbt, Tjeenk \I/illink, Zwolle, 1937,hal.27

'?o A. Pitlo, Het ZakenrecbtNaar Het Nederlands Btrgerlijk \Vetboek,. Tieenk
Willink & Zoon, Harleem, 1949,ha|.463

i7 sutarno, Aspek-Aspek Hukunt' perkreditan pada Bank, Arfabeta,Barrdung
2003, hal. 95-96

r8 Sutarno, Ibid., hal. 97
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Kredit dengan Jaminan Kebendaan sebagai

Adanya perjanjian obligatoir antaradebitor cran kreclitor maka
kegunaan perjanjian adalah untuk mengamankan kreclito r manakara

Berkaitan dengan perjanjian jaminan telah acla putusan

,r Diuhaendah Hasan II, op cit., ltal. 23G
22 purusan MA Nomor g60 t</pdt/1997, tanggal29 Seprember

Varia Peradilan Th XV Nomor 777, Juni 2OOO, hal. It_23
2-r Steven Emanuel, 1993, property, Emanuel I^aw Outlines,Edition 1865 palmer Aveneu-Larch-orrt, N"* york, hal. 332. Lihar

Kefu ntan Eksefu fiorial Serttfika! Hak Tangguttgan,Diserrasi, program
Hukum Universiras Airlangga, Surabaya, 1OOSlnil. $.

The ntortgage folloux tbe debt, so tbat sale of the note restr'lt in
a au.tontatic transfer of tbe rnortgagd'

(Penjamin adalah sebentuk pengalihan hak, dengan kondisi
ap^bil^si terjamin telah membayar siberpiutang sesuai dengan

kewajibdn tertulisnya, maka pengalihan haknya secara otomais

menjadi nihil. Penjamin ini mengikuti utangnya, sehingga jika

piutangnya diperjual belikan, maka otomatis hak Pertang-
gungannya juga beralih kepihak yang mendapatkan peng-
alihan hak tagih).

Menurut penulis, penjaminan merupakan pengalihan hak atas

benda jaminan dari debitor ke kreditor hanya sementara sepanjang

piutang kreditor belum lunas. Apabila piutang tersebut lunas, maka

posisi hak tersebut kembali kepada debitor, namun sebaliknya apabrla

clebitor wanprestasi, kreditor diberi hak untuk menjual benda jaminan

itu guna pelunasan hutang debitor.

Adapun benda yang dapat menjadi obyek perjanjian jaminan

adalahbenda dalam perdagangan, sedangkan benda cliluar perdagang-

an tidak dapat menjadi obyek perianiian jaminan. Benda dalam

perdagangan itu dapat berupa tanah dan benda bukan tanah baik

yang tetap maupun yang bergerak. Mengingat fungsi jeminan secara

yrridis adalahadanya kepastian hukum bagi pelunasan hutang debitor

atau pelaksarraan suatu prestasi, maka jelas sekali benda yang dapat

dijaminkan itu harus dapat diuangkan, karena jaminan kebendaan

merupakan tindakan preverentif clalarn pengamanan kredit, maka

tidak mungkin menjaminkan sesuatu yang tidak dapat dicairkan atau

diuangkan.2a Oleh karena bendayang dijaminkan harus dapat
dialihkan dan mempunyai nilai ekonomis.

Selanjutnya apabila para pihak sepakat bahwa pinjaman itu
dijamin dengan hak atas tanah, berarti mereka harus mengadakan
perjanjian jaminan untuk membebani hak atas tanah dengan Hak

Tangungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996, maksudnya hak jaminan tersebut diberikan untuk
menjamin suatu hutang tertentu.

'z4 Djuhaendah Hasan ll, op cit., \al. 294
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Doktor Ilmu
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Penegasan perj^njian pemberian Hak Tanggungan nerupakan
suatu perjanjian yang bersifat accessoir secara lengkap diatur- clalam
Penjelasan Umum Undang-Unclang Nomor 4 Tal-iun 1996 butir g
disebutkan:

piutang yang dijaminnya menjadi hapus,,.2t

Keciuclukan perjanjian penjaminan yang crikonsrruksikan sebagai
perjanjian accessoir itu rnenjamin kuatnya le'rbaga jaminan tersebut
bagi keamanan pemberian kredit oleh kreclitor. Konsekuensi
p e rjanjran ya ng bersifa t a c c ess o i r seba ga iman a y ang climaksud da larn
Penjelasan Umum butir B uuHT mempunyai akibat-akibat hukurn
yakni:

1. Adanya rergantung pada perjanjian pokok;
2. ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;
3. hapusnya rerganrung pacla perjanjian pokok;

:ir$ nrenjamin suaru hurang rerrenru.,Untuk itulah perlanjian jaminan
tidak dapat berdiri sencliri melainkan selalu clikairkan dengan
perjanjian pokok (biasanya berupa hurang_piutang).

Selengkapnya lihat penjelasan Umurn Undang_Undang Nomor 4/ 1996butir 8 tenEng Hak Tanggungan

Bab ll: Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kebendaan sebagai Perlindungan Kreditor

Slfat accessoir dari Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan
clzrlam Penjelasan Umum butir 8 UUHT tersebut kemudian dijabarkan
clalam Pasal 10 ayat (7) UUHT yang menentukan bahwa:

" Pen t berian Hak Tanggr t ?xgan did,a b u.h t i dengatc .ianj i u.nh r.le

nrcntberikan Hak Tangu,ngan sebagai jantinan pelu.nasan.
hutang tertenhL yang ditu,angkan, didalam dan nrcntpakan
bagian tak terpisabkan dari pe(anjian butang piutang yang
bersangku.tan atau. perjanjian lainnya yang menimbrr,lkan
bu,tang tersebtft."

Maksud dari perjanjian jaminan (zekerbeids ouerenkonsten) meru-
pakan perjanjian untuk menimbulkan hakhak jaminan dan khususnya
hak.hak jarninan kebendaan, yangmemberikan kepadzi kreditor suatu
kedudukan yang lebih baik, dalan 

^rti 
i^ didahulukan tlart di mudah-

kan dalam mengambil pelunasan, atas tagthannya, dari I'rasil penjualan
bencla tertentu atau sekelompok bencla tertentu. Dengan dernikian
clalah logis, kalau dikatakan, bahwa perjanjian penjarninan meng-
abdi kepacla perikatan pokoknya, untuk mana diberikan jarninan.26

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ketentuan Pasal 10 ayat (1)
UUHT, bahwa timbulnya Hak Tanggungan hanyalah dimungkinkan
apablla sebelumnya akan diberikan haknya Hak Tanggungan itu
telah diperjanjikan di dalam perjanjian hutang-piutang (perjanjian
kredit) yang menjacli dasar pernberian hutang (kredit) yang dijarnin
clengan Hak Tanggungan itu. Sedangkan pernberian Hak Tangungan
itu sendiri nantinya dilakukan dengan pembuatan perjanjian tersendiri
oleh PPAT 

^y^ng 
disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan (Pasal

70 ayat (2) UUHT). Ketentuan ini tidak ada sebelurnnya di dalarn
hipotik. Pemberian hipotik tidak perlu didahului dengan janji di-
dalam perjanjian hutang-piutangnya bahwa untuk menjamin pelunasan
hutang dari debitor itu akan diberikan jaminan berupa hipotik.2T

'z6 J. Satfio, op cit., hal. 205
27 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang

Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Bank Indonesia, Institlrte Bankir
Indonesia (IBI) Cetakan pertama, Jakatra 7993, hal 17
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HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor atas Benda Jaminan Debitor Pailit

Sebagai konsekuensi dari perjanjian jaminan yang clikonsrruksi-
kan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, rtaka keberaclaan
perjanjian jaminan mempunyai akibat-akibat hukurn sebagai berikut:
Pertama, adanya (lahirnya) bergantng pada perjanjian pokok;
Kedua , hapusnya juga bergantung kepad a perjanjian pokok; I(etiga ,
j ika perj anj ian pokokny a batal, maka perjanj ian ikuta n ny a juga batal.
Keempat,apabila perjanjian pokoknya beralih, maka perjanjian
ikutannya beralih pula.

Perjanjian jaminan termasuk Hak Tanggu ngan, akanmelahirkan
hak-hak istimewa yang nyaris unggul untuk dimiliki krediror, se-
hingga posisinya menjadi relative am n dalamtransaksi.yang dibuat-
nya dengan pihak debitor. Hasil seperti itu maka dapat dipahami
bahwa peran peqanjian jaminan dalam bidang perekonomian dapat
memberikan rambu pengaman yang memadai bagi pelaku-pelaku
bisnis.A Oleh karenanya, kendati perjanjian jaminan termasuk Hak
Tanggungan, sekedar sebagai peqanjian tambahan (a c cess oir) na mun
mampu mendongkrak perjanjian pokok sehingga kreditor memper-
oleh keutamaan-keutamaan yang berbobot mantab. Sudah barang
tentu cara demikian ini dapat menaikkan pamor hukum secara positif
dalam perjamuan dunia perdagangan.

2.J. Bebetapa Hnsip Jaminan Kebendaan

Menurut Mahadi2e kata prinsip atau asas identik dengan
principle dalam bahasa Inggris y^ng er^t kaitannya dengan istilah
pNncipiu.nt (kata latin). Principiu,m berarti permulaan, awal; mula
sumber; asal; pangkal; pokok; dasar; sebab. Adapun prinsip atau
asas adalah seusatu yang dapat kita jadikan alas, sebagai dasar,
sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk
mengembalikan sesuaru hal, yang hendak kita jelaskan. Dalam arti
tersebur, kata principle difahamkan sebagai sumber yang abadi dan
tetap dari banyak hal, aturan atat dasar bagi tindakan seseorang,

28 M. Isnaeni, op cit., h^1.83-84
'ze Mahadi, Falsafah Hukum Suaru pengant^r, Citr^ Adirya Bahkti, Bandung

1989, hal. 119

slratu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan
sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.

Pada umumnya asas hukum berubah rnengikuti kaedah
hukumnya, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti per-
kembangan masyarakat, sehingga terpengaruh oleh waktu dan
tempat3o. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-

asas hukum tersebut, sebab asas hukum sabagai dasar-dasar atau
petunjuk ara,h dalam pembentukan hukum positif. Pembaharuan
lrukum dalam bidang hukum jaminan mutlak dilakukan. Terlebih
lagi dalam masa pembangunan dewasa ini memerlukanperangkat
hukum jaminan yang baru yang lebih memadai dan sesuai dengan
perkembangan pembangunan. Keberadaan hukum jaminan baru yang
memadai merupakan penunjang yang kuat agar tuiuan pembangunan
dapat lebih mencapai sasaran.3t Untuk itu perlu meinjau kembali

^pa 
y^ng dimaksudkan dengan hukum jaminan.

Berangkat dari istilah hukum jaminan berasal dari terjernahan
zekerbeids stelling atau sectr,rity of law. Pengertian hukum jaminan
sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan maupun dalarn
literatur-lite raln)r y ang ada. DaIam Seminar Badan Pembinaan Hukum
Nasional tentang Lembaga Hipotek dan Jaminan lainnya, yang
diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30

Juli L977; disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian,
baik jaminan kebendaan, maupun jaminan erorangan. Pengertian
hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian
hukum jaminan. Definisi penggolongan jaminan. Sri Soedewi
Masjchoen Sofwan,32 mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah:

" Mengatur konstru,ksi yuridis yang me mu.ngkinkan pen berialt
fasilitas kredit, dengan ntenjaminlean benda-benda yang
dibelinya sebagai jaminan. Perattran de'mikian bants crtlau.p

mqtakinkan dan membe4kan kepastian bu.ku.m bagi lembaga-
lembaga kredit, bank dari dalant negeri m,au.pun hmr negeri.
Adanya lentbaga jam.inan dan lembagga demikian, kiranya

30 Sudikno Mertokusumo, op cit., hal. 32
3r Djuhaendah Hasan ll, op cit., hal. 37
32 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan l, op cit., h^1. 5
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HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor Seoaratis atas Benda Jaminan Debitor pailit

hants dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan
jumlab, beszr, dengan. jangka waktu J)ang lanm dan bu,nga
yang relatiue rendab.

Sebenarnya, 
^pa 

yarrg dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen
Sofwan ini merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan
penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
jaminan pada masia yang akan dating. Sedangkan saat ini telah dibuat
berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
;'aminan, J Satrio33 mengartikan hukum jaminan adalah "peraturan
Hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor
terhadap debitor".

Untuk menemukan rumusan hukum jaminan oleh Djuhaendah
Hasan3a ditelaah dariartidan fungsi jaminan itu sendiri, yang kemudian
dirumuskan sebagai: "Perangkat hukum yang mengatur tentang
jaminan dari pihak debitor atau dari pihak ketiga bagi kepestian
pelunasan piutang kreditor atau pelaksanaansuatu prestasi." Di dalam
rumusan ini tercakup pengertian jaminan kebendaan, dan jaminan
perorangan (jaminan pihak ketiga).

Hukum jaminan dalam perkembangannya di Indonesia mulai
dari jaman pemerintahan Hindia Belanda diatur di dalam Buku II
B.'W., adapun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan
hukum jaminan adalah gadai (panfi. Panddiarur dalam pasal L15O
B.\7 sampai dengan Pasal 1160 B.\7., sedangkan hipotik diatur
dalam Pasal 1762 B.'uT sampai dengan pasal 1.170 B.V, pasal 1173
B.\7 sampai dengan 1185 B.'S7, Pasal 1189 B.\7 sampai dengan pasal

7194 B.W dan Pasal 1198 B.nf sampai dengan pasal 1232 B.W.

Dalam Pasal 314 W.v.K., Undang-Undang Nomor 2 Tahun
T992tentangPelayaran beserta PP Nomor 23Tahun 1985 (selanjutnya
disebut Undang-Undang PelayararD bagi Hiporik Kapal, dan dalam
Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, tenrang
Penerbangan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang pener-
bangan) bagi Hipotik Pesawat. Credietuerband diatur dalam Stb.

3r J. Satrio l, op cit., hal.
34 Diuhaendah Hasan II.

3

op cit., h^1. 231..

Bab ll: Perjanjian Kredit Jaminan Kebendaan

l1)J7 Nonror \90, tentang Credietuerband, nterupakan ketentuan
Irrrkum yang berkaitan dengan pernbebanan ;'aminan bagi orang
l)rlrrri putra (Indonesia Asli). Ahak atas ranah yang dapat clibebani
creclieluerband adalah hak milik, Hak Guna Bangunan (HGB) clan
I f ak Guna Usaha (HGU), sedangkan bagl orang Eropa dan diper-
surnakan clengan itu, berlaku ketentuan-ketentuan hukum yang ber-
liaitan dengan hipotik. Perkembangan selanjutnya setelah berlakunya
t Jndang-Unclang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggr.rngan
Atzrs Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
yang dikenal dengan Hak Tanggungan clan Undang-Unclang Nomor
42 Tall;ln 1999 tentane Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya hukurn jarninan merupakan bagian dari hukum
lrenda. Htrkum Jaminan di Inclonesia pertama kali diatur dalarn
I ) r t rge rlij k Wet boe la y ang selanjutnya disebut denga n B.\ilZ. pengaru ran
lJmum tentang Lembaga Jaminan dalam ketentuan pasal 1131 B.\7.
rnenyatakan bahwa "segala bencla pihak yang berutang (debitor),
l>aik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah
rrcla naupunyangbaruaka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan
rrntuk segaTa perikatan perseorangan". Ketentuan pasal 1131 B.'Sr
ini merupakan jarninan secara umum ata:u jaminan yang lahir dari
Undang-Undang. Disini kreditor dalam kedudukan yang sama. Setiap
kreditor rnenikmati hak jaminan umum seperti itu. Dari pasal 1131
B.\7. dapat disimpulkan asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai
berikut:

a. seorang kreditor boleh mengarnbil pelunasan dari setiap bagian
dari harta kekayaan debitor;

b. setiap bagian kekayaan debitor dapat clijual guna pelunasan
tagihan kreditor; dan

c. hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harra benda debitor
saja, tidak dengan "person debitor".35

Asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya,
tanggung jawab mana berupa menyediakan kekaya^nny^baik benda
bergerak maupun tetap jlka perlu dijual untuk melunasi hutang-

rt J. Sarlio I, op cit., ltal. 4-5
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HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor SeDaratis atas Benda Jaminan Debitor Pailit

hutangnya (asas Scbttld dan Hafnr,ng). Menurut Mariam Dattz
Badrulzaman36 asa ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan
dalam Hukum Perikatan, dimana setiap orang memberikan hutang
kepada seseorang perc ya bahwa debitor akan memenuhi prestasinya

kemudian hari. Setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan
asas moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai

norma hukum.

Sarana perlindungan selanjutnya kepada p n kreditor juga

ditenttrkan didalam Pasal 7L32 B.'$7. yang menyebutkan bahwa
kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sarnabagi semua orang
yang menguntungkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda
itu dibagibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
piutang masing-masing, kecuali apabila di antara yang berpiutang
itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. Ketentuan ini merupakan
jaminan umum yang timbul dari undang-undang yang berlaku umum
bagi semua kreditor, sifat umum dari hak jaminan diartikan tidak
ada perbeda n 

^t^rt 
prioritas bagi kreditor tertentu berlaku asas

paNtas creditontnt, dimana pembayaran atau pelunasan hutang ke-
pada para kreditor dilakukan secara berimbang. Maksudnya dalam
hal seorang debitor mempunyai beberapa kreditor, maka kedudukan
para kreditor ini adalah sama, namun jika kekayaan debitor tidak
mampu untuk digunakan melunasi hutang debitor dengan sempuma,
maka para kreditor ini dibayar berdasarkan asas keseimbangan,yang
masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang
kreditor lain (asas non-pondspondsgeuijs).

Adapun dimaksud pengecuali an dalam P asal 17 32 B.\7. adalah

bahwa undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap 
^s 

s

keseimbangan ini, jlka ada perjanjian atau jika undang-undang
menentukan. Penyimp^ngan yang terjadi melalui perjanjian ialah
jika ada perjanjian jaminan kebendaan sedangkan penyimpangan
karena undang-undang dinamakan priuilege. P4uilege itu bukan
merupakan hak kebendaan, hanya merupakan hak untuk lebih
mendahuluka n dalam pelunasan/ pembay arun piutang.

x Mariam Darus Badrulzam n, op cit, hal. 85

Sehubungan jaminan umurlt yang tertera dalam pasal 1131
lt w. rrcla kelemahannya, sernisal debiror cidera janji dan tidak meme-
rrrrlri pembayaran kembali pinjarnannya, kemuclian atas permintaan
l,.rr':r kreditor kepada yang berwenang untuk rnenjual lelang harta
Irt'n<lu clebitor, ternyata hasil lelang ticlak mencukupi untuk membayar
lrt'nrbali junlah pinjamannya kepada kreclitor, karena banyaknya
lrrt'clitor yang memperebutkan hasil lelang, hal tersebut tentunya
r;:rneat merugikan kepada kreclitor. Posisi kreditor dalam perjanjian
y:rn.q bersifat umum tersebut hanya menduduki sebagai kreditor
Itrnkuren yang ticlak memiliki preferensi, sehingga apabrla debitor
.i<lcra janji, para kreditor akan bersaing satu sama lain untuk mernper-
r rlt'lr pernb^yaran dari hasil lelang harta benda debitor. Untuk me-
illllrtasi persaingan tersebut, nuka di dalam B.'$7 pun terdapat ketentu-
;ur yang rnemungkinkan adanya kreditor yang mendapat hak cli
r lrr I rulukan dari kreditor-kreclitor lainnya.

Ilak didahulukan ini dapat diperoleh dengan adanya perlanjian
lilrrrsus antara debitor dan kreditor, y^ng akan dijadikan landasan
lr:rui sahnya hak clidahulukan dari pada kreditor-kreclitor yang lain.
l)ilakukannya ketentuan yang mengatur hak didahulukan bagi kr-e-
tlitor, karena menyadari kelemahan jantinan umlln] yang ada dalam
I'lsal 1131 B.lV tersebut, maka pembentuk undag-undang menyiap-
lirrn pula alternatie perangkat jarninan lainnya yang lebih mant^p,
y:rkni jaminan khusus yang obyeknya juga bencla rnilik debitor,
lnnya saja sudah clitunjuk secara tertentu dan diperuntukkan bagi
lireditor tertentu pula. Karena obyeknya benda maka ketentuan
i:rrninan khusus ini pengaturannya dikelompokkan rnenjadi satu ke
rlelam Hukum Benda yang diatur Buku II B.V.

Dengan disediakannya ketentuan jaminan kebendaan ini,
sebenarnya secara implicit pembentuk undang-undang berpesan
lxrda pelaku ekonomi, bahwa kalau menberikan kredit, janganlah
Irrnya didasarkan pada kepercayaan belaka. sebab secala factual
trntuk rnengetahui jumlah hafta bencla debitor itu tidak gampang,
lregitu pula teramat sulit untuk melacak fluktuasi liarta debitor pada
nlasa-masa mendatang. Didorong alasan itu, para pelaku ekonomi
tlisarankan untuk mendayagunakan ketentuan-ketentuan iaminan
licbendaan yang clisecliakan, demi rnenangkal resiko yang rnunctrl
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di kemudian hari pada saat sedini mungkin.sT Mengingat B.W ini
mengenal bermacam-macam pembagian benda, dzn yangterpenting
adalah pembagian jenis benda bergerak- benda tidak bergerak, maka

untuk lembaga jarninan khusus inipun digantungkan pada jenis

pembagian benda tersebut.

Pengaturan ketentuan tentang jaminan,yang bersifat khusus

^ntar^ 
lain; untuk jaminan benda bergerak adalah Gadai yang diatur

dalam Pasal 11.50-1161 B.\r.; untuk benda tidak bergerak adalah

Hipotil< yang diatur dengan Pasal7L62-L178 B.\r. Khusus mengenai

hipotik sepanjang yang menyangkut dengan tanah dan diganti dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun t995 tentang Hak Tanggungan

Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

dan Fidusi^ y^ng diatur dalam tlndang-Undang Nomor 42 Tahun

1,999.

Pada asasnya janji menimbulkan perikatan,s terutama ada-

nya kesepakatan kehendak yang dilakukan oleh para pihak dalam

suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang
'ynempunyai akibat hukum bagipara pihak tersebut. Akibat hukumnya

bagi masing-masing para pihak selain terikat kepada ianjinya, juga

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para plhak secara timbal

balik, maka perjanjian demikian itu termasuk kategori perianiian

obligatoir dan karenanya melahirkan hak perorangan yang diatur
dalam Buku III B.\7.

Hak kreditor yang bentuknya prestasi sebagai kewajiban
debitor dalam menyerahkan pengembalian uang berserta bunganya

kepacla kreditor, masih menunggu realisasinya dikemudian hari sesuai

waktu yang disepakati. Seandainya debitor tidak memenuhi ke-

wajiban untuk melunasi hutangnya, maka posisi kreditor menjadi

rawan, akan kerugian yang diderita. Terlebih lagi petianiian kredit
. hanya sebagai suatu perik^ran yang hanya melahirkan hak perse-

oralrgan, yang sifatnya relattf dan kedudukan kreditor sekedar sebagai

kreditor konkuren. Posisi perjanjian kredit demikian ini hanyalah

sebagai jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1L31 B.'W. tentunya

37M. Isnaeni, HukumJaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi, Hukum
Ekonomi, Agustus 1995, hal.7

34 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof' Dr. Herowati Poesoko, S.H.' M.H. lvida Dewi Amrih Suci. S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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lr:rnk (kreditor) sebagai pelaku ekonomi bertindak hati-hati dan meng-
I r i n <lar seba gai kreclitor konkuren, perlu mend ay agunakan ketentua n-
lictentuan tentang lembaga jaminan, guna mengantisipasi resiko
rrranakala debitor tidak memenuhi prestasinya.

Ada beberapa prinsip yang berlaku bagi I{akJarninan, seperri
pada Gada| Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia. Berkaitan dengan

J>embahasan sub bab di bawah ini, sebagai titik tolak untuk mengenal
prinsip hukum jaminan akan diperbandingkan prinsip yang terdapat
rlalan Hak Tanggungan dengan prinsip yang terdapat dalam hipotik.
Sebagai alasannya, karena Hak Tanggungan adalah sebagai pengganri
lripotik yang khususnya mengatur tentang hak atas tanah dan
c: redietuerband yang dimungkinkan ada persamaan prinsip-plinsip
yrrng mendasari Hak Tanggungan tersebut. HukumJaminan merupa-
l<an bagian dari hukum benda yang juga mengacu padahak kebenda-
;rn sebagai asas organicyang bersifat umum konkrit, terdiri atas asas
sistem tertutup, asas absolute, asas mengikuti benda, asas publisitas,
lsas spesialitas, asas totalitas, asas esensi perlekatan, asas konsistensi,
rrsas pemisahan horizontal dan asas perlindungan hukum.:re Oleh
karena itu perlu adanya pembahasan terhadap prinsip-prinsip Hak
't'anggungan tersebut mendasarkan pada prinsip Hukum Jaminan.

a. Prinsip Absolut/Mutlak

Jaminan yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia
sccara garis besar men'lpunyai sejumlah asas yang antara lain
rrrempunyai sifat hak kebendaan sebagaimana diatur dalarn Pasal
528 B.\f. dimaksud dengan hak kebendaan (Zakelijkrecbt), ialah
lrak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu mernberikan kekuasaan
lrrngsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap
siapapun pga.lo Mmenurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, hak
kebendaan ini adalah absolute. Artinya hak ini dapat clipertahankan
terhadap setiap orang. Pemegang hak itu berhak menuntut (uordereD

:8 J. Satrio, Httkum Perikatan, Perikatan Yang labir Dari Perjanjian, Citra
Actirya Bakti, Bandung 200t,hal.7

3e Mariam Daruz Badrulz man, op cit, hal 12
a0 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-

l)okok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberry, Yogyakarta 1980, hal. 24
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setiap orang yang mengganggu haknya. Dilihat secara pasif, setiap

orang wajib menghornati hak itu.at

Berbeda dengan hak perorangan yang adalah relatif, 
^rtinya

hak itu hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, dan

hanya dapat dipertahankan melakukan tuntutan (uorderinp terhadap

debitor tefientu waiib melakukan prestasi terhadap pemilik hak
(p e rcoon I 4 k gere c b t igde).42

Pada kenyat^annyl bahwa suatu hak kebendaan yang mem-

punyai hubungan atas suatu benda, tidak menentukan pembedaan

ant^ra hak pribadi dengan hak kebendaan. Seperti halnya dalam

hubungannya untuk pembatasan dari hak-hak kebendaan yang

merupakan hak yang bersifat absolute yang bukan kebendaan. Hak

mengarang (autett.rsrecbt), hak cipta (octooirecbt) dan lainlain yang

sama, adalah mutlak, akan tetapi bukanlah hak-hak kebendaan, oleh

karena yang menjadi sasarannya bukanlah benda, akan tetapi suatu

hasil kesusastr^ n, ilmu pengetahuan atau seni (ht'rtt-) dan suatu

penemuan carakerja baru atau produk baru.ai Oleh karenanya semua

hak-hak kebendaan adalah absolute, tetapi dalil ini tidak dapat di-
bahk (onkeerbaar); tidak semua hak-hak absolute adalah hak
kebendaan.aa

Berkaitan dengan UUHT tergolong sebagai hak kebendaan
tau bukan, maka pedu mengetahuiyang mempunyai sifat absolute

^p^ 
y^ng dimaksudkan dengan

(1) UUHT, yang menyebutkan:
Hak Tanggungan. PadaPasal 7 ayat

"Hak Tanggungan atas tanab berserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanab, yang selanju,tnyadisebu't Hah Tang-
gu.ngan adalab bah ja'minan yang dibebankan pada bak atas
tanab sebagai ntana dimakud dala m Undang-Undang No nt'or

5 Tabun 196O tentang Perahr.ran Dasar Pokok-Pokok Agrarin,
beriku,t atau, tidak berifufi benda-benda lainyang mentpahan

4t lbid, hal. 17
42 lbid, hal. 17
4r R. Soetoio Prawirohamidiojo,

Httkunt Benda, Bina Ilmu Surabaya, 1984
44 lbid

Marthalena Pohan, Bab-Bab Tetttang
hal. 12
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ll,rb ll: Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kebendaan sebagai Perlindungan Kreditor

sr.tttt. kesattnn dengan tanah ittr,, rt.nht.k peltntasan u.tang
t eftenn t,, ya', tg n'rcn'tberilean kedt tdt t kan. yctng dh r.ta nr.a laan.

kepada lererJitor terte ntu terb ad,ap kreditor- kre ditor lairt ".

Singkatnya yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah
lr,rli jrrminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang mem-
1,,'r'il<en kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap
lrrt'rlitor-kreditor lain. Berdasarkan ketentuan Pasal I angka 1 ter-
:,t'lrtrt, terdapat unsur-unsur esensial, yang merupakan sifat dan ciri-
liri clari Hak Tanggungan, yaitu:

- lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang tertentu;

- pembeban nnya pada hak atas tanah;

- berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain yang
rnerupakan satu kesatuan dengan tanah;

- memberikan kedudukan yang preferent kepada kreditomya.

lf:rlrwa dari pasal tersebut ternyat^ tidak secara tegas menyebutkan
rrtlirnya hak kebendaan. Hal ini dapat dipahami karena UUPA dijiwai
rrlclr hukum adat yang tidak mengenal pembeclaan antara hak ke-
lrcnclaan dan hak perorangan. Namun, oleh Budi Harsonoa5 drkata-
lian bahwa meskipun UUPA tidak mengenal sifat kebendaan tapi
sit'at kebendaan itu dapat diberikan kepada hak-hak atas tanahyang
tcrdapat didalam UUPA. Sedangkan Gouw Giok Sionga6 menyatakan
lralrwa sifat kebendaan itu ada karena pemilik hak-hak tersebut
nrenpunyai wewenang untuk rnengalihkan atau mengasingkan. Oleh
Mariam Darus Badrulzamana7 ditambahkan, bahwa UUPA mengenal
lrak kebendaan bukan hanya pernilik mempunyai wewenang untuk
rnengalihkan^t^u rnengasingkan tetapi hakl'rak juga itu tunduk pada
pendaftaran.

Lernbaga pendaftaran inilah yang rnenjadi ukuran bagi lahirnya
lrak kebendaan. Pendaftaran tanah dalam UUPA menunjukkan sifat

{5 Boedi Harsono Il, op cit., haI. 57
a6 Gauw Giok Siong, lihat Tafsiran Undang-Uttdang Pokok Agra.ria, Keng

Po, Jakarta 7963, hal. 27
a7 Mariam Ddlus Badrulz man, op cit, hal. 7)
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kebendaan itu merupakanbawaan lahir dari UUPA dan bukan sifat

yang diberikan. Selanjutnya dikatakan bahwa dan sifat kebendaan

dalam UUPA mengakibatkan tidak ada masalah kalau bak bipotik
sesudah berlakunya UUPA merupakan hak kebendaan, sebab baik
UUPA maupun bipotik, kedua-duanya mengenal sifat hak kebendaan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan sifat-sifat umum bipotik sebelum

UUPA dapat diambil alih sebagai sifat-sifat umum ihipotik sesttdab

UUPA.48

P enda pat Maria m D arus Badrulzaman mendasark an pada P asal

528 B.\f. yang menyatakan " AIAS sesu'aht' kebendaan, seseorang dapat
'men prmyai kedu,du.kan berhuasa bak milik, bak uaris, bak pakai
basil, bakpengalihan tanab, bak gadai tanab, bak gadai atatt bipotill' .

Untuk itulah Hak Tanggungan dapat dikatakan mempunyai sifat hak

kebendaan, karena ciri-ciri/sifat hak kebendaan pada Hak Tanggu-

ngan memang sengaja diberikan oleh pembentuk UUHT. Hal tersebut

dapat diketahui manakala diperbandingkan 
^nt^ra 

hipotik dengan

Hak Tanggungan.bahwa daribeberapa pendapat ahli hukum tersebut

dapat dipahami meskipun UUPA tidak mengenal sifat kebendaan,

tetapi sifat kebendaannya dapat diberikan pada hak-hak atas tanah.

Meskipun t^npa menyebut sifat-sifat kebendaan, tetapi pemilik hak-

hak atas tanah tersebut diberi wewenang untuk mengalihkan,
menjaminkan bahkan mendaftarkan terhadap hak-hak atas tanah

tersebut, sehingga hak-hak atas tanah tersebut bersifat hak kebendaan.

Oleh karenanya UUHT merupakan Hak Kebendaan, maka mem-

punyai sifat yang absolut.

b. PrinsipDroit de Suite

Hak kebendaan itu mempunyai zaahsgeuolg atau droit de

sdte (hak yang mengkuti). Artinya hak itu terus mengikuti benda-

nya dimanapun juga (dalam tangaosiapapun juga) batang itu berada.

Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainyaae. Droit de

Stdtemerttpakan salah satu prinsip dari hak kebendaan yang memang

padz dasarnya dikenal oleh B.rV., dan sebaliknya tidak dikenal oleh

t8 lbid., hal. 19
{e Sri Soewedi Masjchoen Sofwan, Httkttm Perdata: Hu'ktr'm Benda, hal- 25.
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f ltrkum Adat. Bahwasaniya sistem Hukum Adat tidak mengenal

Iutk kebendaan antara lain dapat simak dari karya Mahadlso yang

nrcnyatakan bahwa hak kebendaan seperti yang dimaksud B.\7 itu
ti<lak ada dalam sistem Hukum Adat. Lalu ciri Hak Tanggungan

scbagai suatu jaminafl yang mempunyai preferensi dan berasas doit
rlc su ite, berakar dari mana, selakyakny a Pantas dipertanyakan. Atau

sifat yang ditetapkan demikian itu semata dilandaskan pada soal

kewenanga n y^ng dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Sesung-

guhnya problema dasar ini memerlukan kajian byektif yang sehat.5t

l)endapat tersebut sangatlah beralasan sebab UUPA yang dijiwai
oleh Hukum Adat tidak mengenal asas-asas yang mencerminkan

sifat hak kebendaan. Sedagkan UUPA sebagai landasan lahirnya
f.JUHT tidak secara tegas menyebutkan adanya hak kebendaan.

Namun prinsip droit de suite Nampak jelas terdapat dalam

l'irsal 7 UUHT, yang menyatakan; sifat Hak Tanggungan itu tetap

rrrengikuti obyeknya dalam tang n siapapun obyek tersebut betada
(droit de suite). Sifat ini merupakan salah satu jaminan khusus bagi

kepentingan pemegang Hak Tanggungan. \Talaupun obyek Hak
'l'anggungan itu sudah berpindah t^ng n meniadi milik pihak lain,

kreditor masih tetap dapatmenggunakan haknya melakukan eksekusi,
jika debitor cidera janji dalam berprestasi. Oleh sebab itu, walaupun
<rbyek Hak Tanggungan itu sudah berpindah tang n dan menjadi

lrak milik or:.ng lain, namun Hak Tanggungan itu selalu mengikuti
cli dalam tangan siapapun obyek Hak Tanggungan berpindah, yang

l>erprinsip droit de suite tersebut terdapat dalam UUHT.

c. PrirrsipDroit d.e Preference

Pada prinsipnya hak jaminan kebendaan memberikan ke-
cludukan didahulukan bagi kreditor Pemegang HakJaminan terhadap

kreditor lainnya. Untuk menganalisis prinsip drort de preference selzin

mendasarkan pada Buku II B.'ttr7. yang mengatur tentang iaminan

59 Mahadi, Httkum Benda Dalam Sistem Hukum Perdata Nsional, Bina
cipta Jakarta, 1983 hal. 28

5r M. Isnaeni, HukumJaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi, Hukum
Ekonomi, Agustus 1995, hal.79-80
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juga mendasarkan pada UUHT. Tentang kedudukan yang diutamakan
dalarn B.\7. dapat dilahat dalam Pasal L133 ayat (7) B.W. yang

rne nyatakan bahwa 
"' 

H a le t t nh r. k d i dafu ilu' ka n di at t ara ora.n€!-orang

berpilrtangterbit dari bak istimeun, daN gaclai dan bipotik'.

Ternyata sistem hukum kita mengenal pemberian perlindu-
ng n yang istimewa bagi kreditor atax para debitor. Perlindungan

istimewa tersebut tertera di dalam Pasal 1133 B.'W. yakni hak untuk
didahulukan diantarz para kreditor y^ng timbul dari: Hak Istimewa,
Gadai dan Hipotik. Selanjutnya menurut Pasal 1134 8.W., I-Iak

istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada

seorang kreditor sehingga tingkatan kreditor tersebut lebih tinggi
clari kreditor larnnya, semata-nata berdasarkan sifat piutang kreditor
tersebut. Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apablla
kreditor pelnegang hak jaminan atas benda tertentu rnilik debitor,
dalam perkernbangan hukum di Indonesiaselain Gadai dan Hipotik,
Hak Istimewa tersebut berlaku bagi Hak Tanggungan (Undang-

Undang Nomor 4Tahun 7996) dan Fidusia (Undang-Unclang Nomor
42 Tahun 199D.

Jaminan tersebut merupakan jaminan kebendaan. Kedudukan
hak jar-ninan terhaclap Hak Istirnewa, menurut Pasal 1734 ayat (2)

B.W., iebih tinggi daripada Hak Istimewa, kecuali hal-hal dirnana

oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Hak istimewa yang lebih
tinggi claripada l-rak jaminan, tertnasuk biaya perkara yang semata-

nrata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang baik
trntuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Btaya tersebut

dibayar dari hasil penjualan benda tersebut sebelum dibayarkan
kepada kreditor lainnya, termasuk kepada kreditor pemegang hak
janinan.

Dalam UUHT tentang kedudukan yang diutamakan kepacla

. kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain, semula ditentukan
pada Pasal 7 ayat (1) UUHT yang antzla lain menyebutkan bahwa
Hak Tanggungan ada\ah Hak Jamin^n y^ng dibebankan pada hak
atas tanah yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya. Penjabaran lebih
lanjut tentang kedudukan diutamakan tidak dijumpai dalam penjelasan

40 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.' M.H. 4L

l,,rs:rl 1 uuHT, melainkan dijumpai dalam Penjelasan Utnum Angka

I Alcnia 2 UUHT, Yang menyatakan:

"Hak Tanglmgan adalah bah jant'inan atas tanab ttttttt'k
pehtnasan blfiartg rcrten'ttt' yang n1'emberikan kedu'du'kan'

di,,tan^kan kepiria kreditor tertennt' terbad'ap hredi'tor-
lered.itor laht.. Dalant' arti, babutaiika debitor cideraianii, kre-

rlitor pentegang Hak Tanggungan berbak ntenju,al ntelaht.i

pelelangan Lt"mttnt tanab ya'ng d jant'inan' nt'enttnt't

ketentu,an peratu,ran penmdangt n lang bersangktt't-

an, clengan bak m'endahfur, daripada kreditor-kreditor yartg

lain. Kedudukan d.iuta.makan tersebu.t ytdah barang tet'tttt

tidak nrcng r'rangi preferqtsi ph t,tan8-pilt'tan'g Neg^ra nrcn'Ltr'tt't

leetenhmn-ketentuatt buku'm yang berlaktt" -

ltrrlrwa yang dimaksudkan dengan memberikan kedudukan diutama-

l,:rrr kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain adalah:. "BahLOa

1 i Ar t clebit or cid.era .i anj i, kredrtor penrcSang Hak Tan glt,rtgdrx berb ak

t t r t, t t ft ml melah r,i pelelangan u. mu;nt' tanab yang dijadikan .ia nthmn

t t r t,r n t.n tt leeterxh Mlt perah ffan' pen m dang-u,ndangan yang bers an'g-

l:il tttrt, dengan bak nrcndalniltr. dari pada kredito lain" . Jadi hak rnen-

,l:rlrnlu yang dimaksuclkan adalah bahwa kreditor pemegang Hak
'trrrrggungan didahulukan dalam mengambil pelunasan atas hasil

pt'njualan eksekusi obyek Hak Tanggungan.

Keduclukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak

nr(.ngurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-

l((,tentuan hukum yang berlaku.52 Kedudukan preferenberkaitan
,lt,ngan hasil eksekusi, hal ini nampak jelas bila dihubungkan dengan

I'rrsal 1132 B.'$(2. yang pada asasny^ Par^ kreditor berbagi pond's-

/xnul,satas I'rasil eksekusi harta bencla milik debitor. Dengan adanya

1rr:nbebanan Hak Tanggungan maka kreditor menjadi preferen atas

lr:rsil penjualan benda tertentu rnilik debitor, maka ia berhak

rncngalrrbil lebih dahulu uang hasil eksekusi Hak Tanggungan'

5'ZJ. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, FIak Tanggungan,

lfrrku I, Citla Aditya Bakti, Bandung2002,hal.97
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Meskipun pada Penjelasan Umum UUHT tersebut tidak di-
sebutkan apakah piutang-piutang Negar^ y^ng berkaitan dengan
obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan saja, atatkah mengenai
semua piutang-piutang Negara yang menjadi kewajiban debitor yang
bersangkutan. Obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan
umun menurut tata, cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan
dengan Hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. Ber-
dasarkan Penjelasan Umum UUHT dapat diketahui bahwa hak kre-
ditor yang rnenjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut, sekalipun
diutamakan terhadap hak tagihan kreditor-kreditor lain, tetapi harus
mengalah terhadap piutang-piutangnegx^ lebih utama dari kreditor
pemegang Hak Tanggungan.

Piutang-piutang rueg ra yang lebih didahulukan dari kreditor
pemegang hak jaminan, dapat dilihat dalam Pasal '1.1.37 

^y^t 91.)

B.'$(., yang ntenyatakan: "Hak daripada Kas Negara, Kantor lelang,
dan lainJain badan unntnt yang d.ibentuk oleb Penterintab u,ntuk
.didabuhtkan, rcrtibnya melaksanakan bah ittt,, dan jangka utaktu.

berlan gstr.ngnya b ak tercebtr.t, diahrr dalant berbagai u.ndang-und,ang
kbu.stts mengenai bal ittt". Dengan demikian jenis piutang negara
smana saja yang harus didahulukan dari Gadai, Hipotik dan Hak
Tanggungan dalam suatu undang-undang tertentu sebagaimana y^ng
disyaratkan oleh pasal tersebut. Berkaitan dengan hak untuk di-
dahulukan clari kas negara, maka pertama perlu meninjau dalam
Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, tetang Panitia Urusan
Piutang Negara, tenyata dalam undang-undang tersebut tidak di-
jumpai ketentuan yang menentukan mengenai didahulukanny^ piutang
negara dari gadai dan Hipotik dan Hak Tanggungan.

Selanjutnya hak mendahulu ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1.994, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No-
nror 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Per-
pajakan, ternya,ta, dapat dijumpai ketentuan yang menentukan tagihan
pajak mempunyai hak mendahulu melebihi hak mendahulu lainnya,
hal tersebut tersirat dalam Pasal27 

^y^t 
(3) Undang-Undang tersebut

ditetapkan bahwa hak mendahulu tagihan pajak melebihi segala

hak mendahulu lainnya, keculai terhadap: Biaya perkarayangsemata-

42 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
lvida Dewi Amrih Suci. S.H,. M.H. r.,Prcf. Dr. Herowati Poesoko. S.H.. M.H.

rrrr[a disebabkan suiatu penghukuman untuk melelang suatu barang;

lri:rya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

lirya perkara yang semat^-nata disebabkan pelelangan dan
pt'nyelesaian sesuatu warisan. Kalau demikian tagihan pajak sebagai

srrl:rlr satu jenis piutangneg ra berkedudukan lebih tinggi dari Gadai,

llipotik dan Hak Tanggungan. Sedangkan dalam Pasal 24 Vendtt,

lleglement (S. 1908 Nomor 159), menyatakan bahwa tegihan biaya

lcl:rng: a). Berkedudukan diatas hak istimew^ y^ng diatur dalam
I'rrsal 1139 butir 3 B.'W., dimaksudkan adalahharga pembelian benda-

lx'nda bergerak yang belum dibayar; b). Berkedudukan dibawah
lurk istimewa yang diatur dalam Pasal'J.749 B.W.,53. Dari ketentuan
lt'r'sebut dapat dipahami baLtwa hak Gadai, Hipotik dan Hak Tanggu-
rrg:rn lebih didahulukan dari biaya lelang.

Berdasarkan uraian tersebut tetnyata dalam UUFIT terkandung

lrrinsip droit de preference seperti pada hukum iaminan sebelumnya,

lr:rl tersebut sangat menguntungkan bagi kreditor pernegang Hak
'l':rnggungan. Adapun dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal

| 137 B.'!(/., piutang negar^ yang kedudukannya lebih tinggi dari
llzrk Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 Penjelasan
I lrrrum UUHT dimaksudkan adalah dibatasi hanya pada tagihan pajak
riltla.

(1. FrinsipSpesialitas

Asas ini menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat
tlibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Asas ini
rlrrlam hipotik diatur oleh ketentuan Pasal 7174 8.w.. Dianutnya
rrszrs spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ke-
t('ntuan Pasal 8 UUHT Pasal L1 ayat (l) huruf e UUHT. Karena Pasal

i'l UUHT rnenentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan harus
n)empunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
tr:rhadap Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan (Pasal 8 ayat
(1) UUHT) dan kewenangannya tersebut harus ada pada saat

t3 Priyo Handoko, LembagaJaminan Hak Tanggungan. Atas Tanab Sebagai
l'cngamatt Dalam Pe$anjian Kredit Bank, Disertasi; universitas Airlangga Surabaya,
1003, hal. 134
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pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan (Pasal B ayat (2) UUHT),
ketentuan tersebut hanya mungkin terpenuhi apablla obyek Hak
Tanggungan telah adad dan telah tertentu pula tanah itu tanah yang
rnana. selanjutnya pula karena Pasal 11 ayat(7) huruf e rnenentukan
bahwa didalam akta pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan
uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tangglrngan, tidaklah
mungkin untuk memberikan uraian yang jelas sebagaimana yang
dimaksud itu apabila obyek Hak Tanggungan belum ada dan belum
diketahui ciri-cirinya. Kata-kata "uraian yang jelas mengenai obyek
Hak Tanggungan" dalam Pasal 11 ayat (I) huruf (e) menunjukkan,
bahwa obyek Hak Tanggungan'harus secara spesifik dapat ditunjuk-
kan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan.

\walaupun demikian, sepanjang dibebankan atas "benda-benda
yang berkaitan dengan tanah tersebut", Hak Tanggungan dapat
dibebankan atas "benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut"
yang baru akan ada, sepanjang hal itu telah diperjanjikan secara

tegas. Karena belum dapat diketahui apa wujud dari benda-benda
yang berkaitan dengan tanah itu, juga karena baru akan ada di
kemudian hari, hal itu berarti asas spesialitas tidak berlaku sepanjang
nrengenai "benda-benda yang berkaitan dengan tanah".54

Berdasarkan UUHT, proses pembebanan Hak Tanggungan
dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu: tahap pemberian
Hak Tanggungan dan tahap pendaftaran Tanggungan. UUHT pada
Pasal 70 ayat (2) menyebutkan pemberian Hak Tanggungan
dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat
umum yang berwenang membuat akta pemindahan hak atas tanah
dan akta lain dalam rangka pembebanan hak atas tanah, sebagai
bukti dilakukannya perbuatan huktrm tertentu mengenai tanah yang
terletak dalam daerah kerjanya masing-masing. Dalam kedudukan
yang dernikian itu, maka akta-aktayang dibuat oleh Pejabat Pembuat
Akta Tanah tersebut merupakan akta otentik.

53 Sutan Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan
Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Per-bankan, Alurnni Bandung, 1999, hal.
L)_nz

4.4 l.,il^ n-..,i A--iL C,'-i C lJ M lJ - D-^f l\- lJ^.^..,^+i D^^"^L^ C lJ M lJ
45

Bab ll: Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kebendaan sebagai Perlindungan Kreditor

Seperti halnya pembebanan hipotik rnenurut Pasal 1171 B.'$7..

lr:rltrs clilakukan dengan suatu akta otentik. Dulu akta pembebanan
lrilxrtik dan cred,ietuerband dibuat oleh dan clihadapan Pejabat Pem-
lrrr;rt Akta Tanah yang berwenang, yakni: Notaris, Wedana/Canrt
rlrrrr beberapa pejabat lainnya yang telah diangkat oleh Nlenteri
Aglrrria yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat letak tanah
y:rrrg bersangkutan. Jika hipotik dibebankan atas lebih dari satu

lrirl:rng tanah, yang tidak semuanya terletak diclaerah kerja seorang
f 'r'j:rbat Pembuat Akta Tanah, nTaka dengan persetujuan Kepala Kantor
f 't'r'lanahan yang bersangkutan, pejabat tersebut berwenang pula
rrnlrrk membuat akta mengenai tanah-tanah yang terletak diluar
r l;rt'r'rrh kerjanya itu.

Selanjutnya UUHT menetapkan isi yang sifatnya wajib untuk
',,rlrrrya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan ticlak dicantunt-
[,lrlfa secara lengkap hal-ha] yang disebut dalarn Akta Pemberian
ll,rli Tanggungan, maka mengaklba.tkan Akta yang bcrsangkutan
| ,.rt;rl demi hukun-r. Dalam UUHT padz Pasal 1.7 ayat (1) disebutkan
lr:rl lvrl yang wajib dicantumkan dalam Akta Per-nberian Hak Tang-

llttrrgirn itu:

:r. nama dan identitas penegang dan pemberi Hak Tanggung-
an. Apabila Hak Tanggungannya dibebankan pula pada
benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah
milik orang perseorangan atau badan liukunl lain daripacla
pemegang hak atas tanah, pernberi Hak Tanggungan adalall
pemegang hak atas tanah bersarna-sama pemilik benda
tersebut.

lr. clomisili pihak-pihak pemegang dan pernberi Hak Tang-
glrngan, dan apabila di antara mereka ada yang berdorrisili
cliluar Indonesia, baginya harus pula dicantumkan suatu
clomisili pilihan di Inclonesia, clan clalam hal clomisili pilihan
itu tidak dicantumkan, kantor Pejabat Pernbuat Akta Tanah
tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan cliaggap
sebagai domisili yang dipilih.

(. penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang
clijamin pelunsannya clengan Hak Tanggungan dan rneliputi
juga nama dan identitas debitor yang bersangkutan.

hhh [ )cwi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.. M.Ft.
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d. nilai hnggungan; dan

e. uraian yang jelas rnengenai obyek Hak Tanggllngan, yakni
meliputi rincian mengenai sertifikat hak atas tanah yang
bersangkutan atau bagi tanah yang belum terdaftar sekurang-
kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan, letak,
batas-batas dan luas tanahnya..

Selain itu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantum-
kan janji-janjiyang sifatnya fakultatif dan tidak mempunyai pengaruh
terhadap sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan. Dengan dimuat-
nya janji-ianji itu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang ke-
rnudian didaftar pada Kantor Pertanahan, maka janji'janji tersebut
juga nrempunyai kekuatan rnengikat terhadap pihak ketiga. Janji-janji
yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUHT, yaitu:

a. janjiyang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan
untuk menyewakan obyek Hak Tanggungan dan/atau mene-
rima uang sewa di rnuka, kecuali dengan persetujuan tertulis

. lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan.

b. lanjiyang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan
untuk mengubah bentuk atau susunan obyek Hak Tanggungan
kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
pemegang Hak Tanggungan.

c. janjr yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk mengelola obyek Hak Tanggungan
berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah
hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan apablla
debitor sungguh-sungguh cidera janji;

d. janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk menyelamatkan obyek Hak Tanggungan,

. iika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau hak
untuk mencegah menjadi hapusnya atau dlbatalkannya hak
yang menjadi obyek Hak Tanggungan karcna tidak dipenuhi
atau dilang garfiy 

^ 
ketentuan undang-undang.

e. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai
htrk untuk menjual atas kekuasaan sendiri byek Hak Tang-
giingan apabila debitor cidera janji.

46 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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f. janjiyangdiberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama

bahwa obyek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari
Hak Tanggungan.

g. janji pemberi Hak Tanggungan tidak akan rnelepaskan haknya
atas obyek Hak Tanggungan tarrpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari pemegang Hak Tanggungan.

h. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi
Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila obyek
Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi FIak
Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum.

i. janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh
seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterirna
pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan pirrtangnya, jika
obyek Hak Tanggungan diasuransikan.

j. janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan
obyek Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tang-
gungan; dan

k. janjibahwa sertifikat atas tanah yang telah dibubuhi catat^fl
pembebanan Hak Tanggungan tetap berada di tangan kreditor
sampai seluruh kewajiban debitor dipenuhi sebagaimana
mestinya.

Demikian juga dalam pembebanan hipotik, untuk rnelindungi
kepentingan kreditor, maka dalant akta hipotik dicantumkan janji
janji, yakni:

- janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri (Pasal 1,\78 ayat
(2) B.\r.)

- janji untuk tidak menyewakan (Fasal 1185 B.t$7.)

- janji untuk tidak dibersihkan (pasal 121.0 ayat (2) B.\f.)
- janji asuransi (Pasal 297 B.W)

Dalam akta hipotik dilarang memuat klausula mihk beding sepefii
tersebut dalam Pasal 1178 ayat(1..) B.\07., yang antara lain rnenl.atakan
segala janji dengan mana kreditor dikuasakan rnemiliki benda yang
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diberikan,@alam hipoti k adalah batal. Halini pu n dica ntumkan dalam
Pasal 1.2 UUHT yang menyatakan janji yang memberikan kewena-
ngan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek
Hak Tanggungan apablla debitor cidera janji, batal demi hukum.
Sedang penjelasanny^ nrcny^takan ketentuan ini diadakan dalam
rangka rnelindungi kepentingan debitor dari pemberi Hak Tanggu-
ngan lainnya, terutama jika nilai obyek Hak Tanggungan melebihi
besamya utang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang
sercara sefta merta menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan, karena
debitor cidera janji. 's7alaupun demikian tidaklah dilarang bagi peme-
gang Hak Tanggungan untuk menjai pembeli obyek Hak Tanggungan
asalkan melalui prosedur yang diarur dalam Undang-Undang Hak
Tanggungan.

Setelah mengetahui ciri-ciri Hak Tanggungan, fungsi pen-
daftaran Hak Tanggungan dan kedudukan krediror penegang Hak
Tanggungan serta janji-janji yang tersurat dalam APHT, rerasa bahwa
Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan. Sebagai lemabaga
jaminan yang mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan sifat hak
kebendaan, maka Hak Tanggungan diharapkan sebagai lembaga
jaminan Hak Tanggungan yang mampu melindungi para pihak dan
lernbaga tersebut sehingga diharapkan kedudukan danaperkreditan
yangdidukung oleh lembaga jaminan Hak Tanggungan sebagaimana
yang diatur dalam UUHT, dapat.mewujudkan peikembangan pem-
bangunan ekonomi yang sebagaib:agiandari pembangunan nasional.

e. Prinsip Publisitas

Terhadap Hak Tanggungan berlaku asas publisitas atas asas
keterbukaan. Hal ini ditentukan dalampasall3 UUHT. Menurut pasal

13 UUHT itu, pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada
Kantor Pertanahan. Pendaftaran pemberian Hak Tanggungan

'merupakan syarat mutalk untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut
dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga (penjelasan
Pasal'1.3 ay^t (1) UUHT).

Tidak adil bagi pihak ketiga untuk terkait dengan pembebanan
suatu Hak Tanggungan atas suatu obyek Hak Tanggungan apablla

48 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.. M.H.
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pihak ketiga tidak dimungkinkan untuk mengetahui tentang

lrcnrbebanan Hak Tanggungan itu. Hanya dengan c ra penc t^tar'
lrtau pendaft a:iz.;n yangterbuka bagi umum yang memungkinkan pihak
ketiga dapat mengetahui tentang adanya pembebanan HakTanggungan
atas suatu hak atas tznah.

Asas publisitas ini juga merupakan asas hipotik sebagaimana

ternyata dalam Pasal1.179 B.$7. menurut Pasal tersebut, pembukuan
lripotik harus dilakukan dalam register-register umum yangf memang
khusus disediakan untuk itu. Jika pembukuan demikian tidak dilaku-
kan Hipotik yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan terhadap
kreditor-kreditor preferen (yang tidak dijamin dengan hipotik).55

Untuk mencapai tujuan kepastian hukum, maka dalam UUPA

bellaku prisnip, pendaftaran semua hak-hak atas tanah. Untuk itu
clikantor pertanahan setempat disediakan buku tanah yang mencatat

tanah-tanah yang didaftar. Karena pekerjaan tersebut merupakan
pekerjaan yang sangat besar, maka pelaks naannya dilakukan dengan

cara bertahap. Selanjutnya dilakukan tata usaha pendaftaran tanah,

sehingga perkembangan dari tanah-tanah yang sudah didaftarkan
akan clipantau terus dalam buku tanah yang bersangkutan. Setiap

penrbahan yang penting mengenai tanab yang bersangkutan akan

clicatat dalam buku tanah, maka dengan melihat buku tanah, diharap-
lian orang dapat tahu riwayattanah yang bersangkutan. Selanjutnya
perlu clikernukakan, bahwa pendaftaran tanah menurut U{.JPd

menganut asas publisitas dan spesialitas.s6

Pada mulanya terhad^p asas-asas tersebut akan dijabarkan
lebih lanjut pada uraian berikutnya pada sub bab ini. Lembaga pen-
daftaran pertana sekali dikenal di Mesir dan kemudian berkembang
ke negara Barat (Perancis tahun 1790, Nederland tahun 1811). Istilah
kadaster berasal dari bahasa latin "Catalil', yang dalan bahasa

Perancis disebut "Cadastef'. Kadaster berarti suatu daftar yang me-
lukiskan semua persil tanah yangada dalam suatu daerah berdasarkan
pernetaan dan pengukuran yang cennat.

tt lbid., hal 43_44
tr ;. Satrio, Hukum taminan, Itrak larninan Kebendaan, Ifak Tanggtmgan,

Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002: Hal 43
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Semula tuiuan pendaftaran adalah untuk kepentingan paiak
(fiskate kadaster) akan tetapi kemudian ditujukan juga untuk kepastian

hak-hak atas tanah (recbts kadaster). Oleh karena syarat-syar^t yang

diperlukan untuk recbtskad.aster berlainan dengan fiskale kadaster,

rnaka pendaftaran untuk dua jenis kebutuhan ini lalu dipisahkan.

Untuk menjamin kepastian hukurn oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal

79 ayat (1) UUPA). Pendaftaran tersebut meliputi: Pengukuran Per-
petaan clan pembukuan tanah, Pendaftaran hak-hak atas tanah dan

peralihan hak-hak tersebut, Pemberian surat-surat tanda buku hak

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. di dalam PP Nomor

tO/196I diuraikan lebih lanjut bahwa yang didaftar itu adalah hak,

peralihan hak dan penghapusannya serta Pencatatan beban-beban

aras hak dalam daftar buku tanah (Buku III).57 Sekarang PP Nomor
70/1961' telah diganti dengan PP Nomor 24/1'997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Gerhard Larssonts dalam bukunya " Land Registration and
Cadastral Systenl' menguraikan tentang kadaster sebagai berikut:

" Cadastre is a methodically arran'ged ptt'blic inuentory of data
on tbe propetties uritbin a certain country or district based on
a sulaey of tbeir bottnda4es; su.cb properties are systentatically
id.entified by means of sonte separate designation. The ou'tlines

of the property and tbe parcel iden'tffier are n'onltally shouttt

on large-scale mapS'.

Dalam buku Land Adntinisffation. Gttidelines yang ditulis Ecortotrtic

Conunision of Ettrope terdapat pengertian kadaster sebagai berikut:

" A Cadastre is similar to land rggister in tbat it corttains a set of
records about land. Cadastres are based eitber on tbe pro-

57 Maiam Darus Badrulzamln, Mencari Sistent Huktt'm Benda Nasional,

Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Aft-rmni Bandung

> /->6
59 Gerhard Larsson, Land Registration and Cttlhtral Systent, Longman Group

United Kingdom, Malaysia 7995, hal. 16
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prietary land parcel, utbisb is the area defined by oun'ercbip;

or on. taxa.ble area of land uhicb nruy be dffirent front' tbe

extend of Lubat is oumed; or on areas clefirted by land ttse ratber
tban by land ownersbip Caclastres nray sltpport either of
propqrty Ngbts, or the taxatiott of land, or recording of lands
tse. 7he cadastre is an irqformation systent cansisting of tutct

parts: a series of 'nmps or plar?s sboutittg the size ancl locatiot't
of all land parceb togetber uitb text records tbat describe the

attribu.tes of the land'5e

Menurut kamus hukum yang disusun oleh Prof. R. Subekti clan R

Tjitrosoedibyotu, pengertian kadaster adalah:

"Pendaftaran tanab, sttatu. lembaga yang ditttgaskan nrcnye'
lenggarakan pendaftaran tanab dengan ntakvrd tt'ntuk
n rcnetapkan. identifikasi tiapliap potongan tan ab (pers tl) dat t

nrcncatat tiap-tiap pergantian pent'ilik (pent'ind'ahan Hale

Milik), begiru pla bak-bak kebertdaan yan'g nrcntbebani tatnl.t-
tanah itu, seperti bipotik, pengabdiantanab dan lainJain;!rya
hak-bak laebendaan lainnya atas tanab; gtt'na bangtr.nan,
guna u,saba dan lain-lain".

Kadaster merupakan suatu rekamanyang menunjukkan letak,

luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tz.nah. Kadaster

nrerupakan alatyang tepat yang memberikan uraian dan identifikasi

dari lahan tersebut clan sebagai rekanan yang berkcsinambungan
dari lrak atas tanah. Disebabkan oleh perkembangan perekonomian

yang pesat dan banyaknya tanah yang tersamgkut dalam kegiatan
ekononi, misalnya jual beli, sewa rnenyewa, pembebanan hipotik
atas tanah yang dijadikan jarninan karena adanya pemberian kredit,

rnaka oleh penbuat UUPA dianggap perlu adanyaiaminan kepastian

hukum dan kepastian hak dalam bidang agraria. Oleh karena itu
fungsi pendaftaran tanah sangat penting demi dan untuk kepastian

5e Economic Coinmission for Europe, Land Administration Guidelines
Geneva: United Nations, 7996, hal. 4

6o Subekti, Tjitrosoedibjo , Kamus Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta 1969,

ltal. o)
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lrukum, terhadap hak-hak tanah, perhatian ataupun untuk menguatkan

status tanah sebagai hak kebendaan yang dapat dibebani tanah-
tanah tersebut.

Kepastian tentang obyek tanah apablla telah didaftarkan
tersebut sangat berguna bagi masyarakat pengguna khususnya yang
berkaitan dengan kepemilikan ataupun ryanakalatanah tersebut akan
dijanrinkan. Pendaftaran hak-hak 

^tas 
tan h dilakukan dengan

mencatat secara rinci identitas subyek pemilik dan obyek haknya,
ternrasuk cara perolehannya, riwayat peralihan dan pembebanan
haknya serta royanya. Kenudian obyek juga disebutkan jenis haknya,

Iamanya/umur haknya dan dalam daftar surat ukur digambarkan
secara rinci luas dan batas-batasny^. Kesemuanya itutidak dapat
dilepaskan dari upaya UUPA untuk memberikan kepastian hukum
atas hak-hak atas tanah. Prinsip seperti itu rnestinya mempunyai
efeknya pada pelaksan ln pendaftaran Hak Tanggungan.6r Bahkan
menuftit UUPA io PP Nomor 10 tahun 1961 fungsi pendaftaran tanah,
yaitu: menciptakan alat bukti yang kuat (Pasal '1,),2J ayat (2), pasal

32 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA bagi umum; menciptakan
kepastian hukum.62 Sedangkan PP Nomor 10 Tahun 7967 telah diganti
dengan PP Nomor 24Tahun 1997 yang dalam Pasal3 PP Nomor 24

Talrun 1997, tentang Pendaftaran tanah secara jelas menyebutkan
bahwa pendaftaran tanah bertujuan:

" (1) t tntu k n rc ntberilaan kepastian b u.kt t nt. dan pedin dt t ngan
kepada pemegarxg bak atas suaht, bidang tanah, sailnn
m.ntab v inu.n dan h ak-h ak lain yang terdaftar agar dengan
ntudab dapat menthr,htikan dirinya sebagai pemegang bak
yang bersangku'tan;

(2) unhrk'nrenjted,iakan infommsi kepada pibak-pibak yang
berhqemingat't terntastk Pemerintab agar dengan mtrdab
dapatntemperoleb data yang diperltftan dalant. nte-
ngadakan perhtatan btr.launt mengenai bidang-bidang
tanab dnn sah mn-satt.mn n t ntab sltslt,n yang suda,b terdafian,

(3) u,nhr.k terselengaranya tertib adnilnistrasi pertanaban;'

6t;, Satrio, op cit.,h^|. 43
62 Mariam Dalus Badrulzaman, op cit, hal. 67
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Salah satu perwujudan pemberian kepastian hukurn, sebagai-
lurrna yang disebutkan dalam bagian menimbang pacla pembukaan
t IUHT, adalah adanya kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan se-

lr:rgai perwujudan dari asas publisitas, walaupun prinsip yang sama
jrrga sudah diterapkan pada hipotik.63 Oleh karena itu di daftarkan-
rrya pemberian rnerupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tang-
gungan tersebut dan rnengikat Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.

Pada tahap pemberian Hak Tanggungan oleh pemberi Hak
'l'anggungan kepacla kreditor, Hak Tanggungan yang bersangkutan
l>elum lahir Hak Tanggungan itu baru lahir pada saat dibukukannya
<lalarn daftar ulnum di Kantor Pertanahan. Saat tersebut bukan saja

rrrenentukan kedudukannya yang diutamakan terhadap kreditor-kre-
clitor lainnya yang juga pemegang Hak Tanggungan, dengan tanah
yang sam sebagai jantinannya. Oleh karena kepastian mengenai
saat didaft^rny^ Hak Tanggungan tersebut adalah sangat penting
l>agi kreditor. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan pem-
l;erian kepastian hukum, sebagaimana yang disebutkan clalambagia
rneninrbang pada pembukaan UUHT, yakni adanya kewajiban pen-
claftaran Hak Tanggungan sebagai perwujudan dari asas publisitas.
Walaupun prinsip tersebut juga diterapkan pada hipotik, nanun
ada perbedaanny^ dengan Hak Tanggungan. Perbendaannya clalarn

UUHT ditetapkan batas waktu pelaksanaan pendaftaran tersebut,
ykni paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatang n^fl APHT:
Kewajiban pendaftaran pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

yangapabiladilanggarakanrnenimbulkanakibathukurn:administratif
sebagaiman^ y^ng disebutkan dalarn Pasal23 UUHT.

Pendaftaran sebagaim^n y^ng dimaksud dalam Pasal 13

UUHT menegaskan pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan
pada Kantor Pertanahan. Oleh karena itu didaftarkannya pernberian
Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan merupakan syarat mutlak
untuk adanya Hak Tanggungan yang member kedudukan yang di-
utamakan bagi kreditor tadi, maka ditentukan pula bahwa Akta Pem-
berian Hak Tanggungan pemegang Hak Tanggungan dan sekaligus

63;. Satrio, Hukum Pelikatan, Pelikatan
Aditya Bakti, Bandung 2001, hal. 303-304.

Yang Lahir Dari Pelaniian, Citla
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mengikatny a Hak Tanggungan tersebut terhadap pihak ketiga. Untuk
memperoleh kepastian mengenai kedudukan yang diutanakan bagi
kreditor tadi, maka ditentukan pula bahwa Akta Pemberian Hak
Tanggungan yang bersangkutan beserta warkah lainyang diperlukan
bagi pendaftarannya, wajib dikirirnkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah kepada Kantor Pertanahan selambatlarnbatnya 7 (tujuh) hari
ke rj a setelah penandat angananAkta Pemberian Hak Tanggungannya.

Dengan pengiriman oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, berarti
warkah dan akta lain yang diperlukan itu disampaikan ke Kantor
Pertanahan melalui petugasnya atau dikirirn melalui pos tercatat.

Untuk itu Pejabatr Pembuat Akta Tanah wajib menggunak^n c ra
yang paling baik dan anan dengan mernperhatikan kondisi daerah

dan fasilitas yang ada, serta selalu berpedoman pada tujuan untuk
clidaftarnya Hak Tanggungan itu secepat rnungkin. Pejabat Pembuat

Akta Tanah wajib melaksanakan ketentuan ini karena jabatannya.

Sanksi atas pelangg rannya akan ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Ketentuan tersebut menuntut kesigapan setiap Pejabat
Pembuat Akta Tanah agar jangan lalai memenuhi ketentuan tersebut.

Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud diatas,

dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan buku tanah
Hak Tanggungan dan mencatatny^ dalam buku tanah hak atas tanah
yang nrenjadi obyek Hak Tanggungan serta menyah catatan tersebut

pada sertifikat ahak atas tanah yang bersangkutan. Agar pembuatan
buku tanah Hak Tanggungan tersebut tidak berlarut-larut sehingga

dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan mengurangi
jaminan kepastian hukum, maka UUHT menetapkan satu tanggal
yang pasti sebagai tanggal buku tanah itu, yaitu tanggal hari ketujuh
dihitung dari hari dipenuhinya percyaratan berupa surat-surat untuk
pendaftaranny^ secar^ lengkap dan jika hari ketujuh itu jatuh pada

hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi tanggal hari kerja
berikutnya. Dengan demikian Kantor Pertanahan berkewajiban untuk
memeriksa memberitahukan mengenai kekurangan surat-surat yang
diperlukan bagi pendaftaran Hak Tanggungan tersebut selama waktu
7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerimaan.
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Pada Pasal 73 ayat (4) UUHT dengan jelas mengatakan, bahwa
I Iak Tanggungan lahir pada hari tanggalbuku tanah. Hak tanggungan,
<lan syarat kewenangan nrengalnbil tindakan pemilikan atas persil
janrinan harus ada pada saat penda ftaran. Narnun sekali lagi,
berdasarkan prinsip uuHT, yang mall me'rberikan perlindungan
Ituku kepada para pihak - i.c. kreditor penegang Hak Tanggungan
- denri memberikan kedudukan yang kuat dan kepastian hukum
akan hak-hak para pihak, maka kiranya dapzt menerima penafsiran
luas tindakan "membebankan', seperti tersebut diatase

Menurut pendapat A.p. parlindungan65, barangkali yang dapat
rnenunda pendaftaran Hak Tanggungan tersebut kalau adasanggahan
clari pihak ketiga, ataupun clijatuhkan sita sebelum pendaftaran atau
ditarik kembali oleh kreditor. Dengan sendirinya Hak Tanggungan
itu lahir pada hari tanggal buku tanah Hak ranggungan dibuat oleh
Kantor Pertanahan. sesuai dengan ketentuan itu, jangkauan asas
clroit rJe su.il, hak privil ise (a pea iliar Ngbt) dan hak preferen terhaclap
pihak ketiga diperoleh pada saat didaftarkannya Akta pemberian
Hak Tanggungan itu clalan-r buku tanah di Kantor pertanahan, bukan
pada saat pembuaran Akta pernberian Hak Tanggungan oleh pejabat
Pernbuat Akta Tanah.

pemberian tingkat+ingkatan Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan
sat pendaftarannya, merupakan konsekuensi logis daripadasifat Hak
Kebendaan, yang nengatakan, bahwa hak kebendaan yang lahtr
lebilr dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dartpacla
yang lalrir kemudian,66 oleh sebab itu fungsi pendaftaran Hak
Tanggungan sebagai berikut:

6a 
1. Satrio, op cit., hal. 14)

6i A.P. Parlindungan, op cit., l:r'l. 55
oo J. Sarrio, op cit., hal. 204
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1. untuk membuktikan saat lahirnya dan mengikatnya Hak
Tanggungan terhadap para pihak dan pihak ketiga;

untuk menciptakan alat bukti adanya hak bagi yang berhak/
berwenang, bahwa tanah tersebut telah dibebankan clengan
Hak Tanggungan;

Hak Tanggungan yang lahir lebih dahulu merupakan ke-
dudukan yang lebih tinggi daripada yang lahir kemudian;

untuk menciptakan kepastian hukum bagi kreditor bahwa
manakala debitor cidera janji, naka kreditor mendapatkan
hak preferen sehingga mendahului dari kreditor-kreditor yang
lain.

untuk menciptakan perlindungan hukum bagi kreclitor
terhadap gangguan pihak ketiga. Dan

6. apabila Akta Pemberian Hak Tanggungan itu didaftarkan
dalan-r register unum, maka janji yang terdapat dalam Akta
Pembebanan Hak Tanggungan mempunyai daya berlaku
kebendaandan juga berkekuatan terhadap seorang pemegang/
pemilik baru.

Melihat fungsi pendaftaran F{ak Tanggungan tersebut diatas
melarnbangkan bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan rnen-
dapatkan perlindungan serta kepastian hukum bahwa tanah yang
dijaminkan oleir pemberi jaminan kepacla pemegang jaminan melr-r-

punyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga, serta

merupakan alat bukti bagi pemegang hak bahwa tanah yang telah
dibebankan dengan Hak Tanggungan mempunyai kedudukan yang
lebil-r tinggi daripada yang lahir kemudian. Sehingga pemegang Hak
Tanggungan dijamin dan terjamin oleh hukum. Mengingat UUHT
merupakan peraturan yang mengatur tentang jaminan kebendaan
khususnya jaminan atas tanah, yang didalamnya terkandung prinsip-
prinsip lrukurn jaminan, yang adalah: prinsip absolut/mutiak; prinsip
clroit de vt,id prinsip droit de prefel"ence, prinsip prioritas, dan prinsip
publisitas, maka secara Yuridis UUHT dapat memberikan kepastian
hukum bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan.

2.

3.

4
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_Bab ll, Perjanjia

2./+. Debitor Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Setiap perikatan yang lahir dariperjanjian memuat seperangkat
lr;rli clan kewajiban yang harus dilaksanakan atau clitepati oleh para

;rilrrk dinamakansebagai prestasi. Menepati (nakonting) berarti
rncrrrenuhi isi perjanjian, atau dalam 

^fiiyang 
lebih luas "melunasi"

( I x' I u I ing) pelaksanaa n perjanjian, yaitu rnernenuhi dengan selnpurna
rr'13:rla isi, tujuan dan ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah
rlisetujui oleh para pihak.67 Jika diperhatikan clengan seksama
lrln)Lrsan yang diberikan dalam Pasal 1,234 B.\7. dinyatakan bahwa
"'ltiotp-tiap perilaatan adalab unhtk mentberilean sesuntu, ur"thtla
lx,r'hmt sesuafit, atatt. u?xtuh tidak berbtmt sesltahl', maka dapat dilihat
lr:rfrwa B.W. sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan
1rt'r'ikatan, yang dikelompokan menjadi 3 Qiga) macam, yaitu dalam
lrt'rrtuk kewajiban untuk rnemberikan sesuatu, rnelakukan sesuatu
r l;rn atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Pentingnya penentuan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
lrilrek yang berkewajiban. Kewaliban untuk memberikan sesuatu,
rrrt'lakukan sesuatu danatau tidak untuk melakukan sesuatll tersebut
.lisc'but dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban
l('l'sebut cliatas memiliki 2 (dua) unsur penting. pertama, ber-
lrrrbungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan

lrrr-'stasi tersebut olel'r pihak yang berkewajiban. Kedua, berkaitan
( l('ngan tanggung jawat> pemenuhan kewajiban dari hafta kekayaan

lrilrak yang berkewajiban tersebut, tanpa mernperhatikan siapa yang
Ix'r-kewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya kalau
t lt:bitor tidak memenuhi prestasi, maka dikenal sebagai wanprestasi.

Pengertian wanprestasi atau breach of contract, menurut
Strbekri adalah "Apabila si benftang (debitor) tidala ntelakukan apa
yr.mg diiar{ileannya,,ntaka dikatalean ia melafur,lean "uAnprestctsi",
(trtinya debitor alpa atau, lalai atau ingkar janji atalt ntelangar
1x:riar{ian, bila ia nrclaku.han atau berbuat sesuaht, yang tidak bolelt
t I i I a leu k a nnya"G Sedangkan menu rut Y ahy a Har ahap, yang dinaksud

67 M.YahyaFlanhap, Segi-segi Httku.nt Perjanjian, Alumni Bandr,rng L986,
)(-)

6s Subekti, Hukum Perjat,lian, Intermasa Jakarta 1984, hal. 1



naall KetDaiibatt Yang tidak tqat
k'nrem t,nt't selaYaknYa. Seora'n'g

nt, keadaant uanPresta-s| aPabila

n perianiian telab lalai sebingS4a

Yang ditentukan atau' dalant
I tn.t't s ep atu.tny a/se lay Akny A'" 6e

gertian breacb of contractzdalah:

"Faihre, uitbout legal excuse, to 1rcrfornt, any promi-se utbich

fauor of tbe other party or tbe d by bim' Une-

'antiaoial, distinct and' absoh$e agreentent'"1o

(kegagalanuntuk melaksanak an ianji yang telah diadakan'

iu"6p" disertai alas anyang dapat diterima oleh hukum. Hal

inimencegahpatapihakyangtelahbersepakatuntukne-
nbggalkan kewajiban yang dipersyatatkan, yang telah di-

,ungLu.r secara tertulis dan jelas jika salah satu pihak menolak

nrelaksanakan kesepakatan tersebut)'

\(anprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk
epakati disebabkan debitor tidak
Ias an Yang daPat diterima oleh
tasi yang dilakukan oleh debitor
yaitu: tidak melakukan aPa Y^ng
laksanakan 

^Pa 
y^ng dijanjikannya,

; melakukan 
^pa 

yangdijanjikannya
tu Yang menurut Perjanjian Yang
aPat dikatakan bahwa sama sekali
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tidak memenuhi prestasi; tidak tunai metnenuhi prestasi; terlambat

memenuhi prestasi; keliru menenuhi prestasi. Sejak kapan seorang

clebitor dikatakn wanprestasi. Persoalan ini sangat Penting karena

wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukurn tertentu bagi debitor

yang bersangkutan.

Dalam praktek hukum di masyarakat, untttk menentukan sejak

Iiapan debitor wanprestasi akadang-kadang tidak selalu mudah,

karena kapandebitor harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan

clalam perlanjtan. Dalam perjanjian yang Prestasinya untuk member

sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan

clebitor harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan

prestasi tersebut debitor harus lebih dahulu diberi teguran (scttttntatie

ingebreleestelling) agar debitor memenuhi kewajibannya.

Kelalaian atau kegagalan merupakan suatu situasi yang terjadi

karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya ataLt

rrembiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian rupa (non
perfornmnce), sel-ringga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil

karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang

Lelah disepakati bersama.Karena itu, biasanya ciclem janji dirunuskan
secara aktif dalam arti bahwa ciiclera janjr terjadi jika piliak yang

berkewajiban tidak melaksanakan kewajibanny^ atau secara pasif

ciengan membiarkan keadaan (yangseharusnya dicegah) sebagaimana

yang dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan tertentu.T2 Biasanya

tercerrnin dalam klausula-klausula yang terdapat clalan petianjian

Antara kreditor dengan debitor.

Adapun dimaksud dengan "berada dalam keadaan lalal" adalah

peringatan at^v perny^taan dari kreclitor tentang saat selambatlambat-
nya debitor wajib rnemenuhi prestasi. Apabila saat itu dilampauinya,
rnaka debitor ingkar janji (wanprestasl).73 Dalam hal debitor dinyatakan

clalarn kondisi lalai (ingebreken) diatur dalam Pasal7238 B.\7., yang

isinya "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah

72 Budiono Kusumohamrdioio,Pan'dttart Urttttk Merancan'g Kontrak,
Grasindo Jakarta 2007, bal.70-77

73 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Htlkum Perikatan, Citra Aditya
Bakti Bandung 2001, hal.79
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atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi

perikamnnya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa yang berutang

akan harus dianggap lalai clengan lewatnya waktu yang ditentukan"'

Jadi pernyataan Ialai (ingebrekesteltin@ adalah vpz-y^ hukum
(rechtnr,idde) dengan mana kreditor memberitahukan, nenegurt
nremperingatkan (annmning, so ntrn atie,.ken nin gsgeuinp clebitor saat

selanbatlambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila itu

dilampaui, maka debitor dinyatakan ingkar janji (wanprestasi).74

Akibat tidak dipenuhinya perikatan, kreditor dapat merninta

ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban

gantirugi bagi debitor, maka undang-undang menentukan bahwa

debitor harus terlebili dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai
(ingebrelaestellinp. Lembaga " pernyataanlalai" ini adalah merupakan

trpaya hukum untuk sampai pada suatu fase, dimana debitor dinyata-

kan ingkar j anj i (wa nprestasi).7t Maka peneta pan lalai tidak diperlukan

apabrladalarn perj anj ian ditentukan ueru al ter n ilj re; deb itor mengaku i

bahwa ia dalam keadaan lalai, sehubungan ketentuan penetapan

ialai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk

kepentingan debitor.

Penetapan ialai harus dituangkan dalam bentuk perintah atau

akta yang sejenis dengan itu, demikianlah ketenttan Pasal 1.238

B.\fl. Adapun yang dimaksucl dengan perintah oleh undang-undang

dalanr suatu exploit dari juru sita, yaitu suatu pesan lisan; suatu

salinan daripa"la tulisan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu

oleh juru sita dan diserairkan kepada yang bersangkutan. Dalam

praktek tulisan semacan itu seringkali clisebut explort. Pada pokoknya

penrberitahuan juru sita. Pemberitahuan tersebut hanis ternyata ke-

hendak yang sungguh-sungguh daripada kreditor.T6 Adanya somasi

tersebut, maka menurut hukum bahwa detritor telah dinyatakan wan-

prestasi.

7a H. Mashudi, Mohamad Chidir Ni, Bab-bab Hukum Perikatan (Pengertiatt-

pengefliatl Elemente), Mandar Maiu Bandung 1995, hal. 66
?i Johanes lbrahim, Cross Default 1Cross Collateral, Sebagai upaya

Penyelesaian Kredit Bermasalah, Refika Aditama, Bandung 2004, hal 52' 
..76 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hghtm Perikatan, Binacipta Bandung 1p87,

hal.19'21
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Apabila terjadi wanprestasi, kreditor dapat menuntut ganti
rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentangf
perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam
Pasal 7236 B.\W., yang menetapkan:

Si benr,tang adalah berwajib nrcntberilactn ganti biayct, nrgi
elan bttnga kepada si berpht.tang, apabila ia telab nrcn'tbaua
dirinya dalant kead,aan tid,ak ntantpu unhtle nrcnyerablaan
kebendaannya, atant, telab tidak nteranaat sepahrtnya grtna
'ntenyelanmtkannya"

Sedangkan dalam Pasal 1239 g.W. mengatur tentang
perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau trntuk tidak berbuat
sesuatu, yang menetapkan:

"Tiap-tiapperikatan tmht.k berbtmt seytaht, atArt tnlnrle tidak
berbtr,at sesuAtu, a,pabila si bertr,tang tidak ntententr.lti
keutajibannya, mendapatkalt penyelesaiartnya clalant
keuaj iban n te mberi lean pengantian biaya, n ryi dan bt t nga" .

Berdasarkan Pasal 1236 B.W. dan 7239 B.V. bila debitor
wanprestasi, wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga. Pe-
ngertian rugi (schade) menurut undang-undang, dimaksud adalah
sebagai kerugian nyata (feitelijknadee) yang dapat diduga atatr
cliperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang tinbul akibat
ingkar janji.T Dari beberapa ketentuan tersebut diatas memberikan
perlindungan hukum bagi para pihak sepefii halnya kalau debitor
clianggap wanprestasi rnaka harus acla sornasi sebagai bentuk
lreringatan bahwa debitor dalam keadaan wanprestasi, maksud agar
clebitor segera memenuhi prestasinya, sebaliknya dengan adanya
somasi, debitor ticlak memenuhi prestasinya, rnaka debitor diwajibkan
selain memenuhi prestasinya sebagaimana clalant perihal biaya, rugi
clan keuangan, hal tersebut dimasudkan agat kreditor tidak dirugikan
oleh ulah debitor.

77 Mariam Darus Badrulz m n, op cit ., hal.27
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HUKUM KEPAILITAN
DI INDONESIA

3.1. Dasar Bedakunya Hukum Kepallltan

Bila ditelusuri secara lebih mendasar, bahwa istilah "pailit"
dijumpai didalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin
dan Inggris, dengan istilah yang berbeda-beda. Didalam bahasa
Perancis, istilah "faillitd' artirrya pemogokan atau kemacetan dalam
rnelakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau
macet atau berhenti membayar vt^ngny^ didalam bahasa Perancis
disebut le failit. Untuk 

^rti 
y^ng sama di dalam bahasa Belanda

digunakan istilah failliet. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal
istilah t:faihtrd', dan di dalam bahasa latin dipergunakan istilah
"fallird'.1

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor
yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya

I Zainal Asikin, Hu.ku.m Kepailitan dan Penundaan. Pembayaran
Indone5ia, Edisi Revisi, PT. Rala Grafindo Persada, Jakarta 1994, hal. 24
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c. Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan)

Apabila permohonan Pernyataan pailit yang mengandung

unsur alasan untuk kepentingan umum tidak dipenuhi oleh

kejaksaan, permohonan pernyataan pailit itu harus clitolak'll

Kepentingan ulnum dapat di interpretasikan sebagai kepen-

tingan Urlttgr" dan Negara dan/atat kepentingan masyarakat

luas, misalnYa:

1). Debitor melarikan diri;

2). Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

3). Debitor memPunyai utang kepada BUMN atau Badan

Usaha lain yang menghimpun dana dari masyatakat;

4). Debitor mempunyai utang yang berasal dari Peng-

himpunan dana dari masyarakat luas;

5).Debitortidakberitikadbaikatautidakkooperatifdalam
menyelesaikan masalah utang piutang yang telah iatuh

waktu; atau

6). Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan

kePentingan umum.t2

selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umurn, iuga

lrarusmemenuhiunsur(i)debitormernilikiduaataulebih
kreditor yang nemPunyai utang dan telah jatuh waktu dan

dapatditagih, (ii) tidak ada pihak lain yang mengajukan per-

,noho.r^., pailit (Undang-{Jndang Nomor 1'6 Tahun 2004

tentang Kejaksaan).

d. Bank Indonesia (Pasal 2 ayat(3) Undang-Undang Kepailitan)

Bank Indonesia adalah salah satuny^ y^ng dapat mengajukan

permohonan pailit jika debitornya adalah suatu bank'l3

(Unctang-Unarng Nomor'3 Tahun 2004 tentang Bank

Indonesia).

rr Dalam Penjelasan Pasal t
'2.Jono, Hukum KePailitan,
13 pasal 2 ayat (3) UUK

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

Sinar Grafika , Jdk^rt^ 2007, l:lal t2
2000
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e. Badan Pengawas Pasar Modal

Badan Pengawas Pasar Modal adala satu-satunya yang dapat

mengajukan permohonan pailit jika debitornya adalah
perusahaan efek.

f. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang dapat
mengaiukan permohonan pailit terhadap asuransi, perusahaan

reasuransi, dana pension dan badan usatla milik Negara yang
bergerak dibidang kepentingan putfik.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37'f ahun 2004,

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah
terdapat kepastian mengenai pengertian "kreclitor" sebagairnana

dijelaskan dalam Penjelasan Pasal2 ay^t (7) Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2O04 Tentang Kepailit^n yang menyatakan:

" Yang d:intnksud dmgan "hreditor" dala'm ayat ini adalab baik
lareditor konku.ren, hreditor separatis'ntaxtpun kreditor
preferen. Kbtrus nrcngenai kreditor separatis clan krec'litor
preferen, mereka dapat ntengajulaan permob onan peftlyatctan
pailit tanpa kebilangan hak agunan at6s kebendaan yang
mereka miliki terbadap barta debitor dan. hakrrya ttmtrtk
didabuhr.kan"

Dengan penjelasan dari Pasal 2ayat (1) ctiatas, jeiaslah bahwa Undang-

Undang Kepailitan memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk
inengajukan permohonan pailit kepada debitcr tanpa harus
rnelepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal tersebut tampak lebih
jelas lagi dalam Pasal 138 Undang-Undang Kepailitan, yaitu:

"Kreditot" yang pitfiangnya dijantin dengan gadai, T"arninatt
fidtr,sia, hak tangu,r?gan, hipotile, bak agunan. atas kebendaan
lainnya, at{M yang nremptl,nyai bak yang d'i istimaaakan atas
staht. benda tqt€'ntu, dalam bartapailit d.an dapat nrcntbttkti-
kan babum sebagian pilttangnya tersebu,t kem,u,ngkinan tidqk
akan dapat dihr,nasi dari hmil penju,alan bmda yang'menjadi
agu,ftan, dapat ntenfinta d.ibeNkan hak-hah yang dint'ilihi

lvida Dewi,Amrih Suci. S.H., M.H." r Prof. Dr. Herowati Poesokq S.H.;'M.H.



kreditor kon'ktten atas bagian pi'tt'ta'xg tersebu't' totitpa

n rcngl t, ra ngi b a k t n m t k d'i d' a b t ilt &atx at 6s lsen'tla y ang t n'e t $ a cli

agr lnan ata,s Pit fi angnYa"

Dari paparun diatas tentang siapayangdapat mengajukarr perrnoho-

nan kepaiiitan, dapat clitarik suatu Penlahaman bahn'a Undang-

Undang Kepailitan tidak mernpersoalkan kebangsaan seorang kre-

clitor. Seorang kreditor asing, sebagaimana kreditor Indonesia dapat

mengajukaa'r permohonan kepailitan-ra Untuk diketahui juga bahwa

p", uronnaclvokat yang hany a inemiliki ijin praktek (advokat) menjadi

,u"go, penting, sebat segala permohonan dan Dpay^ laukum yang

bedrlta.t derrgnn kepailiian harus diajukan oleh seorang advokat

kecuatri permohonan sebagaimana cliatur dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang KePailitan.lt

Selanjutnya akibat hukum dari pernnohonan pailit dari pihak

sebagaimana telah diuraika cliatas, hak clan kewajitran si pailit beralih

kepatla kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnya" Akan

tetapi si pailir berhak melatukan tindakan-tindakan atas harta ke-

kayaannya, sepanjang tindakan itu membawa /memberikan ke-

u**ng"rilntaniaat baii boeclelnya. Sebaliknya tindakan yang tidak

mernber.ikan manfaat 
"bagi 

boedel, tidak mengikat boedel tersehrut' 16

Secara umum akibat pemyataan pailit adalah sebagai berikutlT:

1.). Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan

sitaan umum atashatta pihak yang dinyatakan pailit' Menurut

Fasal 2L Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi

seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan

serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama

kepailitan;

2).Kepailitansemata-n]atahanyzmengenaihartapailitdantidak
tnengenai diri pribacli debitor failit' Misalnya seseorang dapat

'n Jerry tloff , Indonesiatt Bankru'ptcy Law, Tafanttsa Jakatta 1999'.hal' 34

tt "pasal 
7 Undang-undang Nomoir j7 t"hun 2004 terttatg Kepailitan dan

Penundaan Kewaiiban Pembayaran Utang
16 tpe A.$veng, dalam Imran Nating, ibid, tral 40

17 Sutan nem| slandeini, dalam Imran Nating, ibid' hal 4Q
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tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia dinyatakan
pailit;

3). Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus
dan menguasai kekaya^nnya yang termasuk harta pailit sefak
hari putusan pailit diucapkan (pasal 24 UUK);

4)- segala perikaran clebitor yang rimbul sesudah putusan pailit
diucapkan, tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali iika
menguntungkan harta pailit (pasal25 UUK);

5). Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan
semua para kreditor dan debitor clan hakim f..rg"*r,
memimpin dan mengawasi pelak sanaan jalannya k.p"ilitr.r,

6). Tuntutan dan gugaran mengenai hak dan kewajiban harta
pailit harus cliajukan oleh atau terhadap kuraror (pasal 26
ayat (7) UUK);

7). Senrua tuntutan 
^tau 

yang bertujuan mendapatkan pelunasan
suatu perikatan dariharta pailit, dan dari harta debitor sendiri
selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya
untuk clicocokkan (pasal 27 UUK);

8). Dengan mernperharikan ketentuan pasal 56, pasal 57 dan
Pasal 58 UUK, kreditor pemegang hak gadai, iaminan fidusia,
hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan
lainnya, dapat rnengeksekusi haknya seolah-olah ticlak ada
kepailitan (Pasal 51. ayat (1) UUK). pihak kreditor yang berhak
menahan barang kepunyaan debitor hingga drbayar tagihan
kreditor rersebur (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk
menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (pasal
61 uuK);

9). Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam
Pasal 55 ayat (7) UUK, dan pihak ketiga unruk menunrur
hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau
kurator, ditangguhkan maksimurn untuk 90 hari setelah
putusan pailit diucapkan (pasal 56 ayat (1) UUK);



Niaga clalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan atau PKPU

padatingkatpertam^clilakukanolehhakirnrnajelis.Dalarrrhalper-
ni^g 

^n,I<etua 
Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai

p"r"k^ru yung acla pada tingk ^t 
perram^ cliperiksa dan diputus oleh

hakim tunggal.

Hakim Pengaclilan Niaga cliangkat nelalui Keputusan Ketua

Mahkamah Agung. Adapun sy^r^tuntuk dapatdiangkat sebagai hakim

Pengadilan Niaga, arfiara lain sebagai berikut:

1. telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan Peradilan

Utnum;

2. mempunyai dedikasi clan menguasai pengetahuan dibidang

masalah-masalah yang menjadi lingkup kewen^ng^n

HUKUMKEPA|L|TAN:KedudukandanHakKreditorSeparatisatasBendaJaminanDebitorPai|it

Pengadilan Niaga;

berwibawa, jujur, dan berkelakuan baik; dan

telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus

sebagai hakim Pada Pengadilan'

Dililrat dari syarat -syarat untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga

sebagaimana relah cliuraikan diatas (khususnya point 1), sudah daptt

clipas=tit<an haruslah hakimkarier. Namun demikian, tefny^ta Undang-

U.ra"ng Kepailitan memberikan peluang dirnungkinkannya a.darrya

llakim. Ad IIoc dengan syarat-syarat sebagai berikut:21

1. memPunyai keahlian;

2. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang

masalah-m asalah yang menjadi lingkup kewenangan Pe-

ngadilan Niaga;

berwibawa, jujur, aclil clan berkelakuan tidak tercela; dan

telah berhasil menyelesaikan.program pelatihan khusus se-

bagai hakim Pada Pengadilan

Berbecla dengan hakim karier, pengangkatan hakin Ad Hoc

tersebut berdasarkariK.p"t""n Presiden atas usul Ketua Mahkamah

Agung ba\k padap.ng,Jilutt tingkat Pertama' kasasi mauPun penin-

Hukum Kepailitan, Sinar Glafika , Jakarta 2007, hal' 85-86
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jar-ran kembali. Dalam rnenjalankan tugasnya, hakirn Pengadilan Niaga

clibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera Pengganti atau

juru sita.

Bagaimanakah hukur-n acan y^ng berlaku paCa Pengaclilarr

Niaga'i "pada prinsipnya" hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan

Niaga aclalah hukum acara perdatayang bedakr: secala unuur, yaitu
Irr-rkum acara perd^ta y'dng berdsarkan HIVR.bg. Dikatakan "paila

prinsipnya", karena perkecualian tersebut ditetapkan dengarr stiattr

perundang-undangan. Khusus untuk perkara-perkera kepa.iliten ipe-

rrundaan pembayatan, tnaka perkecualian-perkecualian teri'iacl::i:

lrr.rkunr 
^c 

r^y^ng berlaku umum, 
^ntara 

lain aclalah sebagai berikut:

1. Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengaclilan

6.

Niaga;

Hakim khusus;

Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, malr

ticlak mau prosedur berperkara dan pembulrtiannya lebih
simpel;

jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tinclakan-

tindakan prosedural;

Ticlak mengenal lembaga Banding, tetapi larrgsung Kasasi

dan Peninjauan Kembali;

Para pil-rak khusus dan eksklusif untuk pernohon pailit
tefientu. Misalnya, hanya Bank Indonesia yang dapat nr,c'-

ngajr.rkan permohonan pailit jika clebitor pailitnya adal:il-r Bank,

atau hanya BAPEPAM yang dapat rnengajukzrn pertnohonan
pailit jika debitor pailitnya adalah perusahaau efek dan lain-

Iain;

7. Aclanya lenbaga hakim pengawas dan kurator;

Prinsip "presumsi mengetahui" (presumption of knowleclge)
dan asas pernbuktian terbalik terhadap pengalihan harta
debitor dalam hal-hal teftentu;

Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang
tertentu; dan

z.

7

4.

6.

c)
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lO.Penggugat wajib diwakili oleh advokat22

Lebih lanjut mengenai prosedur permohonan pailit pada

Pengaclilan Niaga sebagairnana disebutkan dalan Pasal 4 Perpu

Nonror 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa'

1). Permohonan pernyataan parlit dlajukan kepada Pengadilan

melalui Panttera;

2). Paniteta mendaftarkan permohonan Pernyataan pallit pada

tanggal pe rmohona n yang bersangkutan dia j u kan' dan kepada

penroho.'cliberikantandaterin-Iatefiulisyangditandatangani
pa nitera denga tanggalyang -sama dengan tanggal pendaftaran ;

3). Panitera menyampaikan permohonan Pernyataan pailit ke-

pacla Ketua Pengaclilan Niaga dalam iangka waktu paling

lambat 'l' x 24 iam terhitung sejak tanggal pertnohonan

clidaftarkan;

4)'Dajartjangkawaktupalinglarnbat2x24jarnterlritungsejak
tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan' pengadilan

rnetnpelajari perrnohonan clan tnenetapkan hari sidang;

5). Sidang pemeriksa ^1 at^s permohonan pernyataan pailit

cliselenggarakan clalanr jangka u,aktu paling lanrbat 20 (dua-

pululr)hariterhitungsejaktangga|pernrolronandidaftarkan;

6). Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup'

eengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagai-

mana dimaksucl dalarn 
^y^t 

(5) sampai dengan paling lama

25 (dua puluh lirna) hari terhitung sejak tanggal pernohonan

didaftarkan;

7).Permohonanperny^t^^nP^||itterhadapsuatufirnraltarusnre-
nuat nama dan kedian-ran tnasing-masing persero yang secara

. Langgung renteng terikat untqk seluruh utang firma'

Hukurn acara petdata yafig berlaku pada peradilan umum

berlaku juga padaPengadilan Niaga kecuali Undang-Undang menen-

tukan lain (Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)' Dengan

clemikian berarti bahwa HIR dan Rbg tetap berlaku pada Pengadilan

2') lbid, hal 2I-22
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Niaga akan tetapi apablla Undang-Undang Kepailitan rnengatur secara

lebih khusus dari ketentuan-ketentuan HIR dan Rbg yang berlaku
umurr, maka berlakulah asas lex specialist derogate lex generali.

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain benrpa tata cara

perneriksaan, upaya hukum dan kuasa pihak berperkara.2l

Dalam Pasal 300 ayat (I) Undang-Undang Kepailitan secara

regas dinyatakan:

" P e n gadi lat't. s ebagai n t a n a d i n m las u. d d a lant t tn cla n'g-t r.n dang
ini, selain ntenrcrilasa dan ntenutttr pernt'ohotxa?t' pernyata-
an ptilit dan Pemnrclaan Keutajiban Pentbayaran Utang,
benuenang ptr,la nrcnteriksa dan nrcnur.ttls perkara lain di
bidang pentiagaan lang penetdpannya dilaletr'lean dengart
tt.nr)ang-tntdan$'

I{al ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan
;rbsolut untuk memeriksa setiap permohonan Pernyata n pailit dan

Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU), juga ber-wenang

untuk merneriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-
r-rndang.2a

Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga mernpertegas ke-
wenangan Pengadilan Niaga yang terkait clengan perjaniian yang
r.nemuat klausul arbitrase, yaitu pada PasaI 303 Undang-Undang
Kepailitan berbunyi:

" Pengadilan tetap beruenang nrc n'terilesa datz n rcnyelesaikan
perntohonan penryataan pailit dari para pibak yang terikat
perja?Uian yang nrcnntat klatmrl arbitrase, sepaniang ttta?tg
yang ntenjadi dasar perntobortan pentycltaait pailit telab
nrcrnenu.l: i leetenh mn sebagailt mna din nlast d dalattt Pasal 2
ayat ( 1 ) u,ndang-t rnda ng int'

Pasal303 ini memberikan penegasan bahwa meskipun dalam

.suatu perjanjian (utang piutang) mengandung suatu klausul arbitrase,

23 Prawoto 'Vingjosumarto opcit., hal. 104
2a Jono, Htt.kttm Kepailitan, Sinar Grafika J:ikalta 2008 hal. 84
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clapat ditagih."

3"4. Kurator

debitor pailit clengar. Para kreditornya'a

Kurator tnerupakan salah satu pihak yang cukup memegang

peranan dalam PeranannYa

yang besar clan orang claPat

menjacli Pihak sedur untuk

2t lbid., hal. 85
26 Pasal 3Ol ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2004

27 Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004'
2s Ifnran Nating, Peianan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan

dan pemberesan Harta Pailit, PT. RalaGraflndo Persada, Jakatta 2A05' hal 57

HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan

dapat rnenjadi kurator ini oleh Undang-Undang Kepailitan diatur

secara relatif ketat.2e

Dari Pasal 1.5 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, clapat di-

ketalrui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim
pengadilan niaga. Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang
(Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya

mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator
kepada pengadilan niaga. usulan tersebut apakah diterima atau tidak

adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitor, kreditor atau pihak

yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai

pengangkatan kurator, maka sec?t otomatis BalaiHarta Peninggalan
(BHP) dianggkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan

pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan

pernyataarr pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator
(Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).3o

Perlu dicennati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat

pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang di
usulkan oleh debitor atau kreditor. Undang-Undang Kepailitan tidak
mernberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seyogianya

apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang

diusulkan oleh debitor atau kreditor. Alasannya adalah untuk
menghindari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) antara Hakim
dan kurator yang diangkat oleh hakirn, selain ltga agar pengadilan

tidak dicerca apablla ternyata kurator yang bersangkutan dalam

menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak

dengan itikad baik.3t

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang-

Undang Kepailitan yanglama, kewajiban ini secara khusus dilakukan
oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). BalaiHarta Peninggalan adalah

suatu badan khusus dari Departemen Kehakirnan (yang dinamakan
demikian karena ia juga bertanggung jawab mengenai masalah

pengampunan).32 Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kuasa

2e Munir fuady, op cit., hal. 38
30 Jono, op cit., h^l 141.
31 Irnran Nating, op cit.,l'nl. 58-59
)2 lbid, hal 59
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perwakilannya y^frg terletak dalam 1'urisdiksi Pengadilan yang telah

ngnyatakan clebitor pa ilit. Seba g ai11tana dia tu r clalarn Unda ng-Undang

Nonror 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan, maka yang dapat ber-

tindak sebagai kurator sebagaimana diatur dalam PasalT} UUK adalah:

a. Balai Harta Peninggalan; atau

b. Kurator lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal tersebut juga dijelaskan tentang apa

yang climaksud dengan kurator lainnya adalah:

a. orang atau perseorangan yang berdomisili di Indonesia' yang

memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam tangka

firengurus dan atau membereskan hatta pailit; dan

b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Selanjutnya , p fu saat penunjukan kurator, debitor dan kreditor

dapat mengusulkan kepada Pengadilan untuk menunjuk seoranll

kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan

kepentingan. Undang-Undang Kepailitan telah memberikan
penjelasan rentang 

^p^ 
yang dirnaksud dengan independen dan

tidak mempunyai benruran kepentingan sebagai berikut: "BAblttA

kelangstntgan keberadaan lat r.rator tidak tergantu.?Ig pad'a debitor atau

kreditor, dan furrator tidak ntentiliki kepentingan ekonontis yangsam'a

dengan hepentirtgan ekottontis kreditor dan debitof'.33

Kocle Etik Profesi Asosiasi Kurator dan PengurusJ{ menye-

butkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antar^ kurator

atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang

dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung

jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum

menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur

mempertimbangkan dan memastikan bahwa yang bersangkutan3s:

a). merniliki keahlian yang diperlukan;

b). memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk me-

33 Imran Natiflg, oP cit., hal. 63
14 bid, h^l 63
1t lbtd, hal 64
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laksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan

profesional;

Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih

faktor diatas, kurator tersebut wajib nenolak usulan tersebut.

pasal 77 Undang-unclang Kepailitan tentang penggantian kurator

rnenentukan bahwa pengadilan setiap saat dapal mengabulkan usul

penggantian kurator setelah memanggil dan mettdengar y^ng

diusulkan untuk cliganti, dan mengangkat kurator l.ain dan/atau

mengangkat kurator tambahan atas:

a). permohonan kurator sendiri;

b). permohonan kurator lainnya itka ada;

c). usul hakim Pengawas;

cl). perrnintaan debitor pailit.36

Terhadap penuniukan kurator baru Pengadilan harus

rnemberhentikan atau mengangkat kurator atas perminta n 
^tau 

atls

usul kreditor konkuren berclasarkan keputusan rapat kreclitor3T,

dengan persyaratan putusan tersebut harus dianbil berdasarkan suara

setuiu lebih dari seperdua jumlah kuasanya

yang hadir dalan-r rapat dan yan seperclua

jumlah piutang kreditor konkuren dir dalam

raoat tersebuts8.

s Pasal 7l aYat (2) UUK
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Rapat kreditor sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilaksana-

kan jika3e:

a). diwaiibkan oleh Undang-Undang Kepailitan;

b). hakim pengawas menganggap hal itu perlu;

c). diminta oleh panitia
dan

para kreditor berdasarkan alasan kuat;

d). diminta oleh paling sedikit lima orang kreditor yang mewa-
kili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan

syarat.

Adapun masa tugas seorang kurator terhitung sejak tanggal putusan

pailit ditetapkan dan tugas kurator berakhir jika:

1. akur yang telah di homologasikanao dan mempunyai kekuatan

hukum tetap4t;

2. fase insolvensi daftar pembagian terakhir rnempunyai
kekuatan hukum retap42

3. kepailitan dicabut karena boedel sangat sedikit bahkan nihila3

Lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang kurator, Jerry
Hoff rnenyatakan: tujuan kepailitan adalah untuk mernbayar hak
para kreditor yang harusnya nereka peroleh sesuai dengan tingkat

urutan tuntutan merekaaa. Oleh karena itu, kurator harus bertindak
untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dengan tetap
mernperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan itu
sama sekali tidak boleh cliabaikan. Untuk melaksanakan tugas dan

kewenangannya, kurator perlu memilah kewenang^n yang
dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan45.

'Wewenang Kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan

yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya.

3e Lihat Pasal 90 UUK
ao Tercapai Perdamaian
ar Pasal 166 ayar (1) UUK
a2 Pasal 202 ayat (1) UUK
{3 Pasal 18 ayat (1) UUK
on J"try Hoff, dalam Imlan Nating, Ibid, hal 71
45 Lihat Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUK
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\X/ewenang selalu terkait clengan tugas (kewajlban) yang dibebankan
terhadap seseorang. Pemberian wewenang irarus sesuai clengan tugas

yang dibebankan. Secara umum, kurator memPunyai wewenang
untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas

hafta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap
putlrsan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Fasal 16

ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).a6 Kewenangan tintuk melak-

sanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailtt ada pada

kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum
lrehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yang dimaksukkan dalam kepailitan.aT

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu
melakukan pengllrusan dan pemberesan harta pailit; Oleh karena

itu, kurator juga mernpunyai tanggung jawab yang cukup berat atas

pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala

prerbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator clalam melakukan
pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke
keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Apabila dirinci
tentang kewenangan, tugas, tanggung jawab, serta kewajiban dan
l"rak kurator yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan antara lain
sebagai berikut:

L. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan

dat/atat pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). Tugas

ini sudah dapzt dijalankannya, sejak tanggal putusan Pemya-
taan pailit dijatuhkan. Meskipun Putusan tersebut belum in
kracbt,yakni meskipun terhadap putusan tersebut rnasih diaju-
kan kasasi dan/atat peninjauan kembali (Pasal t6 ayat (I).

2. Seorang kuratoryang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan

putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri
sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).

3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak
ketiga dengan sy^nt bahwa pengambilan pinjaman tersebut

semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit

a6 Jono, op cit., hal. 58-59
ai Pasal 24 rJndang-Undang Kepailitan

ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. 83



HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor atas Benda laminan Debitor Pailit

4.

(Pasal 69 ayat (2)).

Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan

persetujuan Hakirn Pengawas, pihak kurator berwenang pula

untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai

dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).

Kurator dapat menghadSp pengadilan dengan siizin hakim
pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Fasal 69 ayat (9).

Kewenanga n yangdimaksud dalam Pasal 36 (pe4anjian timbal

balik).

Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis

secelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator

menjual barang bergerak dalam tnasa sta'y (I'asal (56 ayat
(3)): Ataupun men-rbebaskan barang agurnan dengan
mernbayar kepada hreditor separatis yang bersangkutan jumlah

terkecil antar harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin

dengan barang aglinan tersebut (Pasal 59 ayat (3D.

Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan

paitit ( atas persetujuan panitia lrreditor atau hakim pengawas

fika tidak ada pa.nitia kreditor) walaupun terhadap putusan

pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan

kembali (Pasal 104).1

9" Kurator berwenang untuk mangalihkan harta pailit sebelum

verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 1'O7 ayat
(1)).

10" Kewenangan untuk s-renerima ata!.l menolak perrnohonan

pihak kreclitor atau pihak ketiga untuk mengangkat penang-

guhan atau nnenqubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan

hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya
(Pasal 57 ayat (2)).

11. Mernbuat uraian mengenai

1.2. Vlencocokan piutang dan
ju.ncto Fasal tr17).

L3.I4elaksankan pembayaran kepada kreditor dalam proses

pemberesan (Pasal 201.).

5.

6.

7.

B.

harta pailit (Pasal 100).

rnembuat daftar piutang (Pasl LL5
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14. Melakukan tuntutan berdasarkan prz,n t^ hukum actiopaulina
(Pasal 4l Jrtt'tcto 47 ayat (1)) atau tindakan pembatalan lainnya
(Pasal 45 Ju.nctoPasal 47 ayat (1.)).

15. Membebaskan barang yang menjadi agunan clengan membayar
kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antar^
harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin
dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat(3D.

16.Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam
putusan penyata n pailit oleh hakim yang berdasarkan pada
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal

75 ju,ncto Pasal76),

L7. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelailaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan
dan/atav pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit (Pasal 72).

18. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan
kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak boleh
sekaligus memegang lebih dari 3 Glga) kasus kepailitan/PKPU
(Pasal 1,5 ayat (3)).

19. Kewajiban menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada
hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan
pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).

20. Apabila telah ditetapkan hari pelelanganny^, pelelangan
dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa
dari hakim pengawas (Pasal 33).

2L.Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal

3B). Sewa-menyewa yang dapat dihentikan karena debitor
dinyatakan pailit adalah jika debitor pailit tersebut menyewa
suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini, baik kurator
ataupun pihak yang menyewakan barangnya sana-sama dapat
memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Untuk hal
tersebut Undang-undang mensyaratkan agar dilakukan suatu
pemberitahuan pengakhiran sesra (notice), dengan jangka
waktu sebagai berikut:
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Jangka waktu dilihat pada kebiasaan setempat, dan

Jangka waktu dilihat pada pengaturannya dalam kontrak,

atav

c. Jangka waktu dilihat padakelaziman untuk kontrak seperti

itu, atau;

d. setidak-tidaknya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

dianggap sudah cukup.

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa dimuka, sewa-

menyewa tersebut tictak dapat diakhiri sampai dengan
berkahirnya jumlah uang sewa yang dibayar dimuka tersebut.

Sejak pernyataan pallit, segala uang sewa yang harus dibayar

oleh debitor merupakan hutang harta pailit (estate debt). Llhat
Pasal 38 

^y^t 
(4) Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan sewa-menyewa di atas berlaku iikayang menyewa

barang tersebut adalah debitor pailit. Namun, jika debitor
pailit justru sebagai pihak yang menyewakan barangnya,tidak
ada pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan,
sehingga yang berlaku adalah kontrak yang bersangkutan
dan pengaturan sewa-menyewa pada umumnya.

22. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja denga n karyawan
(Pasal 3D. Jika setelah diputusakan pernyataan pailit, ada

karyawan yang berkerja pada debitor pailit, baik karyawan
maupun kurator sama-salna berhak untuk memutuskan
hubungan kerja. Namun demikian, untuk Pemutusan hubungan

kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice)

dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:

b.

Jangka waktu Pemberitahuan PHK yang sesuai dengan
perjanjian kerja, atau

J angka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, ata.u

c. Dapat di-PHK dengan pemberitahuan minimal dalam
jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

a.
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Disamping itu, sama dengan uang sewa yang belum dibayar,
naka sejak dinyatakandebitor pailit, upah karyawan dianggap

hutang harta pallit (estate debt), sebagaimana diatur clalam

Pasal39 
^yat 

(2) Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan tentang PHK seperti tersebut diatas hanya berlaku
jika pihak karyawan yang berkeqa pada debitor pailit. Jika
debitor pallit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak
ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang
kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya
berlaku perlanjian kerja dan perundang-undangan dibidang
ketenaga kerjaan.

23.Ktrator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan
harta pailit (Pasal 40 ayat (1)).

24.Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakirn
pengawas (Pasal 40 ayat (2)).

25.Barang-Barang Berharga Milik Debitu Pailit Disimpan oleh
kurator. Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan
terlradap barang-barang berharga milik debitor pailit. Karena

itu, kurator berwenang untuk menyirnpannya dengan c ra
yang dianggap paling aman. Misalnya, emas, berlian, atau
surat berharga disimpan oleh kurator dalam safe deposit pada
bank-bank. Akan tetapi, hakim pengawas berwenang pula
untuk menentukan c ra-c ra penyimpanan oleh kurator
tersebut, uide Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan.

26.Ktrator berkewajiban menjual harta dalam rangka pemberesan.

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah
satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip Casb is
tbe King. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan
tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan
persetujuan siapa-siapa. Lihat Pasal 164 ayat (7), Pasal t6
ayat (1.), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.
Kecuali dicentukan lain dalam undang-undang, seperti yang
terdapat dalam Pasal 1,07 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan.
Pasal107 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim
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pengawas dalarn hal pengalihan aset debitor pailit untuk

tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelutn insolvensi.as

Selanjutnya untuk membahas tentang kewenangan kurator,

perlu terlebih dahulu dijelaskan definisi wewenang. Adapun

wewenang diartikan sebagai berikut:4e

1. hak dan kekuasaan untuk bertin'dak; kewenangan;

2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan

melimpahkan tanggung iawab kepada orang lain;

3, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan'

Menurut hukum publik, dirumuskan pengertian wewenang sebagai

kekuasaan yuridis dari suatu iabatan. Karena slfat iabatan terletak

dalam hukum publik, ia melahirkan kewenang n publik yaitu

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum publik' Korelatif

dari kekuasaan adalah pertanggung jawabal at^v kekurangan

(tia bi lity). Dengan demikian wewenang merupakan kekuasaan lruridis

clibiclang publik.'rJrewenang iuga dapat diartikan sebagai hak. Menurut

Salmon, hak mempunyai Pengertian sebagai berikut:

1. hak dalam arti semPit;

2. kemerdekaan;

3. kekuasaan;

4. imunitas.

'wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan

yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya.

\Tewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan

terhaclap seseorang. Secara umum' kurator mempunyai wewenang

untuk rnelaksanakan tugas pengurusan dan/atart pemberesan harta

pailit sejak tanggal purusan pailit piucapkan meskipun terhadap

prrt,rrn tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali'5o

a8 Munir Fuady, Hu.kunt Paitit dalam Teori dan Prakteh., Citra Aditya Bakti

Bandung 2@5, hal 44-48
{9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedtra, Cet. ke-4, Tahun 1995,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka
50 Pasal 16 aYat (1) UUK
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Selanjutnya, tentang
hutang tersebut dapat dilihat

kewenangan mengeksekusi jaminan
dalam cliagarant berikut ini.

c D ---------
(kewenangan kurator)

stoy

------- B

{90 hari)

KeteranganDiagram:

++++++ : Kewenangan eksekusi oleh kreditor preferens.

: Kreditor preferens tidak punya kewenang n
eksekusi.

Putusan pailit (tingkat perram ) oleh pengadilan niaga.

M^sa stctyberakhir, yaitu dalam waktu maksimurn 90 (sembilan

pululr hari setelah putusan pengadilan niaga tingkat pertam .

Insolvensi, yakni debitor pailit berada dalam keaclaan tidak
lnampu membayar hutang.

Habisnya masa kewenangan kreditor preferens 2 (dua) bulan
setelah insolvensi. Setelah fase D ini, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. Kreditor preferens tidak berwenang lagi mengeksekusi
hak jaminannya;

Kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator;

Kreditor preferens, meskipun dia akan mendapatkan
seluruh hak-haknya, tetapi mesti menunggu sampai dilaku-
kan pernbagian harta pailit;

Terkena kewajiban pentbzyaran biaya kepailitan secara

proporsional.5l

tt lbid., hal. 104
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KREDITOR SEPARATIS
MENURUT HUKUM JAMINAN

DAN HUKUM KEPAILITi\N

4. L.Makna Kreditor Separatis

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Aulis
Aarnio menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-
maknar, menentukan rnakna dari sesuatu adalah menginterpretasikan
sesuatu itu. Dengan demikian memaparkan aturan hukum adalah
menafsirkan atauran hukum. Pada pernaparan hukum yang terjadi
adalah kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin.

Kegiatan rnenetapkan isi aturan hukum, artinya rnenetapkan

^pa 
y^ng menjadi akedah hukumnya, pada dasarnya adalah me-

mmuskan hipotesis tentang makna aturan hukurn atau teks undang-
undang. Karena itu, pemaparan aturan hukum akan sangat tergantung

' Aulis Aarnio, A Hermeneu.tikApproach In Legal Tbeory, dalam Pbilosopbial
perspectiue In. Jir.risprudence, Helsinki, 1983 hal. 64, dalam Benald Arief Sidharta,
Refleksi Tentang Stnr.ktu.r llmu. Httkum, Mandar Maju Bandung 1999, hal. 149.
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pacla teori interpretasi yang clianr'rt ilmuwan hukun' Penggunaan

teoriinterpretasiini.l"p,t-m"nglrasilkanlebil-rclarisatuhipotesis
tentang tnakna aturan tttttt'''n-t yang clitelaah' Maka ilmtrwan hukum

clalam kerangka teori interpretasi yang clianutnya akan terus rnernilih

clari berbagai makna aturan hukum yang nungkin itu,, satu makna

yang paling optinal clengan tnempertimbangkan berbagai faktor

lain.

Demikian pula hukum mengandung suatu teg^ngafi antara

idea l-rukum pacla satu sisi clan bentuknya pada sisi lainnya' Dapat

dikatakan iuga bahwa pacla suatu sisi terdapat idea hukum dan pada

sisi lain Perunclang-"tttlo"g", peraililan' Negara (instn tnrcrttarh mt

ytticlLs)dandenganbantuansat^na(instnmrcn'tctrht'nr')tersebtrtidea
hukum harus (clapat) diwujudkan' Ini mengandung arti bahwa hukum

positif itu adalarr ,"r,-r^,.,'yu.rg rebih ketimbang ^p^ 
yang terdapat

clalamundang-undangatalvonis-vonis(arrest).Geja|a-geialaini
adalah ungkapan (pJrwujudan) clan suatu 2sas pra-positif (diatas

atau tnenclahului yang positif)'

Dari asas itulah hukurn positif itu mem'peroleh "makna

hukum"nya2. Untuk memaknai Hak Separatis' maka peneliti perlu

mengetahui "ru, 
pt" positif yang terkanclung dalam kedudukan clan

kewenangan kreditoi dalam Hukum Jaminan dan Undang-Undang

Kepailitan agar Narnpak kepastian hukum hak kreclitor yang

rnendaPatkan hak seParats'

Hukurnjaminannrengenalistilalr..kreditorseparatis'',dikata-
kan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kecluclukan

kreclitor tersebut .ttJ'rr^"g clipisahkan dari kreditor lainnya' dalam

arlikreclitorc|apatmenjualsencliridantnengarrrbilsendiriclarilrasil
penjualan, yang terp$ah dengan-harta pailit pada umumnya'3 Menumt

Kamus Hukum ,"int"'i' dlrtikan Uatrwa "dalam hal adanya ke-

pailitan ada penagii, y^rrg berhak mendahului menagih piutangnya"a.

HUKUM KEPAILITAN: KC

2 Meuwissen, Teori Hufuntt'

2 Lpril t994, hil. 24

Maialah Hukum PtoJustitia, Tahltn Nomol

Belanda
3 hid., hal. 99
aYinPramadyaPuspa,KamusHukumEdisilengkapBahasa

Indonbsia, Inggris, CV' Aneka' Ilmu' Semalang 1977' ha|' 7 67

- D-^. h. llarawari Poesoko. S.H" M.H.
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Selanjutnya menurut Setiawan, hak separatis adalah: "hak yang diberi-

kan oleh hukum kepada kreditor pemegang l-rak jaminan, bahwa

barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak

agunan) tidak termasuk harta pailit"t. Sedangkan menurut Elljana

"kreditor separatis adalahkreditor yang tidak terkena akibat kepailitan,

^rtinya 
para kreditor separatis tetap dapat rnelaksanakan hakhak

eksekusinya meskipun debitor nya telah dinyatakan pailit.6 Karena

hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor

pemegang jaminan, bahwa barangjaminan (agunan) yang dibebani

hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailitT tentunya

bertuiuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor nnnakala
debitor pailit.

Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah

kreditor yang meniliki jarninan hutang kebendaan (tJak Jaminan),
seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-

lain (Pasal 55 Undang-undang Nomor 34 Tahu,n 2007 tentang

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang). Kreditor dengan
jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang (seperti garansi ter-

masuk garansi bank) bukan merupakan kreditor sepraratis.8 Pema-

haman yang dimasudkan dengan hak kreditor separatis adalah hak

yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan

untuk tetap clapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun

debitor telah dinyatak pailit. Sedangkan menurut Sri Soedewi; Hak

Kreditor separatis para penegang gadai dan pemegang hipotik dapat

rnelaksanakan haknya dengan cepatlmudah, tidak terPengaruh de-

ngan adanya kepailitan.e Kekuatan hak kreditor separatis pada hak

5 Setiawan, Hak Tanggungan dan MAsalah Eksekusinya, Varia Peradilan,
Majalah Hukum Tahun XI Nortor 131, Agustus 1977

6 Elilana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar

UU Kepailitan di Jakartta, Juni 1998.
7 Setiawan, Kepailitan: Konsep-Konsep dasar sefia Pengertiannya, Varia

Peradilan Nomor 756 bal. 98-99
s Mtrnir Fuady, oP cit., hal. 99
2 Sri Soedewi Masjshoen Sofwan, l-rukum Jaminan di Indonesia Pokok-

Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peroranlan, Liber'ry, Yogyakarta 1980, hal.
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gadaidan hak hipotik n-lenurut B.W. dapat dimaknai sebagai kreditor
yang terkuat dan cliutarnakan dari kreditor lainnya, apablla diantara
pira berpiutangnya itu acla alasan-alasan yang sah untuk diclahulukan.
Selanjutnya pengaturan tersebut dipefiegas clengan pengaturan pada
Pasal 1734 B.V yang dinyatakan sebagai berikut:

" Hak istintanta ialalt bak yotng oleblr,ndang-tr,ndang diberikan
kepada seorang be?phrtang sebinga tingkatnya lebib tingi
danpada orang betpir tta.ng lainnya, sefflata-mata berdctsarkan
stfat pntangnya. Gadai d,an Hipotik ad.alab lebih tinggi
daripada bakl istimeuta, kecuali dalant. hal-hal dintana oleb
r m da ng-r r,ndang ditenh t kanz seba li knya

Pasal 1,'1,34 B.W ini sangat jelas mengatur bahwa adanya sese-

orang yang mempunyai piutang atau dapat disebut dengan kreditor,
yang berdasarkan sifat piutangnya memiliki kedudukannya lebih
tinggi daripadayanglainnya serta lebih tinggi daripada hak istimewa
(bak priutlege).

Tujuan dibentuknya Pasal 1133 B.V. dan 1,734 B.\7. untuk
menjamin kepastian hukum terhadap kreditor yang telah diikat
dengan hak jaminan berupa gadaidan hipotik lebih tinggi dari kreditor
lainnya karena sifat piutangnya. Meskiptn hak priuilege dan hak
yang dipunyai gadai dan hipotik sama-sama mempunyai hak yang
diutamakan, tetapi menurut ketentuan dalarn Undang-Undang (Pasal

7734 B.w) hak gadai clan hak hipotik mempunyai kedudukan yang
di utanrakan dari bak priuilege kecuali undang-undang menentukan
lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para kreditor pemegang
hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang terkuat,
dibandingkan dengan para kreditor konkruen yang kedudukannya
sama dengan kreditor lainnya.

" Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa
hak didahulukan (hak preferen) diberikan kepada kreditor yang
mempunyai hak jarninan kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan
hak di dahulukan dari kreditor konkuren, apablla kreditor tersebut
mempunyai hak jaminan kebendaan dan debitor telah dinyatakan
wanprestasi tlan atau debitor dinyatakan pailit, maka kreditor tersebut

94 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Bab lV: Kreditor Separatis Menurut Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan

dapat rnelaksanakan eksekusinya. Sebagai salah satu pcrwujudan dari
keduclukan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya terbaca dalan-r

Pasal7155 B.W tentang Gadai dan Pasal 1178 B.\f. tentang Hipotik.

Apabila ditelusuri tentang pengaturan hak kreditor separatis

dalam hukurn jaminan diluar B.\7. diatur dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 7996 tentang Hak Tanggungan, yang
dinyatakan: "Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit,
pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak
yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini". Pembuat
Undang-Undang Nomor 4Tahun 1996, memberikan penafsiran oten-
tiknya sebagaimana dalam penjelasan Pasal27 tersebut lnenyatakan
bahwa ketentuan Pasal ini lebih memantapkan kedudukan diutama-
kan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya
akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap otryek hak tang-
gungan serta pemegang hak jaminan berwenang untuk melakukan
segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang.

Selanjutnya terhadap hak kreditor separatis dalam hukum
jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia cliatur pada Pasal 27

^yat 
(3) Undang-Undang Nornor 42 Tahun 7999 tentang jarninan

fidusia, yang dinyatakan sebagai berikut: "hak yang didahulukan
clari penerina fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan clan

atau likuidasi pemberi fidusia". Pada Undang-Undang Nomor 42

Talrun 1.999 tentang Fidusia, pembuat undang-undang memberi
penafsirannya sebagaimana dalarn penjelasan Pasal 27 ayat (J) yang
nrenentukan ketentuan dalam ayatini berhubungan dengan ketentuan
balrwa jarninan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi
pelunasan hutang.

Berdasarkan uraian diatas, makan yang terkandung adalah
pemegang hak jaminan baik itu pemegang hak tanggungan, gadai
dan hipotik dapat nelakukan segala hak yang diperoleh temrasuk
lrak untuk diutarnakan bagi kreditorny^. Aclapun yang dirnaksud
dengan "melaksanakan hak-hak" nya dalarn pasal ini adalah tidak
lain rnelaks anakan penjualan. 10 Sedangkan menurut J.Satrio, kreditor

10 A.S.v. Nierop, dalarnJ.Satrio, HukumJaminan, Hak Jaminan Kebendaan,
Hak Tanggungan, PT. Citra Adirya Bakti, Bandungt998, hal.286.
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dapat melaksanakan hak-haknya dalam Undang-Undang Hak

t".gg.r.tgnn seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan

t"glt'nnkreditorberadadiluarkepailitandanataudiluarsitaanunlunl.
Oieh karenanya kreditor seperti itu clisebut "Kreditor separatis"'''

Bahwa dari berbagaipendapatP^r^ ahli dan betbagai peratur-

an tentang hukum jarninan kebendaan (gadai, hipotik' hak tanggungan

dan fidusia) sebagaim^nz yang terurai diatas' ntaka dapat dipahami

yangdimaksudkandenganhakkreditorseparatisterkandungunsur-
unsur sebagai berikut:

1. Kreditor diberi hak secara ex lege,

2. Hak timbul clari hak jaminan kebendaan;

3. Kreditor memiliki hak jarninan kebendaan;

4. Kreditor mempunyai kedudukan didahulukan

konkuren;

Del'ritor telah dinyatakan pailit;

Kreclitor tidak terkena akibat debitor pailit;

Hak jaminan ticlak termasuk harta pailit;

Kreclitor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda

jaminan;

9. Kreclitor mernpunyai kewenangan untuk menjual

nrenerima hasil penjualannya yang terpisal-r dari

10. \Tilayah Pengadilan yang berwenang ntenerima'

memutuskan adalah Pengadilan Niaga'

Unsur-unsu r Y ang dikemukakan

terkandung sebagai kreditor separatis

kreditor dapatsebagai kreditor separati

diatas terpenuhi.

kreditor

sendiri dan
harta pailit.

memeriksa,

rr J. Satlio, ibid, hal. 284-
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4.2. lCedudukan Kreditor Separatis

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah santa (paritas

creditctNrmt) dan karenanya mereka memPunyai hak y^ng s^ma

atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai clengan besarnya tagihan

mereka masing-rna sing (pari pass t pro rata paTte). Namun demikian

asas tersebut nengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang

memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang

haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan

peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas

paritas creditorht,m berlaku bagi para kreditor konkuren saia.t2

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukurn
Kepailitan dikulaifikasikan sebagai kreditor separatis" Penggunaan

istilah pailit dalan bahasa Belanda, Perancis, Latin maupun trnggris

berbeda-beda. Bahasa Perancis menggunakan istilah faillite yang
artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.

Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutang nya

dalam bahasa Perancis disebut le faille.Istilah pailit dalam bahasa

Belancla adalah failliet, dalant bahasa Inggris digunakan istllah faiht're,
sedangkan dalam bahasa latin digunakan istilah fallird3.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jarninan

kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak
terkena akibat putusan perny^taan pailit debitor, ar[inya hak-hak
eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan
debitor.la Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang

yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan" Dari hasil

penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar

piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator

12 Fred B.G Tumbuan, Pokok-Pokok Unclang-Undang tenrang Kepailitan
sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang
melalui Pailit atau Penundaan Kewaiiban Pernbayaran Utang, Editor: Rudhi
A.Lontoh, Alumni Bandung,2001, Hal. 128

t) Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan' Pen'u.rtdaan PentbAyaran di
Irtdonesia, Bina llmu Surabaya 1.990, hal. 22-23

1{ Elliiana, Peraturan Pernelintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar'

UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998
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sebagai boeclel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata

ticlakmencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar

clapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (kon-

kuren).15

Akantetapi,jikaterdapatkreditordiistinewak^nyangting-
karannya diatas tingkatan kreditor separatis, uidePasal7734 ayat (2)

8.S7, kurator dan kreditor diistimewakari tersebut daPat meminta

kreclitor separatis agar hasrl penjualan harta jaminan hutang tersebut

cliserahkan kepada kurator dan kreditor diistimewakan sejumlahyang

sanra clengan piutang yang cliistimewakan tersetrut (Pasal 60 ayat

(2) UUK). Hanyasaja meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi

dan rnengarnbil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditor

separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk

masa tertentu, yakni selama maksimum 90 (sembilanpuluh) hari

untuk kepailitan dan maksimun2T0 (duaratus tujuhpuluh) hari untuk

penunclaan kewajiban pembayaran hutang, uide Pasal 228 ayat (6)

UUK. Dengan de et-aset Yang

dijamin tersebut, tinggi, lebih

tinggi clari kredit al 71'39 dan
pasal "1149 B.\7). Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis

adalahyang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Unda ng-

Unclang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) 8.'$7.16

Hak jarninan kebend^^n y^ng memberikan hak menjual

sencliri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara

mendahului terdiri dari hal-hal berikut:t7

1,). Gadai yang diatur dalam Bab )O( Buku III B'V untuk ke-

bendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang

dijaminkan rersebut dari penguasaan pihak yang memberikan

jaminan kebendaan berupa gadai tersebut;

2). Ilipotek yang diatur dalarn Bab )Ofl Buku III B'\fl yang

nenurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukun-r Dagang

15 Erman Rajagukguk, dalam Imran Nating, opcit, lnal 48
16 Munir Fv^dy, oqcit, hal 100
rz,Kartini Mu1jadi dan Gunawan \{zidjaja, Pedoman Menangani Pelkara

Kepailitan, Raj"aGlafindo Pelsada, J^k^rt^ 2003, hal 1'07
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berlaku untuk kapal laut yang rnerniliki ukuran sekurang-

kurangnya 20 rn3 (dua puluh rneter kubik) dan didaftar di

syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen

Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal

Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.

Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda

bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1.977

B.V;

3). IIak Tanggungan sebagaintana diatur clalam Undang-Undang

Nonror 4 Tahun 1996 yang nlengatur urengenai penjaminan

atas lrak-hak tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap

rnelekat clan diperuntukkan untuk dipergunakan secara

bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terclapat

lrak-l'rak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak
Tanggungan.r8 Ada beberapa unsur pokok dai'i hak tanggu=

ngan yang termuat dalam definisi diatas, antara lain sebagai

berikut:le

a). hak tanggungan adalah hak iaminan pelunasan Lrtang; 
,

b). obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai

dengan UUPA;

c). hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas

tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan irerikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanail

itu;

d). utang yang dijarnin harus utang teftentu;

e). memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

4). jaminan F'idwsi.a yang diatur dalam Undang-Undang Nornor

42 Tahun 7999, IJndang-Undang tersebut tidak mernberikan

rumusan positif mengenai kebendaan yang clapat dijarninkan

rs Lihar kerenruan pasal L ayat (1) Undang-Undang Nomor' 4 Tal-run 1996

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Bendayang Befkaitan dengan

Tanah
re Suten Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan

Pokok dan Masalah yang Dftadapi Oleh Pelbankan, Alumni Bandung, 1999,lnl Ll
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secara fidusia. Pasal 3 Undang-U Jaminan Fidusia

menetapkan bahwa jarninan fldusia erlaku terhadap:

a). hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah clan

bangunan, sepanjang peraturan perundang-unclangan yang

bedaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut

wajibdiclaftar.Kendatidemikian,bangunandiatastanalr
milik oran g lain yang tidak dibebani hak tanggungan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 7996 tentang

Hak Tanggungan dapat dijadikan obyekJaminan Fidusia;

b).hipotekataskapa|yangterclaftardenganisikotorber-
ukuran 20 mr (dua puluh meter kubik) atau lebih;

c). hipotek atas pesawat terbang; dan

d). gaclai.

adaan berhenti menbaYar utang-

an apakah perusahaan tersebut akan

pailit, ataukah tetap dipertahankan

daftar hitam kreditor.

HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit

20 Secar.a umum debitur.adalah seomng yang memiliki kewajiban untuk

memenuhi pt'estasi di dalam sllattl Perikatan
,'J. Fr.ed weston dan Eugene F. Bfigham, penerjemah Alfonsr-rs sfinita,

Dasar-clasar keuangan Manajernen, Erlangga, Jakatta 1994, lnL 320'
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Menurut Hukum Jaminan dan Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan
untuk melakukan pembagian harta pailit kepada para kreclitornya

dengan melakukan sita umllrn terhadap seluruh harta debitor/debitor
pailit, selanjutnya dibagikan kepada kreditor/para kreditor sesuai

dengan proposinya. Ketentuan kepailitan merupakan pelaksanaan

lebih dari ketentuan Pasal 7131 B.\f. yang menentukan bahwa
selunrlr harta bencla debitor baik yang telah ada sekarang mauPun

yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak,
rnenjadi jaminan bagi seluruh perikatannya dan di dalam hukum
kepailitan dikenal dengan adanya as^s paritas creditorilr.nt.
Sedangkan pada Pasal 1132 B.\f/. menentukan bahwa hartakekayaan
debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya

harus dibagikan secara proposional di antara mereka, yang
rnerupakan penjabaran dari asas pari passt, prorate parte.

Selain pasal tersebut diatas mengatur tentang kreditor yang

men'riliki alasan sah untuk didahulukan (kreditor preferen), penga-

turan tentang klasifikasi ata:u pengemlompokan kreditor (kreditor

preferen dan kreditor konkuren) dalan hukum kepailitan nengan-
dung asas stnrctu,red creditors. Adapun prinsip stnrchrred creditors
adalah prisnip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan ber-
bagai macarn kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Da-

lanr kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 ftiga) macam,

yaitu: 1) Kreditor separatis; 2). Kreditor pteferen; 3). Kreditor Kon-
kuren.2a Pembagian kreditor rnenjacli tiga klasifikasi tersebut diatas

berbeda dengan pembagian kreditor pada rezint hukum perdata

unlurn.

Aclapun pernbagian kreditor dalam hukum perdata umum
penrbedaan kreditor Lnnya dibedakan dari kreditor preferen dengan

kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umun
clapat mencakup kreditor yang nemiliki hak jaminan kebendaan
dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan

22 Kreditol adalah seseorang yang memiliki hak untuk rlenllntut pemenuhan
suatu prestasi dali debitur dalam sttatu perjanjian.

23 J. Fled \feston dan Eugene F. Bligl.ram, op cit hal. J21
ar M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Nonna, Prinsip dan Praktek di

Peradilan, Kencana Jakarta 2008, ll,al. 32
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pembayaran piutangnya. Akan tetapi, dalam kepailitan, yang di-

maksud kreditor preferen llanya kreditor yang menurut undang-

untlang harus diclahulukan piutangnyzl, seperti pemegang bak

priuilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya' Sedangkan

kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukurn kepailitan

diklasifikasikan dengan kreditor separatis.25 Ketiga kreditor tersebut

diakui eksistensinYa.

Da|amUndang-UnclangKepailitanBelandatidakterdapat
keraguan terhadap hak kreclitor separatis dan preferen untuk

mengajukan kepailitan (HR 18 Juni 1982, NJ/Nederland Yuris-

prudensi 7983,1). Hal ini juga dikemukakan oleh Abdul Hakim

Garuda Nusantara yang menyitir pehdapat Polak' bahwa kreditor-

kreditor tersebut ticlak hilang kewenangannya untuk mengajukan

permohonan kepailitan 
^tas 

debitor yang berada dalam keadaan

berhenti membayar.26

Sekalipunundang-unclangtelahnrenyediakanperlindungan
hukum kepada para kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal

7132 dan Pasal 7733 B.W. tersebut, tetapi perlindungan tersebuc

belum tentu meyakinkan para calon kreditor untuk menberikan

utang kepada calon debitor. Tentu saia akan lebih menguntungkan

bagi calon krediror apabllahukum menyediakan perlindungan hukum

yang lebih baik daripacla sekedar perlindungan hukum berupa

-"-p"roleh pelunasan secara proposionil dari hasil penjualan harta

debitor sebagai Hak istimewa.

Haklstirrrewayangdinraksudkania|ahsuatuhakyang
diperoleh Undang-Unclang diberikan kepada seorang kreditor

,"hi.rgg" ringkatan kreclitor tersebut lebih tinggi daripada kreditor

lainnya (kreditor konkuren), semata-rrlata berdasarkan sifat piutang

kreclitor tersebut (uidePasal1134 B.\f.)' sistem hukurn di Indonesia

mengenal pemberian perlindung^n yzng istimewa seperti itu di

bagi kreclitor-kreclitor. Perlindungan istimewa tersebut hanya dapat

cliberikan apablla dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan

ditempuh proses rertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

's lbi4 hal. 33
26 J. Djohansal.r, dalam M. Hadi Shubhan, ibid., 33
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Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila
kreditor tersebut melnegang hak jarninan atas benda tertentu milik
debitor. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda
tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa telah
diisyaratkan oleh Pasal 7732 B.W. sebagaimana telah dikemukakan
diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat
diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreclitor lain. Selain
diatur pada Pasal 11,32 B.\(i., pemberian perlindungan isrimewa
terhadap kreditor juga diatur oleh Pasal 1133 B.\f., yaitu l-rak unruk
didalrulukan diantara para kreditor timbul dari hak istimewa, gadai
dan hipotik.21 Hak-hak tersebut merupakan prinsip perlindungan
hak bagi kreditor pemegang hak jarninan kebendaan.

Seperti halnya pada gadai dan hipotik disebut hak jaminan,
pengaturan tentang hak gadai dalarn Pasal 1150 sampai dengan
Pasal 1160 B.\fl. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan
clan Undang-Undang Fidusia, maka selain gadai dan hipotik, hak
tanggungan atas tanah beserta bencla-bendayang berkaitan dengan
tanah dan hak jarninan fidusia juga rnerupakan hak-hak janinanzs.
Lebih tepatnya hak jaminan kebendaan.

Kreditor yang memiliki jarninan kebendaan dalam hukum
kepailitan, diklasifikasikan dengan seburan kreditor separatis. Adapun
kedudukan kreditor separatis kemudian diatur dalam Undang-Undang
Nornor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan pada Pasal2I yang
menyatakan:

" Apabila pemberi bak tangl t ngan dinyatakan pailit, penregang
hala tangu.ngan tetap berwenang melafur.lean segala bah yang
dipero hb r rya n rcnr t,n t t ketenh nn Undang-Lhtdang inf ,

Pembentuk Undang-Undang Nornor 4 Tahun lgg6tentans Hak Tang-
gungan rnemberikan penafsiran otentik sebagain:r na clalam
Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang
menyatakan:

21 Zainal Asikin, Huku.m Kepailitan dan penundaan pembayaran di
Irzdonesia, Bina Ilmu Surabaya 1990, hal. 22-23

2e Sutan Remy Sjahdeini, op cit., h^1. 6
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" b ab utA ke dt dt t kan dh ft an m k arx p e nrcga ng b a le.i a min an le bi b
dintant aplaan dengan n rcnge cr t,a li laan berla kt rny a alai bat

, kepailitan pentberi hale tanggungan terbadap obyek bak
tanggttngart".

Penjelasan P asal 21 tersebut dapat dipahami bahwa kedudu kan
kreditor separtis terhadap obyek jaminanJebih diutamakan meskipun
adanya aklbat debitor pailit.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal2T 
^yat(3) 

Undang-Undang
Nornor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan: "Hak di-
dabu,htkarz dari penerima fidtria tidak haptrc laarena adanya ke-
p ailit an da n at ar t. l ileui das i p en fu e ri fi dt t s i a", pasal tersebut menj elas -

kan bahwa kedudukan kreditor separatis dengan hak-hak yang
dipunyai tidak berubah n'reskipun terjadi kepailitan dan kreditor
tetap merniliki kedudukan cliatas sefta tidak dapat dikalahkan oleh
kreditor lain. Selanjutnya keduclukan kreditor separatis juga diatur
dalam ketentuan Pasal 71,32 8.V., dalam pasal ini ditentukan bahwa
ada alasanyang sah bagipara kreditor untuk didahulukan dari kreditor
lain. Dengan demikian kedudukan didahulukan dari kreditor memang
jelas pengaturannya dan diberikan oleh Undang-Undang.

Penegasan tentang aturan kreditor yang memiliki kedudukan
lebih tinggi dari kreditor lain juga merupakan cemrinan daiPasal7734
B.\fl., dirnana dalarn Pasal tersebut ditentukan bahwa undang-undang
memberikan keduclukan yang lebih tinggi bagi kreditor (pemegang

hak gadai dan hipotik seperti yang ditentukan Pasal 1133 B.tJ7.) dari
pada kreditor lainnya. Selain itu Pasal 1734B.W. ini mengatur dengan
jelas dan tegas bahwa kedudukan gadai dan hipotik lebih tinggi dari
hak-hak lainnya kecuaii ditentukan lain oleh Undang-Undang. Oleh
karenanya pengaturan tentang kreditor separatis ini sangatlah jelas,

dirnana kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor lain, karena kreditor
separatis adalah pemegang hak gadai, hipotik dan fidusia.

Selain dalam hukum jaminan, pengaturan tentang kedudukan
kreditor separatis juga diatur dalam htrkum kepailitan, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1., Pasal55,Pasal57 dan Pasal 58 Peraturan
Kepailitan Staatsblad 1905 Nomor 2\7 fimcto Staatsblad 1906 Nomor
348. Namuh berkaitan dengan kedudukan hak kreditor separatis,

t04 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. c Prof. Dn Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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penulis membatasi dan mengemukakan Pasal 1, Peraturan Kepailitan,
yang substansinya sebagai berikut:

Pasal 1:

"Setiap debitor yang tidak mantptt. nrcntbayar u,tangnya yang
beracla dalant keaclaan berhenti 'ntentbayar kentbali !fta?tg
tercebu.t, baik ata-s pernthttaan sendi4 atau, permintaa n kreditor
atau beberapa orang kreditor, dapat diadakan ptr,tusan. oleh
hu.latmt yang nrcnyataleart. babun debitor yang bersangfur.tan
dalant laeadaan pailit'

Selanjutnya pada Pasal 56 ayar (L) dan ayat (3) dinyatakan
sebagai berikut:

" (1).Kreditorpenrcgang hipotik, yatry telab nwnbtnt perilaatan
rJinmlzstrd dalant. Pasal 1 178 Kitab Undang-Undang Hulau,nt.

Perdata, begitu ptr,la penrcga?xg gadai, boleh mengqfutkart
h t nh t tant. atasnya seolab -olaLt tidak terjadi kepailitan.

G).Ilegitrr. ptila penrcga?tg parxe?tan berdasarlean perilaatan
yang ada, dapat mertgajttkan htntlttan atas baknya,
seolah -olab tidak ad,a kepailitr.tn. "

Ketentuan dari Pasal 1 Peraturan Kepailitan yang tidak menganut
prinsip paNtas creditoNtr,m merupakan kelalaian Undang-Undang.
Argurnentasinya adalah sebagai berikut bahwa filosofi kepailitan
adalah merupakan pran ta hukum untuk rnenghindari tt,nlawfttl exe-

ctttion akibat berebutnya para kreditor untuk mernperoleh pem-
bayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan
baik debitor sendiri maupun kreditoryang clating terakhir atau kreditor
yang "lemah" dari proporsi inilah maka diperlukan lembaga ke-
pa ilitan untu k mengalaborasikan pr insip p arit as c re dit oNt t n t. D engan
demkian, sungguh sangat tepat revisi Undang-Undang Kepailitan
baik melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, rnaupun Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana disyaratkan bahwa untuk
mengajukan kepailitan harus terdapat dua atau lebih kreditor.P

D M. Hadi Shubhan, op cit., hal. 74-75
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Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor

37 Tahtn 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pen'rbayaran Utang, dinyatakan sebagai berikut:

" Dengan tetap ntentperbatilean hetenhmn gebagairnana
dintale-vtd dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap
kreditor penrcgang gadai, j aminan fi drcia, h ak tan grt'nga'n,
bipotik atau, bak tangttngan atas kebendaan lainnya, dapat

' 'mengeksefurci baknya seolah-olab tidak teiadi kepailitan".

Ketentuan Pasal55 
^yat(1,) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2O}4tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tersebut mengandung pengertian bahwa seorang kreditor pemegang
hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut,

tidak terpengaruh oleh putusan pemyataan pailit. Bahkan ketentuan
Pasal 55 ayat (7) tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai hak
kreditor separatis sehingga dengan demikian mengakui adanya ltak
separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan dalam

Pasal7734 ayat (2) B.\W. yang berbunyi: "Gadai dan Hipotik adalab
lebih tingi da4pada hak istintaaa laeqnli dalant bal-bal dintana oleb

u.ndang-t t ndang ditenh t.kan sebalilan ya" .

Pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat (1) ini sangat penting
bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditor.
Perlindungan hukum istimewa tersebut dapat diberikan apabila kre-
ditor tersebut penegang hak jaminanat^s benda tertentu milik debitor,
baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai-

ntana dinyatakan oleh Pasal 1132 B.\7. dan Pasal 1133 B.Nf. diatas.

Dalam hubungannya dengan asset-aset yang digunakan,
kedudukan kreditor pemegang hak jaminan (preferen) sangat tinggi,
bahkan lebih dari kreditor yang cli istimewakan lainnya (Pasal1.139

dan Pasal 1149 B.\f). sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1132 B.'W,

kedudukan kreditor preferen adalab yang tertinggi dibandingkan
dengan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan
sebaliknya.

Sebaliknya ada Undang-Undang yang menentukan adanya
kreditor laih yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor

r06 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. o Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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pemegang hak jaminan (kreditor separatis), sebagaimanayang diatur
dalan:

1. Pasal 7749 ayat (1) B.'!f.
Bahwa biaya-biaya perkara semata-mata disebabkan pelela-
ngan dan penyelesaian suatu warisan.

2. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 7994 tentang
Perpajakan.
Bahwa hutang pajak lebih tinggi keduclukannya dari hutang
lain termasuk hutang dengan hak jaminan.

3. Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi ke-
dudukannya dari tagihan biasa tennasuk tagihan yang dijamin
dengan jaminan hutang. Akan tetapi, B.'$(/ (Pasal 114) ayat
(4)) mengkategorikan tagihan tenaga kerja tersebut sebagai
general staht,tory priority, sehingga kedudukannya clibawah
kreditor separatis;

4. Pasal23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang
Likuidasi Bank.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 iniberlaku unruk
likuidasi bank, bukan untuk kepailitan bank. Jadi, iika bank
tersebut pailit, yang berlaku adalah tetap Undang-Undang Ke-
pallitan dan B.\7., seperti juga perusahaan-perusahaan lain.3o

Sebagai perbancling an dalam menentukan keduduan kreditor
dapat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang
Likuidasi Bank, dalarn peraturan tersebut ditentukan urutan-uftltan
kreditor secara khusus untuk likuidasi bank yangdiuraikan pada Pasal
2J, yaitu sebagai berikut:

I. Gaji pegawai yang terhutang;

2. Biaya perkara di pengadilan;

3. Biaya lelangyang terhutang;

4. P ajak yang terhutang, yang berup a pajak bank-bank dan pajak
yang dipotong oleh bank;

r0 Munil Fuady, op cit., hal. 100-101
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sebagainana diatur p^d^ P^s^l 7132 B-w, 1'134 B.'W, Pasal 21

Unclang-Undang Nomor 4 Tahun 7996 tentang Hak Tanggungan,

Pasal 27 
^y^t 

(3) Undang-Undang Nomot 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailiran dan Penundaan Kewajiban Pern-

bayaran Utang. Bahkan selama clalam masa penangguhan 90 (senl-

bilanpuluh) hari dan rnaksinal 270 (duaratus tujuh puluh) hari,

kedudukan kreditor separatis menjadi setafa dengan kedudukan

kreditor konkuren. Berpijak dari aturan-aturan tersebut maka

kedudukan kreditor separatis pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tidak konsisten bahkan bertentangan dengan hukum jaminan.

4. 3.IIak Kreditor Separatis

Adanya kewenangan kreditor Pemegang hak jaminan dalam

hukunr jaminan sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yaitg Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya

disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) dan Pasal 75 Undang-

Unclang Nomor 42 Tahtn 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya

disebrut Undang-Undang Ficlusia), member kewenangan kepada

kreditor pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan

jika clebitor ticlak dapat melakukan kewaiiban-kewajiban yang harus

clilakukan atas utangnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal L4

ay^t (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, kewenangan kreditor

ini diberikan atas dasar irah-irah sebagaimana ditentukan dalarn Pasal

14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menuatakan:

" serrifikat Hak Tangtt,ngan sebagainmna yanS dintaktrdkart pada

ayat (1) nrcntltat irab-irab dengan. leata-kata "Denti Kear,lilan. Ber-

clasarkan Kehrhanan Y6,ngMaha,&r2". Lebih jelas pengaturan tentang

kewenangan kreditor pemegang irak jaminan dalam hukum jaminan

diatur dalam ketentuan Pasal 14 
^y^t 

(3) Unclang-Undang Hak

Tanggungan yang menYatakan:

" S ertifikat H a k Tangpy tn6;an seb agai n m n a d il t m lw t d p a da ayat
(2) ntentPtr'nyai kefutatan eleseleutodal yang santa dengan

rln t-i.te t'rawi Amrih (rrri q F{ M l{ o Prof- Dr. Herowati Poesoko. S.H.. M.H.
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putt6an pengadilan yang telab ntentperoreb keletmtan hu.ktr,rt
tetap dart berlalatt, sebagai peng{aanti grosse acte bypotbeek
sepa?Uang ntengenai bak atas tanab,,

selanjutnya apablla clibandingkan pada penafsiran oetnrik
Pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaim^na y^ng
tersirat pada Penjelasan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Hak
'fanggungan yang menyatakan:

" irab -irah yang dic anil r. nt kan pada sertifikat Hak Ta,gr ntgan
dant ketenilmnpada ayat ini, dinmlavdkan rnthila nrcnega^skant.
acbtr4ta keht atan eksela r torial pada sertifikat Hak Tangt mgan,
sebirryga apabila debitor cidera janji, nnka debrtor siap tnthile
dieksefutsi seperti balnya suaht ptt,h6an pengad.ilan lang
nrcntperoleb kefutatan buleunt tetap, nrclahd tata cara dan
clengan nrcngrt.naka, lembaga parate exea ftie senmi clenE|an
perahffan Huku,nt Acara Perdata,,.

Dernikian pula pengaturan kewenangan kreditor pada jaminan
fidusia sebagaimana yang ditentukan pada pasar 1.5 ayat (1) Undang-
undang Nomor 42 Tahun 7999 tentang Fidusia yang menyatakan:

"DAlant Sertifikat Jaminan Fidtrcia sebagaintana yang
dinmlesu,d clalant. Pasal 14 ayat (1) dicanttunlean kata_laata
"De!?ti Keadilan Berdasarhan Kehtbanan yangMaba Esa,,

Selanjutnya pengaturan kewenangan kreditor pemegang hak
jaminan dipertegas dengan Pasal 15 ayat (Z) Undang-Undang Fidusia
yang meny atakan: " Sertifikat Jarninan Fidusia s eba ga imana dimaksud
dalam ay^t (7) menpunyai kekuatan yang sama dengan putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,,.

Bahkan dicantumkannya irah-irah "Derni Keadilan Berclasar-
kan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sertifikat hak tanggungan
lnaupun sertifikat jaminan fidusia, hal tersebut menunjukkan bahwa
Sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikatJaminan Fidusia mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakirn yaitu telah
rnempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracbt uan getaijscle)



Niaga clalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan atau PKPU

padatingkatpertam^clilakukanolehhakirnrnajelis.Dalarrrhalper-
ni^g 

^n,I<etua 
Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai

p"r"k^ru yung acla pada tingk ^t 
perram^ cliperiksa dan diputus oleh

hakim tunggal.

Hakim Pengaclilan Niaga cliangkat nelalui Keputusan Ketua

Mahkamah Agung. Adapun sy^r^tuntuk dapatdiangkat sebagai hakim

Pengadilan Niaga, arfiara lain sebagai berikut:

1. telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan Peradilan

Utnum;

2. mempunyai dedikasi clan menguasai pengetahuan dibidang

masalah-masalah yang menjadi lingkup kewen^ng^n

HUKUMKEPA|L|TAN:KedudukandanHakKreditorSeparatisatasBendaJaminanDebitorPai|it

Pengadilan Niaga;

berwibawa, jujur, dan berkelakuan baik; dan

telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus

sebagai hakim Pada Pengadilan'

Dililrat dari syarat -syarat untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga

sebagaimana relah cliuraikan diatas (khususnya point 1), sudah daptt

clipas=tit<an haruslah hakimkarier. Namun demikian, tefny^ta Undang-

U.ra"ng Kepailitan memberikan peluang dirnungkinkannya a.darrya

llakim. Ad IIoc dengan syarat-syarat sebagai berikut:21

1. memPunyai keahlian;

2. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang

masalah-m asalah yang menjadi lingkup kewenangan Pe-

ngadilan Niaga;

berwibawa, jujur, aclil clan berkelakuan tidak tercela; dan

telah berhasil menyelesaikan.program pelatihan khusus se-

bagai hakim Pada Pengadilan

Berbecla dengan hakim karier, pengangkatan hakin Ad Hoc

tersebut berdasarkariK.p"t""n Presiden atas usul Ketua Mahkamah

Agung ba\k padap.ng,Jilutt tingkat Pertama' kasasi mauPun penin-

Hukum Kepailitan, Sinar Glafika , Jakarta 2007, hal' 85-86
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jar-ran kembali. Dalam rnenjalankan tugasnya, hakirn Pengadilan Niaga

clibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera Pengganti atau

juru sita.

Bagaimanakah hukur-n acan y^ng berlaku paCa Pengaclilarr

Niaga'i "pada prinsipnya" hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan

Niaga aclalah hukum acara perdatayang bedakr: secala unuur, yaitu
Irr-rkum acara perd^ta y'dng berdsarkan HIVR.bg. Dikatakan "paila

prinsipnya", karena perkecualian tersebut ditetapkan dengarr stiattr

perundang-undangan. Khusus untuk perkara-perkera kepa.iliten ipe-

rrundaan pembayatan, tnaka perkecualian-perkecualian teri'iacl::i:

lrr.rkunr 
^c 

r^y^ng berlaku umum, 
^ntara 

lain aclalah sebagai berikut:

1. Hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengaclilan

6.

Niaga;

Hakim khusus;

Karena jangka waktu proses peradilan yang terbatas, malr

ticlak mau prosedur berperkara dan pembulrtiannya lebih
simpel;

jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tinclakan-

tindakan prosedural;

Ticlak mengenal lembaga Banding, tetapi larrgsung Kasasi

dan Peninjauan Kembali;

Para pil-rak khusus dan eksklusif untuk pernohon pailit
tefientu. Misalnya, hanya Bank Indonesia yang dapat nr,c'-

ngajr.rkan permohonan pailit jika clebitor pailitnya adal:il-r Bank,

atau hanya BAPEPAM yang dapat rnengajukzrn pertnohonan
pailit jika debitor pailitnya adalah perusahaau efek dan lain-

Iain;

7. Aclanya lenbaga hakim pengawas dan kurator;

Prinsip "presumsi mengetahui" (presumption of knowleclge)
dan asas pernbuktian terbalik terhadap pengalihan harta
debitor dalam hal-hal teftentu;

Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan hutang
tertentu; dan

z.

7

4.

6.

c)
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lO.Penggugat wajib diwakili oleh advokat22

Lebih lanjut mengenai prosedur permohonan pailit pada

Pengaclilan Niaga sebagairnana disebutkan dalan Pasal 4 Perpu

Nonror 1 Tahun 1998 menyatakan bahwa'

1). Permohonan pernyataan parlit dlajukan kepada Pengadilan

melalui Panttera;

2). Paniteta mendaftarkan permohonan Pernyataan pallit pada

tanggal pe rmohona n yang bersangkutan dia j u kan' dan kepada

penroho.'cliberikantandaterin-Iatefiulisyangditandatangani
pa nitera denga tanggalyang -sama dengan tanggal pendaftaran ;

3). Panitera menyampaikan permohonan Pernyataan pailit ke-

pacla Ketua Pengaclilan Niaga dalam iangka waktu paling

lambat 'l' x 24 iam terhitung sejak tanggal pertnohonan

clidaftarkan;

4)'Dajartjangkawaktupalinglarnbat2x24jarnterlritungsejak
tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan' pengadilan

rnetnpelajari perrnohonan clan tnenetapkan hari sidang;

5). Sidang pemeriksa ^1 at^s permohonan pernyataan pailit

cliselenggarakan clalanr jangka u,aktu paling lanrbat 20 (dua-

pululr)hariterhitungsejaktangga|pernrolronandidaftarkan;

6). Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup'

eengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagai-

mana dimaksucl dalarn 
^y^t 

(5) sampai dengan paling lama

25 (dua puluh lirna) hari terhitung sejak tanggal pernohonan

didaftarkan;

7).Permohonanperny^t^^nP^||itterhadapsuatufirnraltarusnre-
nuat nama dan kedian-ran tnasing-masing persero yang secara

. Langgung renteng terikat untqk seluruh utang firma'

Hukurn acara petdata yafig berlaku pada peradilan umum

berlaku juga padaPengadilan Niaga kecuali Undang-Undang menen-

tukan lain (Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan)' Dengan

clemikian berarti bahwa HIR dan Rbg tetap berlaku pada Pengadilan

2') lbid, hal 2I-22
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Niaga akan tetapi apablla Undang-Undang Kepailitan rnengatur secara

lebih khusus dari ketentuan-ketentuan HIR dan Rbg yang berlaku
umurr, maka berlakulah asas lex specialist derogate lex generali.

Ketentuan-ketentuan khusus tersebut antara lain benrpa tata cara

perneriksaan, upaya hukum dan kuasa pihak berperkara.2l

Dalam Pasal 300 ayat (I) Undang-Undang Kepailitan secara

regas dinyatakan:

" P e n gadi lat't. s ebagai n t a n a d i n m las u. d d a lant t tn cla n'g-t r.n dang
ini, selain ntenrcrilasa dan ntenutttr pernt'ohotxa?t' pernyata-
an ptilit dan Pemnrclaan Keutajiban Pentbayaran Utang,
benuenang ptr,la nrcnteriksa dan nrcnur.ttls perkara lain di
bidang pentiagaan lang penetdpannya dilaletr'lean dengart
tt.nr)ang-tntdan$'

I{al ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan
;rbsolut untuk memeriksa setiap permohonan Pernyata n pailit dan

Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU), juga ber-wenang

untuk merneriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-
r-rndang.2a

Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga mernpertegas ke-
wenangan Pengadilan Niaga yang terkait clengan perjaniian yang
r.nemuat klausul arbitrase, yaitu pada PasaI 303 Undang-Undang
Kepailitan berbunyi:

" Pengadilan tetap beruenang nrc n'terilesa datz n rcnyelesaikan
perntohonan penryataan pailit dari para pibak yang terikat
perja?Uian yang nrcnntat klatmrl arbitrase, sepaniang ttta?tg
yang ntenjadi dasar perntobortan pentycltaait pailit telab
nrcrnenu.l: i leetenh mn sebagailt mna din nlast d dalattt Pasal 2
ayat ( 1 ) u,ndang-t rnda ng int'

Pasal303 ini memberikan penegasan bahwa meskipun dalam

.suatu perjanjian (utang piutang) mengandung suatu klausul arbitrase,

23 Prawoto 'Vingjosumarto opcit., hal. 104
2a Jono, Htt.kttm Kepailitan, Sinar Grafika J:ikalta 2008 hal. 84
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clapat ditagih."

3"4. Kurator

debitor pailit clengar. Para kreditornya'a

Kurator tnerupakan salah satu pihak yang cukup memegang

peranan dalam PeranannYa

yang besar clan orang claPat

menjacli Pihak sedur untuk

2t lbid., hal. 85
26 Pasal 3Ol ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nornor 37 Tahun 2004

27 Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004'
2s Ifnran Nating, Peianan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan

dan pemberesan Harta Pailit, PT. RalaGraflndo Persada, Jakatta 2A05' hal 57

HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan

dapat rnenjadi kurator ini oleh Undang-Undang Kepailitan diatur

secara relatif ketat.2e

Dari Pasal 1.5 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, clapat di-

ketalrui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim
pengadilan niaga. Pihak debitor, kreditor atau pihak yang berwenang
(Bapepam, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya

mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator
kepada pengadilan niaga. usulan tersebut apakah diterima atau tidak

adalah diskresi hakim. Apabila pihak debitor, kreditor atau pihak

yang berwenang tersebut tidak mengajukan usulan mengenai

pengangkatan kurator, maka sec?t otomatis BalaiHarta Peninggalan
(BHP) dianggkat sebagai kurator. Pengangkatan kurator didasarkan

pada putusan pernyataan pailit, dalam arti bahwa dalam putusan

pernyataarr pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator
(Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).3o

Perlu dicennati apakah pengadilan niaga boleh mengangkat

pihak lain sebagai kurator bukan dari calon-calon kurator yang di
usulkan oleh debitor atau kreditor. Undang-Undang Kepailitan tidak
mernberikan ketentuan tegas yang melarang hal tersebut. Seyogianya

apabila pengadilan tidak mengangkat selain calon-calon kurator yang

diusulkan oleh debitor atau kreditor. Alasannya adalah untuk
menghindari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) antara Hakim
dan kurator yang diangkat oleh hakirn, selain ltga agar pengadilan

tidak dicerca apablla ternyata kurator yang bersangkutan dalam

menjalankan tugasnya tidak bertindak independen dan atau bertindak

dengan itikad baik.3t

Tidak semua orang dapat menjadi kurator. Menurut Undang-

Undang Kepailitan yanglama, kewajiban ini secara khusus dilakukan
oleh Balai Harta Peninggalan (BHP). BalaiHarta Peninggalan adalah

suatu badan khusus dari Departemen Kehakirnan (yang dinamakan
demikian karena ia juga bertanggung jawab mengenai masalah

pengampunan).32 Balai Harta Peninggalan bertindak melalui kuasa

2e Munir fuady, op cit., hal. 38
30 Jono, op cit., h^l 141.
31 Irnran Nating, op cit.,l'nl. 58-59
)2 lbid, hal 59
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perwakilannya y^frg terletak dalam 1'urisdiksi Pengadilan yang telah

ngnyatakan clebitor pa ilit. Seba g ai11tana dia tu r clalarn Unda ng-Undang

Nonror 37 Tahun 2OO4 tentang Kepailitan, maka yang dapat ber-

tindak sebagai kurator sebagaimana diatur dalam PasalT} UUK adalah:

a. Balai Harta Peninggalan; atau

b. Kurator lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal tersebut juga dijelaskan tentang apa

yang climaksud dengan kurator lainnya adalah:

a. orang atau perseorangan yang berdomisili di Indonesia' yang

memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam tangka

firengurus dan atau membereskan hatta pailit; dan

b. telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Selanjutnya , p fu saat penunjukan kurator, debitor dan kreditor

dapat mengusulkan kepada Pengadilan untuk menunjuk seoranll

kurator tertentu yang independen dan tidak memiliki benturan

kepentingan. Undang-Undang Kepailitan telah memberikan
penjelasan rentang 

^p^ 
yang dirnaksud dengan independen dan

tidak mempunyai benruran kepentingan sebagai berikut: "BAblttA

kelangstntgan keberadaan lat r.rator tidak tergantu.?Ig pad'a debitor atau

kreditor, dan furrator tidak ntentiliki kepentingan ekonontis yangsam'a

dengan hepentirtgan ekottontis kreditor dan debitof'.33

Kocle Etik Profesi Asosiasi Kurator dan PengurusJ{ menye-

butkan bahwa benturan kepentingan adalah keterkaitan antar^ kurator

atau pengurus dengan debitor, kreditor dan/atau pihak lain yang

dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung

jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum

menerima penunjukan, kurator yang diusulkan wajib secara jujur

mempertimbangkan dan memastikan bahwa yang bersangkutan3s:

a). merniliki keahlian yang diperlukan;

b). memiliki sumber daya dan kapasitas yang cukup untuk me-

33 Imran Natiflg, oP cit., hal. 63
14 bid, h^l 63
1t lbtd, hal 64
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laksanakan penunjukan tersebut secara efektif, efisien dan

profesional;

Jika kurator merasa tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih

faktor diatas, kurator tersebut wajib nenolak usulan tersebut.

pasal 77 Undang-unclang Kepailitan tentang penggantian kurator

rnenentukan bahwa pengadilan setiap saat dapal mengabulkan usul

penggantian kurator setelah memanggil dan mettdengar y^ng

diusulkan untuk cliganti, dan mengangkat kurator l.ain dan/atau

mengangkat kurator tambahan atas:

a). permohonan kurator sendiri;

b). permohonan kurator lainnya itka ada;

c). usul hakim Pengawas;

cl). perrnintaan debitor pailit.36

Terhadap penuniukan kurator baru Pengadilan harus

rnemberhentikan atau mengangkat kurator atas perminta n 
^tau 

atls

usul kreditor konkuren berclasarkan keputusan rapat kreclitor3T,

dengan persyaratan putusan tersebut harus dianbil berdasarkan suara

setuiu lebih dari seperdua jumlah kuasanya

yang hadir dalan-r rapat dan yan seperclua

jumlah piutang kreditor konkuren dir dalam

raoat tersebuts8.

s Pasal 7l aYat (2) UUK
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Rapat kreditor sebagaimana dimaksud diatas, dapat dilaksana-

kan jika3e:

a). diwaiibkan oleh Undang-Undang Kepailitan;

b). hakim pengawas menganggap hal itu perlu;

c). diminta oleh panitia
dan

para kreditor berdasarkan alasan kuat;

d). diminta oleh paling sedikit lima orang kreditor yang mewa-
kili seperlima piutang yang telah diakui atau diterima dengan

syarat.

Adapun masa tugas seorang kurator terhitung sejak tanggal putusan

pailit ditetapkan dan tugas kurator berakhir jika:

1. akur yang telah di homologasikanao dan mempunyai kekuatan

hukum tetap4t;

2. fase insolvensi daftar pembagian terakhir rnempunyai
kekuatan hukum retap42

3. kepailitan dicabut karena boedel sangat sedikit bahkan nihila3

Lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang kurator, Jerry
Hoff rnenyatakan: tujuan kepailitan adalah untuk mernbayar hak
para kreditor yang harusnya nereka peroleh sesuai dengan tingkat

urutan tuntutan merekaaa. Oleh karena itu, kurator harus bertindak
untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditor dengan tetap
mernperhatikan kepentingan debitor yang pailit. Kepentingan itu
sama sekali tidak boleh cliabaikan. Untuk melaksanakan tugas dan

kewenangannya, kurator perlu memilah kewenang^n yang
dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Kepailitan45.

'Wewenang Kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan

yang diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya.

3e Lihat Pasal 90 UUK
ao Tercapai Perdamaian
ar Pasal 166 ayar (1) UUK
a2 Pasal 202 ayat (1) UUK
{3 Pasal 18 ayat (1) UUK
on J"try Hoff, dalam Imlan Nating, Ibid, hal 71
45 Lihat Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) UUK
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\X/ewenang selalu terkait clengan tugas (kewajlban) yang dibebankan
terhadap seseorang. Pemberian wewenang irarus sesuai clengan tugas

yang dibebankan. Secara umum, kurator memPunyai wewenang
untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas

hafta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap
putlrsan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (Fasal 16

ayat (1) Undang-Undang Kepailitan).a6 Kewenangan tintuk melak-

sanakan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailtt ada pada

kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitor demi hukum
lrehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya
yang dimaksukkan dalam kepailitan.aT

Seorang kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu
melakukan pengllrusan dan pemberesan harta pailit; Oleh karena

itu, kurator juga mernpunyai tanggung jawab yang cukup berat atas

pengurusan dan pemberesan harta pailit yang ia lakukan. Segala

prerbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator clalam melakukan
pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak dapat dipulihkan ke
keadaan semula dan mengikat terhadap semua pihak. Apabila dirinci
tentang kewenangan, tugas, tanggung jawab, serta kewajiban dan
l"rak kurator yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan antara lain
sebagai berikut:

L. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan

dat/atat pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). Tugas

ini sudah dapzt dijalankannya, sejak tanggal putusan Pemya-
taan pailit dijatuhkan. Meskipun Putusan tersebut belum in
kracbt,yakni meskipun terhadap putusan tersebut rnasih diaju-
kan kasasi dan/atat peninjauan kembali (Pasal t6 ayat (I).

2. Seorang kuratoryang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan

putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri
sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).

3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak
ketiga dengan sy^nt bahwa pengambilan pinjaman tersebut

semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit

a6 Jono, op cit., hal. 58-59
ai Pasal 24 rJndang-Undang Kepailitan
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4.

(Pasal 69 ayat (2)).

Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan

persetujuan Hakirn Pengawas, pihak kurator berwenang pula

untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai

dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).

Kurator dapat menghadSp pengadilan dengan siizin hakim
pengawas kecuali untuk hal-hal tertentu (Fasal 69 ayat (9).

Kewenanga n yangdimaksud dalam Pasal 36 (pe4anjian timbal

balik).

Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis

secelah 2 (dua) bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1)) atau kurator

menjual barang bergerak dalam tnasa sta'y (I'asal (56 ayat
(3)): Ataupun men-rbebaskan barang agurnan dengan
mernbayar kepada hreditor separatis yang bersangkutan jumlah

terkecil antar harga pasar dan jumlah hutang yang dijamin

dengan barang aglinan tersebut (Pasal 59 ayat (3D.

Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan

paitit ( atas persetujuan panitia lrreditor atau hakim pengawas

fika tidak ada pa.nitia kreditor) walaupun terhadap putusan

pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan

kembali (Pasal 104).1

9" Kurator berwenang untuk mangalihkan harta pailit sebelum

verifikasi (atas persetujuan hakim pengawas) (Pasal 1'O7 ayat
(1)).

10" Kewenangan untuk s-renerima ata!.l menolak perrnohonan

pihak kreclitor atau pihak ketiga untuk mengangkat penang-

guhan atau nnenqubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan

hak eksekusi hak tanggungan, gadai atau hak agunan lainnya
(Pasal 57 ayat (2)).

11. Mernbuat uraian mengenai

1.2. Vlencocokan piutang dan
ju.ncto Fasal tr17).

L3.I4elaksankan pembayaran kepada kreditor dalam proses

pemberesan (Pasal 201.).

5.

6.

7.

B.

harta pailit (Pasal 100).

rnembuat daftar piutang (Pasl LL5
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14. Melakukan tuntutan berdasarkan prz,n t^ hukum actiopaulina
(Pasal 4l Jrtt'tcto 47 ayat (1)) atau tindakan pembatalan lainnya
(Pasal 45 Ju.nctoPasal 47 ayat (1.)).

15. Membebaskan barang yang menjadi agunan clengan membayar
kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antar^
harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin
dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat(3D.

16.Hak kurator atas imbalan jasa (fee) yang ditetapkan dalam
putusan penyata n pailit oleh hakim yang berdasarkan pada
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Pasal

75 ju,ncto Pasal76),

L7. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau
kelailaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan
dan/atav pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap
harta pailit (Pasal 72).

18. Kurator harus independen dan terbebas dari setiap benturan
kepentingan dengan debitor atau kreditor dan tidak boleh
sekaligus memegang lebih dari 3 Glga) kasus kepailitan/PKPU
(Pasal 1,5 ayat (3)).

19. Kewajiban menyampaikan laporan 3 (tiga) bulanan kepada
hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan
pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1)).

20. Apabila telah ditetapkan hari pelelanganny^, pelelangan
dilanjutkan oleh kurator atas beban harta pailit dengan kuasa
dari hakim pengawas (Pasal 33).

2L.Kurator dapat menghentikan ikatan sewa-menyewa (Pasal

3B). Sewa-menyewa yang dapat dihentikan karena debitor
dinyatakan pailit adalah jika debitor pailit tersebut menyewa
suatu barang dari pihak lain. Dalam hal ini, baik kurator
ataupun pihak yang menyewakan barangnya sana-sama dapat
memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Untuk hal
tersebut Undang-undang mensyaratkan agar dilakukan suatu
pemberitahuan pengakhiran sesra (notice), dengan jangka
waktu sebagai berikut:
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Jangka waktu dilihat pada kebiasaan setempat, dan

Jangka waktu dilihat pada pengaturannya dalam kontrak,

atav

c. Jangka waktu dilihat padakelaziman untuk kontrak seperti

itu, atau;

d. setidak-tidaknya jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari

dianggap sudah cukup.

Akan tetapi, jika sudah dibayar uang sewa dimuka, sewa-

menyewa tersebut tictak dapat diakhiri sampai dengan
berkahirnya jumlah uang sewa yang dibayar dimuka tersebut.

Sejak pernyataan pallit, segala uang sewa yang harus dibayar

oleh debitor merupakan hutang harta pailit (estate debt). Llhat
Pasal 38 

^y^t 
(4) Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan sewa-menyewa di atas berlaku iikayang menyewa

barang tersebut adalah debitor pailit. Namun, jika debitor
pailit justru sebagai pihak yang menyewakan barangnya,tidak
ada pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan,
sehingga yang berlaku adalah kontrak yang bersangkutan
dan pengaturan sewa-menyewa pada umumnya.

22. Kurator dapat memutuskan hubungan kerja denga n karyawan
(Pasal 3D. Jika setelah diputusakan pernyataan pailit, ada

karyawan yang berkerja pada debitor pailit, baik karyawan
maupun kurator sama-salna berhak untuk memutuskan
hubungan kerja. Namun demikian, untuk Pemutusan hubungan

kerja tersebut diperlukan suatu pemberitahuan PHK (notice)

dengan jangka waktu pemberitahuan sebagai berikut:

b.

Jangka waktu Pemberitahuan PHK yang sesuai dengan
perjanjian kerja, atau

J angka waktu tersebut sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, ata.u

c. Dapat di-PHK dengan pemberitahuan minimal dalam
jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

a.
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Disamping itu, sama dengan uang sewa yang belum dibayar,
naka sejak dinyatakandebitor pailit, upah karyawan dianggap

hutang harta pallit (estate debt), sebagaimana diatur clalam

Pasal39 
^yat 

(2) Undang-Undang Kepailitan.

Ketentuan tentang PHK seperti tersebut diatas hanya berlaku
jika pihak karyawan yang berkeqa pada debitor pailit. Jika
debitor pallit yang menjadi karyawan pada pihak lain, tidak
ada pengaturannya dalam perundang-undangan tentang
kepailitan, sehingga untuk hal yang demikian sepenuhnya
berlaku perlanjian kerja dan perundang-undangan dibidang
ketenaga kerjaan.

23.Ktrator dapat menerima warisan, tetapi jika menguntungkan
harta pailit (Pasal 40 ayat (1)).

24.Kurator dapat menolak warisan dengan izin dari hakirn
pengawas (Pasal 40 ayat (2)).

25.Barang-Barang Berharga Milik Debitu Pailit Disimpan oleh
kurator. Adalah wajar jika kurator sangat berkepentingan
terlradap barang-barang berharga milik debitor pailit. Karena

itu, kurator berwenang untuk menyirnpannya dengan c ra
yang dianggap paling aman. Misalnya, emas, berlian, atau
surat berharga disimpan oleh kurator dalam safe deposit pada
bank-bank. Akan tetapi, hakim pengawas berwenang pula
untuk menentukan c ra-c ra penyimpanan oleh kurator
tersebut, uide Pasal 108 Undang-Undang Kepailitan.

26.Ktrator berkewajiban menjual harta dalam rangka pemberesan.

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah
satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip Casb is
tbe King. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan
tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan
persetujuan siapa-siapa. Lihat Pasal 164 ayat (7), Pasal t6
ayat (1.), dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.
Kecuali dicentukan lain dalam undang-undang, seperti yang
terdapat dalam Pasal 1,07 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan.
Pasal107 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim
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pengawas dalarn hal pengalihan aset debitor pailit untuk

tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelutn insolvensi.as

Selanjutnya untuk membahas tentang kewenangan kurator,

perlu terlebih dahulu dijelaskan definisi wewenang. Adapun

wewenang diartikan sebagai berikut:4e

1. hak dan kekuasaan untuk bertin'dak; kewenangan;

2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan

melimpahkan tanggung iawab kepada orang lain;

3, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan'

Menurut hukum publik, dirumuskan pengertian wewenang sebagai

kekuasaan yuridis dari suatu iabatan. Karena slfat iabatan terletak

dalam hukum publik, ia melahirkan kewenang n publik yaitu

kewenangan untuk melakukan tindakan hukum publik' Korelatif

dari kekuasaan adalah pertanggung jawabal at^v kekurangan

(tia bi lity). Dengan demikian wewenang merupakan kekuasaan lruridis

clibiclang publik.'rJrewenang iuga dapat diartikan sebagai hak. Menurut

Salmon, hak mempunyai Pengertian sebagai berikut:

1. hak dalam arti semPit;

2. kemerdekaan;

3. kekuasaan;

4. imunitas.

'wewenang kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan

yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya.

\Tewenang selalu terkait dengan tugas (kewajiban) yang dibebankan

terhaclap seseorang. Secara umum' kurator mempunyai wewenang

untuk rnelaksanakan tugas pengurusan dan/atart pemberesan harta

pailit sejak tanggal purusan pailit piucapkan meskipun terhadap

prrt,rrn tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali'5o

a8 Munir Fuady, Hu.kunt Paitit dalam Teori dan Prakteh., Citra Aditya Bakti

Bandung 2@5, hal 44-48
{9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedtra, Cet. ke-4, Tahun 1995,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka
50 Pasal 16 aYat (1) UUK
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Bab lll: Hukum tan di Indonesia

Selanjutnya, tentang
hutang tersebut dapat dilihat

kewenangan mengeksekusi jaminan
dalam cliagarant berikut ini.

c D ---------
(kewenangan kurator)

stoy

------- B

{90 hari)

KeteranganDiagram:

++++++ : Kewenangan eksekusi oleh kreditor preferens.

: Kreditor preferens tidak punya kewenang n
eksekusi.

Putusan pailit (tingkat perram ) oleh pengadilan niaga.

M^sa stctyberakhir, yaitu dalam waktu maksimurn 90 (sembilan

pululr hari setelah putusan pengadilan niaga tingkat pertam .

Insolvensi, yakni debitor pailit berada dalam keaclaan tidak
lnampu membayar hutang.

Habisnya masa kewenangan kreditor preferens 2 (dua) bulan
setelah insolvensi. Setelah fase D ini, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. Kreditor preferens tidak berwenang lagi mengeksekusi
hak jaminannya;

Kewenangan tersebut diambil alih oleh kurator;

Kreditor preferens, meskipun dia akan mendapatkan
seluruh hak-haknya, tetapi mesti menunggu sampai dilaku-
kan pernbagian harta pailit;

Terkena kewajiban pentbzyaran biaya kepailitan secara

proporsional.5l

tt lbid., hal. 104
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KREDITOR SEPARATIS
MENURUT HUKUM JAMINAN

DAN HUKUM KEPAILITi\N

4. L.Makna Kreditor Separatis

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Aulis
Aarnio menyatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang makna-
maknar, menentukan rnakna dari sesuatu adalah menginterpretasikan
sesuatu itu. Dengan demikian memaparkan aturan hukum adalah
menafsirkan atauran hukum. Pada pernaparan hukum yang terjadi
adalah kegiatan menentukan isi aturan hukum setepat mungkin.

Kegiatan rnenetapkan isi aturan hukum, artinya rnenetapkan

^pa 
y^ng menjadi akedah hukumnya, pada dasarnya adalah me-

mmuskan hipotesis tentang makna aturan hukurn atau teks undang-
undang. Karena itu, pemaparan aturan hukum akan sangat tergantung

' Aulis Aarnio, A Hermeneu.tikApproach In Legal Tbeory, dalam Pbilosopbial
perspectiue In. Jir.risprudence, Helsinki, 1983 hal. 64, dalam Benald Arief Sidharta,
Refleksi Tentang Stnr.ktu.r llmu. Httkum, Mandar Maju Bandung 1999, hal. 149.
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pacla teori interpretasi yang clianr'rt ilmuwan hukun' Penggunaan

teoriinterpretasiini.l"p,t-m"nglrasilkanlebil-rclarisatuhipotesis
tentang tnakna aturan tttttt'''n-t yang clitelaah' Maka ilmtrwan hukum

clalam kerangka teori interpretasi yang clianutnya akan terus rnernilih

clari berbagai makna aturan hukum yang nungkin itu,, satu makna

yang paling optinal clengan tnempertimbangkan berbagai faktor

lain.

Demikian pula hukum mengandung suatu teg^ngafi antara

idea l-rukum pacla satu sisi clan bentuknya pada sisi lainnya' Dapat

dikatakan iuga bahwa pacla suatu sisi terdapat idea hukum dan pada

sisi lain Perunclang-"tttlo"g", peraililan' Negara (instn tnrcrttarh mt

ytticlLs)dandenganbantuansat^na(instnmrcn'tctrht'nr')tersebtrtidea
hukum harus (clapat) diwujudkan' Ini mengandung arti bahwa hukum

positif itu adalarr ,"r,-r^,.,'yu.rg rebih ketimbang ^p^ 
yang terdapat

clalamundang-undangatalvonis-vonis(arrest).Geja|a-geialaini
adalah ungkapan (pJrwujudan) clan suatu 2sas pra-positif (diatas

atau tnenclahului yang positif)'

Dari asas itulah hukurn positif itu mem'peroleh "makna

hukum"nya2. Untuk memaknai Hak Separatis' maka peneliti perlu

mengetahui "ru, 
pt" positif yang terkanclung dalam kedudukan clan

kewenangan kreditoi dalam Hukum Jaminan dan Undang-Undang

Kepailitan agar Narnpak kepastian hukum hak kreclitor yang

rnendaPatkan hak seParats'

Hukurnjaminannrengenalistilalr..kreditorseparatis'',dikata-
kan "separatis" yang berkonotasi "pemisahan" karena kecluclukan

kreclitor tersebut .ttJ'rr^"g clipisahkan dari kreditor lainnya' dalam

arlikreclitorc|apatmenjualsencliridantnengarrrbilsendiriclarilrasil
penjualan, yang terp$ah dengan-harta pailit pada umumnya'3 Menumt

Kamus Hukum ,"int"'i' dlrtikan Uatrwa "dalam hal adanya ke-

pailitan ada penagii, y^rrg berhak mendahului menagih piutangnya"a.

HUKUM KEPAILITAN: KC

2 Meuwissen, Teori Hufuntt'

2 Lpril t994, hil. 24

Maialah Hukum PtoJustitia, Tahltn Nomol

Belanda
3 hid., hal. 99
aYinPramadyaPuspa,KamusHukumEdisilengkapBahasa

Indonbsia, Inggris, CV' Aneka' Ilmu' Semalang 1977' ha|' 7 67

- D-^. h. llarawari Poesoko. S.H" M.H.
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Selanjutnya menurut Setiawan, hak separatis adalah: "hak yang diberi-

kan oleh hukum kepada kreditor pemegang l-rak jaminan, bahwa

barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan hak jaminan (hak

agunan) tidak termasuk harta pailit"t. Sedangkan menurut Elljana

"kreditor separatis adalahkreditor yang tidak terkena akibat kepailitan,

^rtinya 
para kreditor separatis tetap dapat rnelaksanakan hakhak

eksekusinya meskipun debitor nya telah dinyatakan pailit.6 Karena

hak separatis adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada kreditor

pemegang jaminan, bahwa barangjaminan (agunan) yang dibebani

hak jaminan (agunan) adalah tidak termasuk harta pailitT tentunya

bertuiuan untuk memberikan perlindungan kepada kreditor nnnakala
debitor pailit.

Munir Fuady menyebutkan bahwa kreditor separatis adalah

kreditor yang meniliki jarninan hutang kebendaan (tJak Jaminan),
seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-

lain (Pasal 55 Undang-undang Nomor 34 Tahu,n 2007 tentang

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang). Kreditor dengan
jaminan yang bukan jaminan kebendaan yang (seperti garansi ter-

masuk garansi bank) bukan merupakan kreditor sepraratis.8 Pema-

haman yang dimasudkan dengan hak kreditor separatis adalah hak

yang diberikan oleh hukum kepada kreditor pemegang hak jaminan

untuk tetap clapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun

debitor telah dinyatak pailit. Sedangkan menurut Sri Soedewi; Hak

Kreditor separatis para penegang gadai dan pemegang hipotik dapat

rnelaksanakan haknya dengan cepatlmudah, tidak terPengaruh de-

ngan adanya kepailitan.e Kekuatan hak kreditor separatis pada hak

5 Setiawan, Hak Tanggungan dan MAsalah Eksekusinya, Varia Peradilan,
Majalah Hukum Tahun XI Nortor 131, Agustus 1977

6 Elilana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar

UU Kepailitan di Jakartta, Juni 1998.
7 Setiawan, Kepailitan: Konsep-Konsep dasar sefia Pengertiannya, Varia

Peradilan Nomor 756 bal. 98-99
s Mtrnir Fuady, oP cit., hal. 99
2 Sri Soedewi Masjshoen Sofwan, l-rukum Jaminan di Indonesia Pokok-

Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Peroranlan, Liber'ry, Yogyakarta 1980, hal.

//-/6
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gadaidan hak hipotik n-lenurut B.W. dapat dimaknai sebagai kreditor
yang terkuat dan cliutarnakan dari kreditor lainnya, apablla diantara
pira berpiutangnya itu acla alasan-alasan yang sah untuk diclahulukan.
Selanjutnya pengaturan tersebut dipefiegas clengan pengaturan pada
Pasal 1734 B.V yang dinyatakan sebagai berikut:

" Hak istintanta ialalt bak yotng oleblr,ndang-tr,ndang diberikan
kepada seorang be?phrtang sebinga tingkatnya lebib tingi
danpada orang betpir tta.ng lainnya, sefflata-mata berdctsarkan
stfat pntangnya. Gadai d,an Hipotik ad.alab lebih tinggi
daripada bakl istimeuta, kecuali dalant. hal-hal dintana oleb
r m da ng-r r,ndang ditenh t kanz seba li knya

Pasal 1,'1,34 B.W ini sangat jelas mengatur bahwa adanya sese-

orang yang mempunyai piutang atau dapat disebut dengan kreditor,
yang berdasarkan sifat piutangnya memiliki kedudukannya lebih
tinggi daripadayanglainnya serta lebih tinggi daripada hak istimewa
(bak priutlege).

Tujuan dibentuknya Pasal 1133 B.V. dan 1,734 B.\7. untuk
menjamin kepastian hukum terhadap kreditor yang telah diikat
dengan hak jaminan berupa gadaidan hipotik lebih tinggi dari kreditor
lainnya karena sifat piutangnya. Meskiptn hak priuilege dan hak
yang dipunyai gadai dan hipotik sama-sama mempunyai hak yang
diutamakan, tetapi menurut ketentuan dalarn Undang-Undang (Pasal

7734 B.w) hak gadai clan hak hipotik mempunyai kedudukan yang
di utanrakan dari bak priuilege kecuali undang-undang menentukan
lain. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa para kreditor pemegang
hak gadai dan hipotik mempunyai kedudukan yang terkuat,
dibandingkan dengan para kreditor konkruen yang kedudukannya
sama dengan kreditor lainnya.

" Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa
hak didahulukan (hak preferen) diberikan kepada kreditor yang
mempunyai hak jarninan kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan
hak di dahulukan dari kreditor konkuren, apablla kreditor tersebut
mempunyai hak jaminan kebendaan dan debitor telah dinyatakan
wanprestasi tlan atau debitor dinyatakan pailit, maka kreditor tersebut
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dapat rnelaksanakan eksekusinya. Sebagai salah satu pcrwujudan dari
keduclukan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya terbaca dalan-r

Pasal7155 B.W tentang Gadai dan Pasal 1178 B.\f. tentang Hipotik.

Apabila ditelusuri tentang pengaturan hak kreditor separatis

dalam hukurn jaminan diluar B.\7. diatur dalam Pasal 21 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 7996 tentang Hak Tanggungan, yang
dinyatakan: "Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit,
pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak
yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini". Pembuat
Undang-Undang Nomor 4Tahun 1996, memberikan penafsiran oten-
tiknya sebagaimana dalam penjelasan Pasal27 tersebut lnenyatakan
bahwa ketentuan Pasal ini lebih memantapkan kedudukan diutama-
kan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya
akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap otryek hak tang-
gungan serta pemegang hak jaminan berwenang untuk melakukan
segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang.

Selanjutnya terhadap hak kreditor separatis dalam hukum
jaminan yang diikat dengan jaminan fidusia cliatur pada Pasal 27

^yat 
(3) Undang-Undang Nornor 42 Tahun 7999 tentang jarninan

fidusia, yang dinyatakan sebagai berikut: "hak yang didahulukan
clari penerina fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan clan

atau likuidasi pemberi fidusia". Pada Undang-Undang Nomor 42

Talrun 1.999 tentang Fidusia, pembuat undang-undang memberi
penafsirannya sebagaimana dalarn penjelasan Pasal 27 ayat (J) yang
nrenentukan ketentuan dalam ayatini berhubungan dengan ketentuan
balrwa jarninan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi
pelunasan hutang.

Berdasarkan uraian diatas, makan yang terkandung adalah
pemegang hak jaminan baik itu pemegang hak tanggungan, gadai
dan hipotik dapat nelakukan segala hak yang diperoleh temrasuk
lrak untuk diutarnakan bagi kreditorny^. Aclapun yang dirnaksud
dengan "melaksanakan hak-hak" nya dalarn pasal ini adalah tidak
lain rnelaks anakan penjualan. 10 Sedangkan menurut J.Satrio, kreditor

10 A.S.v. Nierop, dalarnJ.Satrio, HukumJaminan, Hak Jaminan Kebendaan,
Hak Tanggungan, PT. Citra Adirya Bakti, Bandungt998, hal.286.
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dapat melaksanakan hak-haknya dalam Undang-Undang Hak

t".gg.r.tgnn seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan

t"glt'nnkreditorberadadiluarkepailitandanataudiluarsitaanunlunl.
Oieh karenanya kreditor seperti itu clisebut "Kreditor separatis"'''

Bahwa dari berbagaipendapatP^r^ ahli dan betbagai peratur-

an tentang hukum jarninan kebendaan (gadai, hipotik' hak tanggungan

dan fidusia) sebagaim^nz yang terurai diatas' ntaka dapat dipahami

yangdimaksudkandenganhakkreditorseparatisterkandungunsur-
unsur sebagai berikut:

1. Kreditor diberi hak secara ex lege,

2. Hak timbul clari hak jaminan kebendaan;

3. Kreditor memiliki hak jarninan kebendaan;

4. Kreditor mempunyai kedudukan didahulukan

konkuren;

Del'ritor telah dinyatakan pailit;

Kreclitor tidak terkena akibat debitor pailit;

Hak jaminan ticlak termasuk harta pailit;

Kreclitor dapat melaksanakan eksekusinya terhadap benda

jaminan;

9. Kreclitor mernpunyai kewenangan untuk menjual

nrenerima hasil penjualannya yang terpisal-r dari

10. \Tilayah Pengadilan yang berwenang ntenerima'

memutuskan adalah Pengadilan Niaga'

Unsur-unsu r Y ang dikemukakan

terkandung sebagai kreditor separatis

kreditor dapatsebagai kreditor separati

diatas terpenuhi.

kreditor

sendiri dan
harta pailit.

memeriksa,

rr J. Satlio, ibid, hal. 284-
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4.2. lCedudukan Kreditor Separatis

Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah santa (paritas

creditctNrmt) dan karenanya mereka memPunyai hak y^ng s^ma

atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai clengan besarnya tagihan

mereka masing-rna sing (pari pass t pro rata paTte). Namun demikian

asas tersebut nengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang

memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang

haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan

peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, asas

paritas creditorht,m berlaku bagi para kreditor konkuren saia.t2

Kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukurn
Kepailitan dikulaifikasikan sebagai kreditor separatis" Penggunaan

istilah pailit dalan bahasa Belanda, Perancis, Latin maupun trnggris

berbeda-beda. Bahasa Perancis menggunakan istilah faillite yang
artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.

Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutang nya

dalam bahasa Perancis disebut le faille.Istilah pailit dalam bahasa

Belancla adalah failliet, dalant bahasa Inggris digunakan istllah faiht're,
sedangkan dalam bahasa latin digunakan istilah fallird3.

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jarninan

kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak
terkena akibat putusan perny^taan pailit debitor, ar[inya hak-hak
eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan
debitor.la Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang

yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan" Dari hasil

penjualan tersebut, mereka (kreditor separatis) mengambil sebesar

piutangnya, sedangkan jika ada sisanya disetorkan ke kas kurator

12 Fred B.G Tumbuan, Pokok-Pokok Unclang-Undang tenrang Kepailitan
sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor: 1/1998, dalam Penyelesaian Utang Piutang
melalui Pailit atau Penundaan Kewaiiban Pernbayaran Utang, Editor: Rudhi
A.Lontoh, Alumni Bandung,2001, Hal. 128

t) Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan' Pen'u.rtdaan PentbAyaran di
Irtdonesia, Bina llmu Surabaya 1.990, hal. 22-23

1{ Elliiana, Peraturan Pernelintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan, Makalah Dalam Seminar'

UU Kepailitan di Jakarta, Juni 1998
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sebagai boeclel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata

ticlakmencukupi, kreditor tersebut untuk tagihan yang belum terbayar

clapat memasukkan kekurangannya sebagai kreditor bersaing (kon-

kuren).15

Akantetapi,jikaterdapatkreditordiistinewak^nyangting-
karannya diatas tingkatan kreditor separatis, uidePasal7734 ayat (2)

8.S7, kurator dan kreditor diistimewakari tersebut daPat meminta

kreclitor separatis agar hasrl penjualan harta jaminan hutang tersebut

cliserahkan kepada kurator dan kreditor diistimewakan sejumlahyang

sanra clengan piutang yang cliistimewakan tersetrut (Pasal 60 ayat

(2) UUK). Hanyasaja meskipun kreditor separatis dapat mengeksekusi

dan rnengarnbil sendiri hasil penjualan hak jaminan, tetapi kreditor

separatis tunduk pada hukum tentang penangguhan eksekusi untuk

masa tertentu, yakni selama maksimum 90 (sembilanpuluh) hari

untuk kepailitan dan maksimun2T0 (duaratus tujuhpuluh) hari untuk

penunclaan kewajiban pembayaran hutang, uide Pasal 228 ayat (6)

UUK. Dengan de et-aset Yang

dijamin tersebut, tinggi, lebih

tinggi clari kredit al 71'39 dan
pasal "1149 B.\7). Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis

adalahyang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Unda ng-

Unclang menentukan sebaliknya. Lihat Pasal 1134 ayat (2) 8.'$7.16

Hak jarninan kebend^^n y^ng memberikan hak menjual

sencliri secara lelang dan untuk memperoleh pelunasan secara

mendahului terdiri dari hal-hal berikut:t7

1,). Gadai yang diatur dalam Bab )O( Buku III B'V untuk ke-

bendaan bergerak dengan cara melepaskan kebendaan yang

dijaminkan rersebut dari penguasaan pihak yang memberikan

jaminan kebendaan berupa gadai tersebut;

2). Ilipotek yang diatur dalarn Bab )Ofl Buku III B'\fl yang

nenurut Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukun-r Dagang

15 Erman Rajagukguk, dalam Imran Nating, opcit, lnal 48
16 Munir Fv^dy, oqcit, hal 100
rz,Kartini Mu1jadi dan Gunawan \{zidjaja, Pedoman Menangani Pelkara

Kepailitan, Raj"aGlafindo Pelsada, J^k^rt^ 2003, hal 1'07
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berlaku untuk kapal laut yang rnerniliki ukuran sekurang-

kurangnya 20 rn3 (dua puluh rneter kubik) dan didaftar di

syahbandar Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen

Perhubungan sehingga memiliki kebangsaan sebagai kapal

Indonesia dan diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.

Sementara itu, yang tidak terdaftar dianggap sebagai benda

bergerak sehingga padanya berlaku ketentuan Pasal 1.977

B.V;

3). IIak Tanggungan sebagaintana diatur clalam Undang-Undang

Nonror 4 Tahun 1996 yang nlengatur urengenai penjaminan

atas lrak-hak tanah tertentu berikut kebendaan yang dianggap

rnelekat clan diperuntukkan untuk dipergunakan secara

bersama-sama dengan bidang tanah yang diatasnya terclapat

lrak-l'rak atas tanah yang dapat dijaminkan dengan Hak
Tanggungan.r8 Ada beberapa unsur pokok dai'i hak tanggu=

ngan yang termuat dalam definisi diatas, antara lain sebagai

berikut:le

a). hak tanggungan adalah hak iaminan pelunasan Lrtang; 
,

b). obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai

dengan UUPA;

c). hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas

tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan irerikut benda-

benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanail

itu;

d). utang yang dijarnin harus utang teftentu;

e). memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

4). jaminan F'idwsi.a yang diatur dalam Undang-Undang Nornor

42 Tahun 7999, IJndang-Undang tersebut tidak mernberikan

rumusan positif mengenai kebendaan yang clapat dijarninkan

rs Lihar kerenruan pasal L ayat (1) Undang-Undang Nomor' 4 Tal-run 1996

tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Bendayang Befkaitan dengan

Tanah
re Suten Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan

Pokok dan Masalah yang Dftadapi Oleh Pelbankan, Alumni Bandung, 1999,lnl Ll
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secara fidusia. Pasal 3 Undang-U Jaminan Fidusia

menetapkan bahwa jarninan fldusia erlaku terhadap:

a). hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah clan

bangunan, sepanjang peraturan perundang-unclangan yang

bedaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut

wajibdiclaftar.Kendatidemikian,bangunandiatastanalr
milik oran g lain yang tidak dibebani hak tanggungan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 7996 tentang

Hak Tanggungan dapat dijadikan obyekJaminan Fidusia;

b).hipotekataskapa|yangterclaftardenganisikotorber-
ukuran 20 mr (dua puluh meter kubik) atau lebih;

c). hipotek atas pesawat terbang; dan

d). gaclai.

adaan berhenti menbaYar utang-

an apakah perusahaan tersebut akan

pailit, ataukah tetap dipertahankan

daftar hitam kreditor.

HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit

20 Secar.a umum debitur.adalah seomng yang memiliki kewajiban untuk

memenuhi pt'estasi di dalam sllattl Perikatan
,'J. Fr.ed weston dan Eugene F. Bfigham, penerjemah Alfonsr-rs sfinita,

Dasar-clasar keuangan Manajernen, Erlangga, Jakatta 1994, lnL 320'
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Hukum kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan
untuk melakukan pembagian harta pailit kepada para kreclitornya

dengan melakukan sita umllrn terhadap seluruh harta debitor/debitor
pailit, selanjutnya dibagikan kepada kreditor/para kreditor sesuai

dengan proposinya. Ketentuan kepailitan merupakan pelaksanaan

lebih dari ketentuan Pasal 7131 B.\f. yang menentukan bahwa
selunrlr harta bencla debitor baik yang telah ada sekarang mauPun

yang akan datang, baik benda bergerak maupun tidak bergerak,
rnenjadi jaminan bagi seluruh perikatannya dan di dalam hukum
kepailitan dikenal dengan adanya as^s paritas creditorilr.nt.
Sedangkan pada Pasal 1132 B.\f/. menentukan bahwa hartakekayaan
debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya

harus dibagikan secara proposional di antara mereka, yang
rnerupakan penjabaran dari asas pari passt, prorate parte.

Selain pasal tersebut diatas mengatur tentang kreditor yang

men'riliki alasan sah untuk didahulukan (kreditor preferen), penga-

turan tentang klasifikasi ata:u pengemlompokan kreditor (kreditor

preferen dan kreditor konkuren) dalan hukum kepailitan nengan-
dung asas stnrctu,red creditors. Adapun prinsip stnrchrred creditors
adalah prisnip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan ber-
bagai macarn kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Da-

lanr kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi 3 ftiga) macam,

yaitu: 1) Kreditor separatis; 2). Kreditor pteferen; 3). Kreditor Kon-
kuren.2a Pembagian kreditor rnenjacli tiga klasifikasi tersebut diatas

berbeda dengan pembagian kreditor pada rezint hukum perdata

unlurn.

Aclapun pernbagian kreditor dalam hukum perdata umum
penrbedaan kreditor Lnnya dibedakan dari kreditor preferen dengan

kreditor konkuren. Kreditor preferen dalam hukum perdata umun
clapat mencakup kreditor yang nemiliki hak jaminan kebendaan
dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan

22 Kreditol adalah seseorang yang memiliki hak untuk rlenllntut pemenuhan
suatu prestasi dali debitur dalam sttatu perjanjian.

23 J. Fled \feston dan Eugene F. Bligl.ram, op cit hal. J21
ar M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Nonna, Prinsip dan Praktek di

Peradilan, Kencana Jakarta 2008, ll,al. 32
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pembayaran piutangnya. Akan tetapi, dalam kepailitan, yang di-

maksud kreditor preferen llanya kreditor yang menurut undang-

untlang harus diclahulukan piutangnyzl, seperti pemegang bak

priuilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya' Sedangkan

kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukurn kepailitan

diklasifikasikan dengan kreditor separatis.25 Ketiga kreditor tersebut

diakui eksistensinYa.

Da|amUndang-UnclangKepailitanBelandatidakterdapat
keraguan terhadap hak kreclitor separatis dan preferen untuk

mengajukan kepailitan (HR 18 Juni 1982, NJ/Nederland Yuris-

prudensi 7983,1). Hal ini juga dikemukakan oleh Abdul Hakim

Garuda Nusantara yang menyitir pehdapat Polak' bahwa kreditor-

kreditor tersebut ticlak hilang kewenangannya untuk mengajukan

permohonan kepailitan 
^tas 

debitor yang berada dalam keadaan

berhenti membayar.26

Sekalipunundang-unclangtelahnrenyediakanperlindungan
hukum kepada para kreditor sebagaimana ditentukan dalam Pasal

7132 dan Pasal 7733 B.W. tersebut, tetapi perlindungan tersebuc

belum tentu meyakinkan para calon kreditor untuk menberikan

utang kepada calon debitor. Tentu saia akan lebih menguntungkan

bagi calon krediror apabllahukum menyediakan perlindungan hukum

yang lebih baik daripacla sekedar perlindungan hukum berupa

-"-p"roleh pelunasan secara proposionil dari hasil penjualan harta

debitor sebagai Hak istimewa.

Haklstirrrewayangdinraksudkania|ahsuatuhakyang
diperoleh Undang-Unclang diberikan kepada seorang kreditor

,"hi.rgg" ringkatan kreclitor tersebut lebih tinggi daripada kreditor

lainnya (kreditor konkuren), semata-rrlata berdasarkan sifat piutang

kreclitor tersebut (uidePasal1134 B.\f.)' sistem hukurn di Indonesia

mengenal pemberian perlindung^n yzng istimewa seperti itu di

bagi kreclitor-kreclitor. Perlindungan istimewa tersebut hanya dapat

cliberikan apablla dipenuhi ketentuan-ketentuan tertentu dan

ditempuh proses rertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

's lbi4 hal. 33
26 J. Djohansal.r, dalam M. Hadi Shubhan, ibid., 33
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Perlindungan istimewa tersebut dapat diberikan apabila
kreditor tersebut melnegang hak jarninan atas benda tertentu milik
debitor. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda
tidak bergerak. Adanya pemberian perlindungan istimewa telah
diisyaratkan oleh Pasal 7732 B.W. sebagaimana telah dikemukakan
diatas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang kreditor dapat
diberikan hak untuk didahulukan dari kreditor-kreclitor lain. Selain
diatur pada Pasal 11,32 B.\(i., pemberian perlindungan isrimewa
terhadap kreditor juga diatur oleh Pasal 1133 B.\f., yaitu l-rak unruk
didalrulukan diantara para kreditor timbul dari hak istimewa, gadai
dan hipotik.21 Hak-hak tersebut merupakan prinsip perlindungan
hak bagi kreditor pemegang hak jarninan kebendaan.

Seperti halnya pada gadai dan hipotik disebut hak jaminan,
pengaturan tentang hak gadai dalarn Pasal 1150 sampai dengan
Pasal 1160 B.\fl. Setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan
clan Undang-Undang Fidusia, maka selain gadai dan hipotik, hak
tanggungan atas tanah beserta bencla-bendayang berkaitan dengan
tanah dan hak jarninan fidusia juga rnerupakan hak-hak janinanzs.
Lebih tepatnya hak jaminan kebendaan.

Kreditor yang memiliki jarninan kebendaan dalam hukum
kepailitan, diklasifikasikan dengan seburan kreditor separatis. Adapun
kedudukan kreditor separatis kemudian diatur dalam Undang-Undang
Nornor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan pada Pasal2I yang
menyatakan:

" Apabila pemberi bak tangl t ngan dinyatakan pailit, penregang
hala tangu.ngan tetap berwenang melafur.lean segala bah yang
dipero hb r rya n rcnr t,n t t ketenh nn Undang-Lhtdang inf ,

Pembentuk Undang-Undang Nornor 4 Tahun lgg6tentans Hak Tang-
gungan rnemberikan penafsiran otentik sebagain:r na clalam
Penjelasan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang
menyatakan:

21 Zainal Asikin, Huku.m Kepailitan dan penundaan pembayaran di
Irzdonesia, Bina Ilmu Surabaya 1990, hal. 22-23

2e Sutan Remy Sjahdeini, op cit., h^1. 6
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" b ab utA ke dt dt t kan dh ft an m k arx p e nrcga ng b a le.i a min an le bi b
dintant aplaan dengan n rcnge cr t,a li laan berla kt rny a alai bat

, kepailitan pentberi hale tanggungan terbadap obyek bak
tanggttngart".

Penjelasan P asal 21 tersebut dapat dipahami bahwa kedudu kan
kreditor separtis terhadap obyek jaminanJebih diutamakan meskipun
adanya aklbat debitor pailit.

Hal tersebut tercermin dalam Pasal2T 
^yat(3) 

Undang-Undang
Nornor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia yang menyatakan: "Hak di-
dabu,htkarz dari penerima fidtria tidak haptrc laarena adanya ke-
p ailit an da n at ar t. l ileui das i p en fu e ri fi dt t s i a", pasal tersebut menj elas -

kan bahwa kedudukan kreditor separatis dengan hak-hak yang
dipunyai tidak berubah n'reskipun terjadi kepailitan dan kreditor
tetap merniliki kedudukan cliatas sefta tidak dapat dikalahkan oleh
kreditor lain. Selanjutnya keduclukan kreditor separatis juga diatur
dalam ketentuan Pasal 71,32 8.V., dalam pasal ini ditentukan bahwa
ada alasanyang sah bagipara kreditor untuk didahulukan dari kreditor
lain. Dengan demikian kedudukan didahulukan dari kreditor memang
jelas pengaturannya dan diberikan oleh Undang-Undang.

Penegasan tentang aturan kreditor yang memiliki kedudukan
lebih tinggi dari kreditor lain juga merupakan cemrinan daiPasal7734
B.\fl., dirnana dalarn Pasal tersebut ditentukan bahwa undang-undang
memberikan keduclukan yang lebih tinggi bagi kreditor (pemegang

hak gadai dan hipotik seperti yang ditentukan Pasal 1133 B.tJ7.) dari
pada kreditor lainnya. Selain itu Pasal 1734B.W. ini mengatur dengan
jelas dan tegas bahwa kedudukan gadai dan hipotik lebih tinggi dari
hak-hak lainnya kecuaii ditentukan lain oleh Undang-Undang. Oleh
karenanya pengaturan tentang kreditor separatis ini sangatlah jelas,

dirnana kedudukannya lebih tinggi daripada kreditor lain, karena kreditor
separatis adalah pemegang hak gadai, hipotik dan fidusia.

Selain dalam hukum jaminan, pengaturan tentang kedudukan
kreditor separatis juga diatur dalam htrkum kepailitan, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1., Pasal55,Pasal57 dan Pasal 58 Peraturan
Kepailitan Staatsblad 1905 Nomor 2\7 fimcto Staatsblad 1906 Nomor
348. Namuh berkaitan dengan kedudukan hak kreditor separatis,

t04 lvida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H. c Prof. Dn Herowati Poesoko, S.H., M.H.
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penulis membatasi dan mengemukakan Pasal 1, Peraturan Kepailitan,
yang substansinya sebagai berikut:

Pasal 1:

"Setiap debitor yang tidak mantptt. nrcntbayar u,tangnya yang
beracla dalant keaclaan berhenti 'ntentbayar kentbali !fta?tg
tercebu.t, baik ata-s pernthttaan sendi4 atau, permintaa n kreditor
atau beberapa orang kreditor, dapat diadakan ptr,tusan. oleh
hu.latmt yang nrcnyataleart. babun debitor yang bersangfur.tan
dalant laeadaan pailit'

Selanjutnya pada Pasal 56 ayar (L) dan ayat (3) dinyatakan
sebagai berikut:

" (1).Kreditorpenrcgang hipotik, yatry telab nwnbtnt perilaatan
rJinmlzstrd dalant. Pasal 1 178 Kitab Undang-Undang Hulau,nt.

Perdata, begitu ptr,la penrcga?xg gadai, boleh mengqfutkart
h t nh t tant. atasnya seolab -olaLt tidak terjadi kepailitan.

G).Ilegitrr. ptila penrcga?tg parxe?tan berdasarlean perilaatan
yang ada, dapat mertgajttkan htntlttan atas baknya,
seolah -olab tidak ad,a kepailitr.tn. "

Ketentuan dari Pasal 1 Peraturan Kepailitan yang tidak menganut
prinsip paNtas creditoNtr,m merupakan kelalaian Undang-Undang.
Argurnentasinya adalah sebagai berikut bahwa filosofi kepailitan
adalah merupakan pran ta hukum untuk rnenghindari tt,nlawfttl exe-

ctttion akibat berebutnya para kreditor untuk mernperoleh pem-
bayaran piutangnya dari debitor dimana hal itu akan merugikan
baik debitor sendiri maupun kreditoryang clating terakhir atau kreditor
yang "lemah" dari proporsi inilah maka diperlukan lembaga ke-
pa ilitan untu k mengalaborasikan pr insip p arit as c re dit oNt t n t. D engan
demkian, sungguh sangat tepat revisi Undang-Undang Kepailitan
baik melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, rnaupun Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004, dimana disyaratkan bahwa untuk
mengajukan kepailitan harus terdapat dua atau lebih kreditor.P

D M. Hadi Shubhan, op cit., hal. 74-75
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Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor

37 Tahtn 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pen'rbayaran Utang, dinyatakan sebagai berikut:

" Dengan tetap ntentperbatilean hetenhmn gebagairnana
dintale-vtd dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap
kreditor penrcgang gadai, j aminan fi drcia, h ak tan grt'nga'n,
bipotik atau, bak tangttngan atas kebendaan lainnya, dapat

' 'mengeksefurci baknya seolah-olab tidak teiadi kepailitan".

Ketentuan Pasal55 
^yat(1,) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2O}4tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

tersebut mengandung pengertian bahwa seorang kreditor pemegang
hak tanggungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut,

tidak terpengaruh oleh putusan pemyataan pailit. Bahkan ketentuan
Pasal 55 ayat (7) tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai hak
kreditor separatis sehingga dengan demikian mengakui adanya ltak
separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan dalam

Pasal7734 ayat (2) B.\W. yang berbunyi: "Gadai dan Hipotik adalab
lebih tingi da4pada hak istintaaa laeqnli dalant bal-bal dintana oleb

u.ndang-t t ndang ditenh t.kan sebalilan ya" .

Pencantuman ketentuan Pasal 55 ayat (1) ini sangat penting
bagi kepentingan dan pemberian perlindungan kepada kreditor.
Perlindungan hukum istimewa tersebut dapat diberikan apabila kre-
ditor tersebut penegang hak jaminanat^s benda tertentu milik debitor,
baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai-

ntana dinyatakan oleh Pasal 1132 B.\7. dan Pasal 1133 B.Nf. diatas.

Dalam hubungannya dengan asset-aset yang digunakan,
kedudukan kreditor pemegang hak jaminan (preferen) sangat tinggi,
bahkan lebih dari kreditor yang cli istimewakan lainnya (Pasal1.139

dan Pasal 1149 B.\f). sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1132 B.'W,

kedudukan kreditor preferen adalab yang tertinggi dibandingkan
dengan kreditor lainnya, kecuali undang-undang menentukan
sebaliknya.

Sebaliknya ada Undang-Undang yang menentukan adanya
kreditor laih yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor
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pemegang hak jaminan (kreditor separatis), sebagaimanayang diatur
dalan:

1. Pasal 7749 ayat (1) B.'!f.
Bahwa biaya-biaya perkara semata-mata disebabkan pelela-
ngan dan penyelesaian suatu warisan.

2. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 7994 tentang
Perpajakan.
Bahwa hutang pajak lebih tinggi keduclukannya dari hutang
lain termasuk hutang dengan hak jaminan.

3. Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Tagihan yang merupakan hak-hak pekerja lebih tinggi ke-
dudukannya dari tagihan biasa tennasuk tagihan yang dijamin
dengan jaminan hutang. Akan tetapi, B.'$(/ (Pasal 114) ayat
(4)) mengkategorikan tagihan tenaga kerja tersebut sebagai
general staht,tory priority, sehingga kedudukannya clibawah
kreditor separatis;

4. Pasal23 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang
Likuidasi Bank.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 iniberlaku unruk
likuidasi bank, bukan untuk kepailitan bank. Jadi, iika bank
tersebut pailit, yang berlaku adalah tetap Undang-Undang Ke-
pallitan dan B.\7., seperti juga perusahaan-perusahaan lain.3o

Sebagai perbancling an dalam menentukan keduduan kreditor
dapat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang
Likuidasi Bank, dalarn peraturan tersebut ditentukan urutan-uftltan
kreditor secara khusus untuk likuidasi bank yangdiuraikan pada Pasal
2J, yaitu sebagai berikut:

I. Gaji pegawai yang terhutang;

2. Biaya perkara di pengadilan;

3. Biaya lelangyang terhutang;

4. P ajak yang terhutang, yang berup a pajak bank-bank dan pajak
yang dipotong oleh bank;

r0 Munil Fuady, op cit., hal. 100-101
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sebagainana diatur p^d^ P^s^l 7132 B-w, 1'134 B.'W, Pasal 21

Unclang-Undang Nomor 4 Tahun 7996 tentang Hak Tanggungan,

Pasal 27 
^y^t 

(3) Undang-Undang Nomot 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailiran dan Penundaan Kewajiban Pern-

bayaran Utang. Bahkan selama clalam masa penangguhan 90 (senl-

bilanpuluh) hari dan rnaksinal 270 (duaratus tujuh puluh) hari,

kedudukan kreditor separatis menjadi setafa dengan kedudukan

kreditor konkuren. Berpijak dari aturan-aturan tersebut maka

kedudukan kreditor separatis pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tidak konsisten bahkan bertentangan dengan hukum jaminan.

4. 3.IIak Kreditor Separatis

Adanya kewenangan kreditor Pemegang hak jaminan dalam

hukunr jaminan sebagaimana ditentukan pada Pasal 14 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-Benda yaitg Berkaitan Dengan Tanah (Selanjutnya

disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) dan Pasal 75 Undang-

Unclang Nomor 42 Tahtn 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya

disebrut Undang-Undang Ficlusia), member kewenangan kepada

kreditor pemegang hak jaminan untuk mengeksekusi benda jaminan

jika clebitor ticlak dapat melakukan kewaiiban-kewajiban yang harus

clilakukan atas utangnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Pasal L4

ay^t (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, kewenangan kreditor

ini diberikan atas dasar irah-irah sebagaimana ditentukan dalarn Pasal

14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yang menuatakan:

" serrifikat Hak Tangtt,ngan sebagainmna yanS dintaktrdkart pada

ayat (1) nrcntltat irab-irab dengan. leata-kata "Denti Kear,lilan. Ber-

clasarkan Kehrhanan Y6,ngMaha,&r2". Lebih jelas pengaturan tentang

kewenangan kreditor pemegang irak jaminan dalam hukum jaminan

diatur dalam ketentuan Pasal 14 
^y^t 

(3) Unclang-Undang Hak

Tanggungan yang menYatakan:

" S ertifikat H a k Tangpy tn6;an seb agai n m n a d il t m lw t d p a da ayat
(2) ntentPtr'nyai kefutatan eleseleutodal yang santa dengan

rln t-i.te t'rawi Amrih (rrri q F{ M l{ o Prof- Dr. Herowati Poesoko. S.H.. M.H.
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putt6an pengadilan yang telab ntentperoreb keletmtan hu.ktr,rt
tetap dart berlalatt, sebagai peng{aanti grosse acte bypotbeek
sepa?Uang ntengenai bak atas tanab,,

selanjutnya apablla clibandingkan pada penafsiran oetnrik
Pembentuk Undang-Undang Hak Tanggungan sebagaim^na y^ng
tersirat pada Penjelasan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Hak
'fanggungan yang menyatakan:

" irab -irah yang dic anil r. nt kan pada sertifikat Hak Ta,gr ntgan
dant ketenilmnpada ayat ini, dinmlavdkan rnthila nrcnega^skant.
acbtr4ta keht atan eksela r torial pada sertifikat Hak Tangt mgan,
sebirryga apabila debitor cidera janji, nnka debrtor siap tnthile
dieksefutsi seperti balnya suaht ptt,h6an pengad.ilan lang
nrcntperoleb kefutatan buleunt tetap, nrclahd tata cara dan
clengan nrcngrt.naka, lembaga parate exea ftie senmi clenE|an
perahffan Huku,nt Acara Perdata,,.

Dernikian pula pengaturan kewenangan kreditor pada jaminan
fidusia sebagaimana yang ditentukan pada pasar 1.5 ayat (1) Undang-
undang Nomor 42 Tahun 7999 tentang Fidusia yang menyatakan:

"DAlant Sertifikat Jaminan Fidtrcia sebagaintana yang
dinmlesu,d clalant. Pasal 14 ayat (1) dicanttunlean kata_laata
"De!?ti Keadilan Berdasarhan Kehtbanan yangMaba Esa,,

Selanjutnya pengaturan kewenangan kreditor pemegang hak
jaminan dipertegas dengan Pasal 15 ayat (Z) Undang-Undang Fidusia
yang meny atakan: " Sertifikat Jarninan Fidusia s eba ga imana dimaksud
dalam ay^t (7) menpunyai kekuatan yang sama dengan putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,,.

Bahkan dicantumkannya irah-irah "Derni Keadilan Berclasar-
kan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam sertifikat hak tanggungan
lnaupun sertifikat jaminan fidusia, hal tersebut menunjukkan bahwa
Sertifikat Hak Tanggungan dan sertifikatJaminan Fidusia mempunyai
kekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakirn yaitu telah
rnempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracbt uan getaijscle)
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